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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/ Kota di
Sumatera Barat dengan Ibukota Batusangkar. Kabupaten  yang berada di tengah
propinsi Sumatera Barat ini merupakan Kabupaten  sebagai pusat budaya minang kabau
yang lebih dikenal dengan sebutan luhak nan tuo dengan luas wilayah, yaitu 133.600 Ha
(1.336 Km2). Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Tanah Datar,
pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan
yang dimiliki, baik secara fisik, maupun non fisik, terutama potensi sumber budaya,
sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk maksud tersebut, harus dilakukan
penyusunan perencanaan pembangunan secara sistematik, terarah, menyeluruh dan
terukur maka dari itu penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan
program  jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk pembangunan jangka panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku setiap daerah, termasuk Kabupaten Tanah Datar
diharuskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk rentang waktu 2005-2025. Penyusunan rencana pembangunan dimaksud
merupakan upaya penting dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah ke
arah yang lebih baik dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan aspirasi, keinginan,
dan cita-cita masyarakat untuk mencapai kondisi Tanah Datar sebagai pusat budaya
Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan.

1.2. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang
daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan agar masing-masing daerah
(Provinsi, Kabupaten dan Kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah untuk masa 20 tahun ke depan. Dalam rangka ini, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama-sama
dengan seluruh tokoh dan pemuka masyarakat serta pelaku pembangunan daerah
telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2005-2025.

2. RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 ini merupakan penjabaran secara
lebih rinci dari tujuan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah Propinsi,
serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, RPJPD ini
dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya. Dokumen perencanaan pembangunan ini
akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
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3. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan
masyarakat daerah yang dijaring melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan pihak
eksekutif, legislatif, tokoh adat, ilmuwan, serta tokoh agama, dunia usaha, dan
pemuka masyarakat.

1.3. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran dari tujuan
pembangunan daerah. RPJPD ini terdiri atas beberapa bab yaitu: pendahuluan, kondisi
umum daerah, prediksi pembangunan daerah, visi dan  misi pembangunan jangka
panjang daerah, serta arah kebijakan dan pentahapan pembangunan daerah untuk masa
20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga 2025
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 adalah  dokumen perencanaan
pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha) dalam mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah
Datar menjadi pusat Budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan pada
tahun 2025 sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati
bersama. Dengan demikian, diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-
masing pelaku pembangunan akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi
satu sama lainnya dalam mendorong proses pembangunan daerah Tanah Datar.

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dari RPJPD Kabupaten Tanah Datar adalah Pancasila dan landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan
berlaku yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. Ketentuan
perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 2006-2010;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

1.6. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. RPJPD Kabupaten Tanah Datar disusun dengan mengacu pada RPJP Propinsi
sumatera barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan RPJP Nasional
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 untuk
kurun waktu 2005-2025.

2. RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar yang
masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala
daerah Kabupaten.

3. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi
bersangkutan.

4. RPJPD Kabupaten Tanah Datar ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk setiap tahunnya.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Tanah Datar disusun dan ditetapkan dengan
memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Di samping itu, RPJPD Kabupaten Tanah Datar ini juga melakukan beberapa
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perbaikan dan pengembangan agar rencana pembangunan yang disusun ini menjadi
lebih baik dan sesuai dengan kondisi daerah. Berdasarkan kedua pedoman dan
pertimbangan tersebut, sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005-
2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kondisi Umum Daerah

Bab III. Prediksi Pembangunan Daerah

Bab IV. Visi dan  Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab V. Arah Kebijakan dan Pentahapan Pembangunan Daerah

Bab VI. Penutup
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BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan deskripsi dan analisis
tentang kondisi umum daerah berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan proses pembangunan daerah. Analisis ini penting artinya karena
penyusunan rencana untuk masa mendatang akan didasarkan pada kondisi dan potensi,
permasalahan dan kendala pembangunan daerah yang dihadapi pada saat sekarang.
Mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pembangunan yang disusun ini dilandasi
oleh kondisi dan pengalaman riil daerah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar tahun
2005. Dengan demikian, rencana pembangunan yang disusun ini juga akan menjadi lebih
baik dan realistis sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat di  daerah. Kondisi umum
daerah yang dibahas pada bab ini cukup luas yang meliputi aspek-aspek berikut ini :
agama dan budaya, hukum dan pemerintahan, ekonomi, sumber daya manusia,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, prasarana dan sarana, tata-ruang dan
pembangunan wilayah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

A. Kondisi Saat Ini

1. Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah Luhak Nan Tuo, Pusat Budaya
Minangkabau. Wilayah ini semenjak dari dahulu sudah dianggap sebagai daerah
yang dituakan di Minangkabau sebagai “pusek jalo pumpunan ikan” artinya
tempat asal dan berkembangnya adat dan budaya serta menjadi acuan dari segi
adat dan budaya dimaksud.

2. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar mayoritas beragama Islam. Agama Islam
dan Adat Minangkabau adalah landasan kehidupan mereka yang dijabarkan
dalam adat salingka nagari dan  mereka hidup dengan filosofi “adat basandi
syarak, syarak basandi kitabullah”. Adat adalah aturan bermasyarakat yang
pada intinya bersandarkan kepada tradisi Minangkabau yang berlandaskan jiwa
keislaman.

3. Selama dua dekade terakhir telah terjadi peningkatan animo masyarakat untuk
menunaikan ibadah haji, mendirikan bangunan ibadah dan lembaga pendidikan
keislaman, seperti mesjid dan mushalla, taman pendidikan Al-quran (TPA), TK
Islam, SD Islam, madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, dan bahkan perguruan
tinggi Islam. Hingga tahun 2005, Tanah Datar memiliki sebanyak 295 mesjid,
311 mushalla/surau, 178 TK, 55 Madrasah Tsanawiyah, 27 Madrasah Aliyah dan
2 perguruan Tinggi Islam (STAIN dan STAI). Di samping itu, juga muncul
kelompok-kelompok pengajian keislaman baik di tingkat Nagari, maupun di
Kecamatan dan Kabupaten.
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4. Secara formal pembinaan kehidupaan keagamaan berada dalam ranah dan
wewenang Departemen Agama. Pembinaan adat dan lembaga adat di tingkat
kabupaten berada pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Sementara itu,
pengembangan adat dan budaya pada tataran Nagari dilaksanakan oleh
lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada masing-masing nagari. Namun,
KAN tersebut belum optimal dalam membina pemahaman dan pengamalan adat
di nagari.

5. Beriringan dengan hal itu, kurangnya keinginan   masyarakat nagari untuk
memfungsikan bangunan dan property/kelengkapan   adat di Nagari-nagari. Hal
ini menyebabkan bangunan-bangunan adat (rumah gadang, balai adat, surau
adat dan lain-lain) cenderung diabaikan, sehingga banyak yang sudah rubuh.

6. Zakat yang merupakan salah satu alat untuk mengangkat ekonomi masyarakat
miskin kearah yang lebih baik belum terkelola dengan baik.

B. Tantangan

1. Kabupaten Tanah Datar pada saat ini boleh dikatakan bukan lagi sebagai “pusek
jalo pumpunan ikan” yang menjadi pedoman, khususnya dalam bidang adat dan
kebudayaan, bahkan dapat dikatakan mulai tertinggal dari daerah tetangganya.
Ini merupakan tantangan klasik yang harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah
Daerah

2. Filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dan seterusnya
cenderung sebatas wacana saja bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.
Akibatnya, sikap dan perilaku masyarakat belum mencerminkan norma adat dan
ajaran Islam.

3. Meskipun terjadi peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji,
mendirikan bangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan keislaman, seperti
mesjid, mushalla, madrasah, dan perguruan tinggi bersifat keislaman, namun
belum mampu memberikan keseimbangan terhadap pemahaman, pembinaan
dan pengamalan nilai-nilai adat yang sejalan dengan ajaran Islam di Tanah
Datar.

4. Pembinaan kelangsungan adat dan budaya di nagari-nagari sepertinya berjalan
sendiri-sendiri, kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal
seharusnya fokus utama dalam pembinaan adat dan budaya (baik berupa
budaya tangible, maupun intangible) ini berada pada level kenagarian, karena
pada tingkat ini “adat salingka nagari” berlaku. Oleh sebab itu, sampai saat ini
ada nagari yang konsen dengan pelestarian nilai adat nagari, tetapi ada yang
membiarkan adat nagari berkembang tanpa terencana, bahkan ada yang telah
ditinggalkan.

5. Ada kecenderungan munculnya ketidak pedulian kalangan generasi muda untuk
mempelajari, apalagi mengamalkan nilai-nilai adat dan budaya di nagari. Adat
diperlukan hanya ketika akan melangsungkan pernikahan atau ketika acara
kematian. Kecenderungan tersebut perlu disikapi dengan amat arif.
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Kecenderungan seperti itu adalah refleksi mulai tercabutnya anak nagari dari
akar budaya mereka sendiri.

6. Adanya potensi budaya melalui situs-situs kerajaan minang kabau  yang ada
dimasa lalu yang belum digali.

7. Organisasi pengelolaan zakat belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

C. Potensi

1. Sebagai Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar masih memiliki warisan dan
peninggalan-peninggalan produk adat, budaya dan agama yang masih
terjaga dengan baik (baik berupa benda maupun prosesi adat). Pada nagari-
nagari tertentu tradisi adat masih berjalan sesuai dengan ketentuan adat dan
agama. Kesetiaan beberapa nagari tersebut dapat dijadikan sebagai potensi
dan modal dasar untuk pembinaan dan pengembangan adat, budaya dan
agama ke depan. Potensi ini dapat dikembangkan dan dijadikan contoh oleh
nagari-nagari lain.

2. Filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, pada
sebagian niniak mamak, alim ulama  dan cadiak pandai masih ada yang
memahami dan mengamalkan. Para niniak mamak, alim ulama dan cadiak
pandai tersebut dapat dijadikan modal untuk pembinaan ke depan.

3. Peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, mendirikan
bangunan ibadah dan lembaga pendidikan keislaman, seperti mesjid,
musalla, surau, taman pendidikan Al-quran (TPA), madrasah, TK Islam dan
perguruan tinggi bersifat keislaman dapat menjadi potensi untuk pembinaan
adat, budaya, dan agama pada saat ini dan masa datang. Keberadaan
kelompok-kelompok pengajian dari tingkat nagari sampai kabupaten juga
merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan
pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan.

4. Keunikan warisan Adat dan Budaya Kabupaten Tanah Datar adalah potensi
yang tak terhingga untuk kepentingan pengembangan wisata budaya.

5. Adanya situs-situs kerajaan minang kabau  yang belum digali yang
merupakan potensi dalam pengembangan pariwisata sejarah budaya.

6. Zakat merupakan salah satu kekuatan penggerak ekonomi  masyarakat
miskin dan kecendrungan untuk membayar zakat melalui organisasi
pengelola zakat cukup tinggi.

2.1.2 Hukum dan Pemerintahan

A. Kondisi Saat Ini

1. Sesuai dengan sistem hukum dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Nagari memiliki kewenangan dalam
bingkai peraturan perundang-undangan Nasional untuk membuat norma-
norma yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Norma-norma dalam
Peraturan Daerah atau Peraturan Nagari merupakan bagian dari materi hukum
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yang berlaku dalam batas-batas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau
Nagari yang bersangkutan. Fungsi sistem hukum terdiri atas fungsi
penyelesaian sengketa, penghukuman dan perubahan sosial. Fungsi
penyelesaian sengketa dilakukan tidak saja oleh lembaga peradilan negara
seperti Pengadilan Negeri, tetapi juga oleh lembaga-lembaga yang terdapat
dalam masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari. Fungsi penghukuman
dilakukan oleh lembaga negara, misalnya melalui putusan pengadilan. Fungsi
perubahan sosial dapat dilihat melalui pembuatan norma-norma yang
dirumuskan dalam Peraturan Daerah.

2. Budaya hukum  adalah nilai-nilai atau persepsi masyarakat terhadap norma-
norma hukum dan institusi-institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Birokrasi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu masih terjadi
kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah daerah dan
hukum, maka persepsi masyarakat terhadap hukum dan kelembagaan hukum
menjadi rendah. Keadaan ini dibuktikan pula dari hasil survei tingkat nasional
yang dilakukan oleh Transparansi Internasional bahwa penyalahgunaan
wewenang oleh lembaga-lembaga hukum masih terjadi. Budaya hukum juga
berhubungan dengan keberlakuan norma-norma hukum dan norma-norma lain
seperti adat istiadat dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu
budaya hukum juga dikaitkan dengan tingkat kepatuhan penduduk terhadap
norma-norma hukum. Munculnya bermacam gejala penyelesaian masalah
dalam masyarakat dengan menggunakan kekerasan menandai bahwa di satu
pihak ada kecendrungan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum
dalam masyarakat, dan di lain pihak lembaga-lembaga hukum belum optimal
menjalankan fungsinya.

3. Dalam beberapa tahun belakangan, atau sejak era reformasi telah muncul
konflik-konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal antar kelompok
masyarakat, atau antar nagari karena perebutan atas sumber daya alam,
seperti tanah ulayat, batas-batas nagari, atau kesalahpahaman identitas
agama dan budaya.

4. Sementara itu, di Bidang Pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan tiap daerah
Kabupaten membangun sistem pemerintahan terendahnya berdasarkan tradisi,
asal usul, dan adat istiadat masing-masing. Mulai pada tingkat Propinsi telah
merespon kebijakan otonomi tersebut dengan mencanangkan kebijakan
kembali ke Nagari. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan
Kabupaten Tanah Datar dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang
Nagari. Hingga tahun 2005, Tanah Datar memiliki sebanyak 75 nagari dan 280
jorong.

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilakukan secara
langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005 relatif aman dan
demokratis, meskipun masih terdapat rasa ketidakpuasan. Bagaimanapun juga
kegiatan Pilkada dan keterlibatan partai-partai politik serta anggota
masyarakat di dalamnya merupakan proses pembelajaran politik yang
berharga untuk demokratisasi. Proses demokratisasi yang menjadi salah satu
inti dari gerakan reformasi mestilah semakin meluas ke dalam pelbagai
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lapangan kehidupan bernegara dan berbangsa di tingkat daerah dan rumah
tangga.

B.  Tantangan

1. Dengan terbatasnya sumberdaya alam, sedangkan penduduk terus bertambah
dengan kebutuhan yang beragam, maka tantangan yang dihadapi dalam
bidang hukum diperkirakan akan meningkat. Konflik-konflik sosial yang timbul
akibat perebutan pemanfaatan suber daya alam akan semakin meningkat di
masa mendatang. Di samping itu, dengan semakin terbukanya akses daerah
terhadap penduduk dari etnis lain, dan pengaruh arus globalisasi informasi,
serta nilai-nilai universal, maka potensi konflik-konflik karena kesalahpahaman
identitas budaya atau agama juga akan semakin kuat. Oleh karena itu,
Pemerintah daerah perlu membangun kapasitas kelembagaan untuk
pengelolaan konflik-konflik sosial, baik karena masalah penguasaan atas
sumberdaya alam, maupun kesalahpahaman budaya dan agama, ataupun
karena alasan-alasan lain. Jika tidak, maka berbagai konflik tersebut dapat
menimbulkan biaya sosial yang tinggi, dapat menggoyahkan sendi-sendi
negara hukum, dan kemajemukan masyarakat, juga mengganggu
pembangunan di sektor-sektor lain, termasuk kemungkinan terjadinya
pelanggaran HAM. Selain itu, akibat dari peningkatan kesadaran politik dan
hak-hak yang dijamin oleh hukum pasca reformasi, warga masyarakat akan
semakin kritis dan memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat,
melakukan demonstrasi, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang
dinilai merugikan mereka. Keadaan seperti ini diperkirakan juga akan dapat
menjadi salah satu pemicu munculnya konflik vertikal antara warga dan
aparatur pemerintah daerah di masa depan.

2. Dalam pembangunan hukum dan perlindungan HAM terdapat beberapa
realitas yang tidak dapat  dipungkiri dan menjadi tantangan antara lain: 1)
Pembentukan produk hukum daerah yang belum aspiratif dan partisipatif,
yang belum sinergi dengan hukum Nasional, dan belum memberikan
perlindungan HAM, 2) Penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah
dan nasional pada kalangan birokrat dan masyarakat masih sangat terbatas,
sehingga berpengaruh pada kesadaran hukum, 3) Belum optimalnya
pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dibentuk oleh
Nagari dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pembangunan di Kabupaten, 4) Belum optimalnya pelaksanaan dan
penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 5) Lemahnya
koordinasi diantara aparatur penegak hukum yang ada dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Mayoritas masyarakat yang memiliki tradisi atau nilai-nilai musyawarah
mufakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.
Namun, karena berbagai faktor, tradisi dan nilai-nilai musyawarah mufakat ini
telah tergerus, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kebajikan nilai-nilai
musyawarah telah memudar. Keadaan ini ditandai dengan terjadinya kasus-
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kasus penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan dalam masyarakat dan
selalu membawa permasalahan kepada lembaga-lembaga negara.

4. Tantangan dalam bidang pemerintahan adalah bagaimana menerapkan
prinsip-prinsip ”good and clean governance” (pemerintahan yang baik dan
bersih) dapat diterapkan secara optimal. Beberapa masalah yang masih
dihadapi adalah : 1) Kelembagaan pemerintahan daerah yang masih belum
efisien dan efektif, 2) Pola rekruitmen aparatur, promosi dan pengisian jabatan
yang belum didasarkan kepada meriktokrasi yang mengarah pada
profesionalisme, 3) Kelembagaan yang belum profesional sehingga pelayanan
masih belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 4) Masih
rendahnya hubungan inter atau antar lembaga pemerintahan, 5) Masih
rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta belum bervariatifnya
kapasitas aparatur, 6) Kelembagaan dan administrasi pemerintahan nagari
belum tertata secara baik, 7) Otonomi nagari masih belum sesuai hak atas asal
usul nagari, serta 8) Belum berfungsinya Nagari sebagai basis
mensejahterakan masyarakat.

C. Potensi

1. Pemerintah daerah Kabupaten sebagai bagian dari sistem pemerintahan
Nasional dan Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional
dengan prinsip desentralisasi memiliki kewenangan untuk mengatur daerah
dan masyarakat. Kewenangan ini merupakan potensi yang perlu
didayagunakan untuk membangun masyarakat Tanah Datar. Peraturan-
peraturan daerah yang perlu diadakan antara lain dalam bidang pengelolaan
lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya alam, investasi dan transformasi
nilai-nilai adat dan agama dengan memperhatikan konsep hak asasi manusia
dan kemajemukan masyarakat.

2. Masyarakat Tanah Datar memiliki ciri bersikap kritis terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan penegakan hukum. Terdapatnya kelembagaan adat dan
tumbuhnya berbagai lembaga swadaya masyarakat dan mass media
merupakan kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang dapat menjalankan
fungsi kontrol demi tegaknya Negara Hukum (Rechtsstaat, the Rule of Law)
dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih .

3. Meskipun kuatnya pengaruh globalisasi informasi dan nilai-nilai asing, namun
masyarakat Tanah Datar masih memiliki kelembagaan dan nilai-nilai adat dan
agama yang dapat didayagunakan sebagai modal sosial dalam mewujudkan
masyarakat yang patuh pada hukum, tegaknya Negara Hukum, dan
pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam era desentralisasi, kelembagaan
adat dapat direvitalisasi untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, penyelesaian konflik-konflik sosial, dan
terwujudnya masyarakat yang patuh pada hukum.
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2.1.3. Ekonomi

A. Kondisi Saat ini

Setelah melewati masa krisis ekonomi, Kabupaten Tanah Datar mengalami
perbaikan pertumbuhan ekonomi selama 2000-2004. Pertumbuhan ekonomi
meningkat dari 4% pada tahun 2001 menjadi di atas 5% pada tahun 2004. Pada
tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Tanah Datar hampir mencapai 6%. Kejutan
eksternal dalam bentuk kenaikan harga minyak dunia yang telah membatasi
efektifitas kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional tidak dapat
dihindarkan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah Tanah Datar. Kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM telah berdampak luas terhadap harga-harga di
dalam negeri. Penyesuaian harga tidak dapat dikendalikan sehingga inflasi pada
tahun 2005 mencapai angka 11,89% dan terus berlangsung hingga pertengahan
tahun 2006. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000-
2004 dapat dilihat pada tabel 2.1 .

Tabel. 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Rill Kabupaten Tanah Datar,
Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2000-2004

No Tahun Tanah Datar Sumatera Barat Nasional

1. 2000 3,25% 3,84 % 4,92%

2. 2001 3,39% 3,63 % 3,44%

3. 2002 4,07% 4,31 % 3,66%

4. 2003 4,88% 4,48 % 4,10%

5. 2004 5,17% 4,74 % 4,54%
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2000-2004 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukan peningkatan yang cukup signifikan.
Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Tanah Datar mencapai 5,17%. Angka ini lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat, dan
pertumbuhan ekonomi Nasional.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Datar disebabkan oleh pertumbuhan
masing-masing sektor yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
tersebut sebagai hasil  kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar bersama semua pihak di dalam memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang
lebih baik.

Hal ini terlihat dari PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
selama tahun 2000-2004 memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Nilai
PDRB yang dihasilkan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 2,36 triliyun, mengalami
peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu Rp. 1,51 triliyun, tahun
2001 sebesar Rp. 1,68 triliyun, tahun 2002 sebesar Rp. 1,89 triliyun dan tahun 2003
sebesar Rp. 2,09 triliyun. Pada tabel 2.2 disajikan perkembangan pertumbuhan per
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sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun
2000-2004.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan per Sektor Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000-2004 (%)

No Lapangan Usaha / Sektor Tahun
2000 2001 2002 2003 2004

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa

3,73
0,99
3,21

13,93
0,43
3,25
3,63
3,24

3,31

3,12
1,41
2,94

15,44
3,08
4,04
3,94
2,12

3,52

2,26
1,27
6,64

13,56
3,60
4,09
5,43
3,49

4,78

4,26
1,44
6,88

13,93
3,97
4,53
5,36
4,16

4,83

4,95
3,76
6,80

10,47
4,15
4,71
6,92
5,79

4,01
PDRB 3,25 3,39 4,07 4,88 5,17

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Sektor yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan cukup tinggi  tahun 2004
adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yang meningkat dari 1,44 % pada tahun
2003 menjadi 3,76 % pada tahun 2004. Selanjutnya, Sektor Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan meningkat dari 4,16% menjadi 5,79%. Kemudian, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi meningkat dari 5,36% menjadi 6,92%. Sedangkan
yang mengalami penurunan tajam adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang
turun dari 13,93% pada tahun 2003 menjadi 10,47% tahun 2004.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa selama periode 2000-2004 hampir
semua sektor mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang cukup berarti dalam
PDRB Tanah Datar, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih.

Sektor industri Kabupaten Tanah Datar masih tetap memiliki ciri dominannya
industri kecil, industri rumah tangga dan industri kerajinan semuanya tergolong pada
sektor industri pengolahan. Ditinjau dari jumlah pelaku ekonomi, sektor industri
Kabupaten Tanah Datar cukup besar, tetapi dari sudut nilai tambah masih sangat
kecil. Tingkat pengolahan hasil pertanian yang menciptakan pertumbuhan ekonomi
masih sangat rendah sehingga nilai tambah lokal yang ditinggalkan dalam bentuk
percepatan pertumbuhan sektor manufaktur lokal masih sangat terbatas. Semua ini
tercermin dari rendahnya laju pertumbuhan sektor industri manufaktur dan rendahnya
kontribusi sektor manufaktur di dalam PDRB. Dengan laju pertumbuhan yang masih
rendah hingga tahun 2005, sektor industri masih belum memberikan kontribusi di atas
7% dalam PDRB Kabupaten Tanah Datar.

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Tanah Datar selama periode tahun 2000-
2004 memperlihatkan bahwa Sektor Pertanian masih sebagai penyumbang terbesar
terhadap pembentukan PDRB, namun kontribusinya mengalami penurunan dari
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31,32% tahun 2000 menjadi 30,45% tahun 2004. Sementara itu kontribusi Sektor
Industri Pengolahan meningkat dari 14,63% pada tahun 2000 menjadi 15,44% pada
tahun 2004. Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi proses transformasi struktural ke
arah industri dan jasa di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu contoh: adalah
terjadinya proses transformasi sektor pertanian, industrI kearah jasa transportasi
alternatif (ojek/travel), akibatnya perputaran uang di Tanah Datar beralih keluar
daerah dalam bentuk pengembalian kredit kendaraan bermotor dari pinjaman
lembaga perbankan/non perbankan.

B. Tantangan

Dari gambaran PDRB Kabupaten Tanah Datar yang mencerminkan perekonomian
daerah seperti diuraikan di atas, terlihat beberapa tantangan yang harus dihadapi
dalam pengembangan perekonomian di masa datang, antara lain :

1.  Sektor Pertanian
a) Kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah

penduduk sementara peningkatan produksi khususnya padi tidak mengalami
kemajuan yang cukup signifikan, sementara itu krisis ekonomi yang terjadi saat
ini telah menyebabkan meningkatnya penduduk miskin yang membutuhkan
pangan dengan harga yang terjangkau.

b) Ketergantungan penduduk terhadap pangan beras yang relatif tinggi
memberikan tekanan terhadap ketersediaan beras. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan diversifikasi/keanekaragaman pangan dengan menggunakan ubi-
ubian dan kacang-kacangan dalam rangka keseimbangan konsumsi pangan.

c) Masih kurangnya kemandirian dan partisipasi masyarakat (petani) dalam hal
pengembangan usaha tani sehingga masih dominannya peranan pemerintah.

d) Sektor pertanian di Tanah Datar masih didominasi oleh usahatani tanaman
pangan yang menghendaki pengolahan tanah intensif, sedangkan kondisi
sumberdaya lahannya yang berombak dan bergelombang tidak mendukung hal
itu.

e) Terjadinya  alih fungsi lahan pertanian produktif  ke fungsi lainnya.
f) Terjadinya penurunan hasil produksi pertanian yang disebabkan oleh serangan

hama dan penyakit tanaman.
g) Konsumsi produk peternakan masih rendah dari angka konsumsi nasional

(Kg/Kap/Tahun).

2. Sektor Industri.
Semenjak 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada
Sektor Industri di Tanah Datar menunjukkan perkembangan namun belum adanya
daya saing dan pembinaan pemerintahan yang masih belum optimal. Oleh karena
itu, yang menjadi tantangan di sektor ini adalah:
a) Industri yang ada di Tanah Datar belum memiliki keterkaitan antara hulu dan

hilir, sehingga nilai produk masih rendah.
b) Produk-produk unggulan Tanah Datar belum ada industri yang mengolahnya

menjadi produk setengah jadi yang menjadi produk andalan daerah.
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c) Tanah Datar terkenal sebagai penghasil buah-buahan dan sayuran, tetapi
industri rumah tangga yang ada masih terbatas pada produk-produk tertentu
saja dan belum ada diversifikasi/keanekaragaman yang memiliki keterkaitan
dengan kelompok buah-buahan ataupun sayuran.

d) Masih belum optimalnya pengembangan dan pembinaan industri rumah tangga,
kecil dan menengah dalam menggerakan perekonomian daerah.

3. Sektor Kehutanan
a) penduduk miskin yang bermukim di sekitar kawasan hutan telah menyebabkan

terjadinya penebangan hutan secara liar.
b) Penurunan produksi dan kualitas kayu menghendaki pemikiran baru dalam

pengelolaan sumberdaya hutan, agar tidak berorientasi pada pengambilan hasil
kayu, tetapi lebih mengutamakan pada aspek pemanfaatan sumberdaya
lingkungan, rehabilitasi hutan, dan peningkatan produksi non kayu.

c) Penyelamatan sumberdaya hutan, peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar
kawasan hutan, dan mempertahankan tata air menjadi suatu keharusan,
mengingat fungsi hutan Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur lingkungan
hidup, sumber pendapatan, dan penyangga air untuk danau dan beberapa
sungai yang mengalir di kawasan Daerah ini.

d) Realisasi beberapa konvensi/kesepakatan tentang isu-isu lingkungan yang telah
disepakati dalam skala internasional belum terwujud sepenuhnya.

e) Laju degradasi kerusakan hutan dan lahan belum seimbang dengan upaya
pemulihan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

4. Sektor Koperasi
a) Citra koperasi masih belum seperti yang diharapkan, belum sehat dan efisien,

belum mandiri, cakupan usaha masih terbatas, kelembagaan internal masih
belum ditata dengan baik, sehingga belum berfungsi sebagai wadah ekonomi
kerakyatan.

b) Pengembangan sumberdaya manusia bidang koperasi belum mampu
membangun citra koperasi yang positif, efektif, dan profesional sebagai wadah
penggalangan kekuatan ekonomi rakyat.

c) Koperasi belum sebagai badan usaha yang terbuka dan menarik bagi anggota
dan masyarakat, sehingga belum mampu berpartisipasi dalam pengembangan
investasi koperasi salah satu contohnya adalah BMT dan KJKS.

d) Koperasi secara  kuantitas  memang terjadi peningkatan setiap tahunnya namun
masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.

e) Adanya lembaga keuangan di nagari-nagari yang tidak memiliki badan hukum
yang tumbuh dan berkembang di setiap nagari.

5. Sektor Pariwisata
a) Objek wisata alam dan budaya yang begitu indah di Tanah Datar belum ditata

dengan baik, belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana objek wisata yang
memadai, sehingga belum menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan
tinggal lebih lama di Tanah Datar.

b) Sektor pendukung kepariwisataan belum memadai seperti perhotelan dan
restoran, biro perjalanan, industri kerajinan, cendera mata dan fasilitas umum.
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c) Promosi Kepariwisataan di Tanah Datar masih belum optimal.
d) Manajemen dan sumber daya pelaku  kepariwisataan belum memadai.
e) Objek wisata yang merupakan milik kaum, Nagari  atau perseorangan

merupakan kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Tanah Datar.

6. Pertambangan dan Energi
a) Energi listrik masih terbatas, sehingga belum menjangkau ke seluruh Jorong di

Tanah Datar dan belum mencukupi untuk melayani kegiatan industri.
b) Diversifikasi bahan bakar belum berkembang dalam masyarakat Tanah Datar,

sehingga masih sangat tergantung pada BBM (Bahan Bakar Minyak) saja,
sehingga dikhwatirkan tidak mencukupi untuk menghadapi perkembangan
penduduk selama 20 tahun ke depan.

c) Sumber daya mineral di Tanah Datar belum optimal dimanfaatkan karena
sebahagian besar belum diketahui besar jumlah depositnya secara pasti,
disamping itu lokasinya berada didalam tanah ulayat dan hutan lindung .

d) Berkembangnya usaha pertambangan rakyat (pasir urug, batu, tanah liat, dll)
tanpa arah dan tanpa izin, sudah cendrung merusak lingkungan dan
membahayakan masyarakat.

7. Berdasarkan SK Bupati Nomor 414.1/359/Bappeda-2005 tanggal 2 Agustus 2005
tentang Penetapan Nagari Tertinggal di Kabupaten Tanah Datar, terdapat 16 Nagari
pada 8 Kecamatan yang masih tertinggal sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Nagari Tertinggal di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005

No Nagari Kecamatan

1. Tambangan X Koto
2. Gunung Rajo Batipuh
3. Sabu Batipuh
4. Andaleh Batipuh
5. Simawang Rambatan
6. III Koto Rambatan
7. Labuah Lima Kaum
8. Parambahan Lima Kaum
9. Koto Baru Sungai Tarab
10. Koto Tuo Sungai Tarab
11. Talang Tangah Sungai Tarab
12. Supayang Salimpaung
13. Lubuk Jantan Lintau Buo Utara
14. Batu Bulek Lintau Buo Utara
15. Tanjung Bonai Lintau Buo Utara
16. Atar Padang Ganting

Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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Masih banyak wilayah atau nagari yang tertinggal. Kesejahteraan kelompok
masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan
dari pemerintah. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya
memiliki akses yang sangat terbatas pada pelayanan sosial, ekonomi, politik serta
agak terisolir dari wilayah sekitarnya.

C. Potensi

1. Sektor Pertanian

Kondisi geografis daerah yang berbukit dan bergunung dengan ketinggian
wilayah bervariasi dari dataran rendah ke dataran tinggi menyebabkan terbatasnya
lahan untuk pengembangan usaha pertanian. Namun kondisi ini memberikan corak
iklim yang bervariasi pada beberapa tempat sehingga memungkinkan pengembangan
berbagai jenis komoditi.

Padi masih merupakan produksi utama Pertanian. Sementara itu, intensitas
tanam padi kurang dari dua kali dalam satu tahun. Rendahnya intensitas tanam ini
antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan beririgasi dan kelangkaan air. Oleh
karena itu, produksi padi masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan
memperluas jaringan irigasi sehingga intensitas tanam dapat ditingkatkan.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergi pemanfaatan potensi sumberdaya dan
pasar sesuai dengan program Nasional, Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan
sebagai salah satu Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS).  Selanjutnya di
Kabupaten Tanah Datar juga sudah dikembangkan Kawasan Pertanian Organik atau
Kawasan Agribisnis Sayuran Organik (KASO) dengan kawasan inti di Kecamatan X
Koto.

Produktifitas komoditi kubis mempunyai tingkat produktivitas paling tinggi yaitu
29,36 ton/ha pada tahun 2004. Kemudian, diikuti oleh kentang, bawang daun, tomat,
bawang merah, buncis, cabe dan wortel. Komoditi sayuran paling tinggi tingkat
produktivitasnya adalah kubis, dimana pada tahun 2004 mencapai 29,36 ton/ha.
Selanjutnya diikuti kentang 12,50 ton/ha, bawang daun 9,57 ton/ha, tomat 9,54
ton/ha, bawang merah 6,02 ton/ha, buncis 4,76 ton/ha, cabe 3,73 ton/ha dan wortel
3,42 ton/ha. Selanjutnya, tingkat produktivitas  komoditi sayuran ini dapat dilihat
pada tabel 2.4.
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Tabel 2.4 Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Beberapa Komoditi
Sayuran  di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004

No Jenis Produksi Luas Tanam
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1. Cabe 1.130 4.217,34 3,73

2. Tomat 275 2.623,27 9,54

3. Kentang 56 700,00 12,50

4. Bawang Daun 590 5.648,40 9,57

5. Bawang Merah 159 957,30 6,02

6. Kubis 217 6.372,00 29,36

7. Buncis 371 1.767,30 4,76

8. Wortel 215 735,60 3,42

Jumlah 3.013 23.021,21 78,91

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, 2005

Potensi perikanan sebagai sumber pendapatan masyarakat sampai saat ini
belum termanfaatkan secara optimal. Usaha perikanan pada umumnya hanya
merupakan usaha sambilan. Luas areal yang tersedia dalam bentuk kolam, telaga,
danau dan sungai berjumlah 22.776 Ha dan yang sudah dimanfaatkan baru 7.776,4
Ha atau 34,14% dari potensi yang ada.

Komoditi perikanan utama di Kabupaten Tanah Datar ada tiga jenis ikan yaitu
Ikan Mas, Ikan Nila dan Ikan Gurami. Ikan Mas dikembangkan di Kolam Air Tenang,
Kolam Air Deras, Mina Padi, Keramba dan Jaring Apung. Jenis Ikan Nila
dikembangkan di Kolam Air Tenang dan Jaring Apung, sedangkan untuk jenis Ikan
Gurami hanya di Kolam Air Tenang. Pada tabel 2.5 terlihat produksi perikanan di
Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2000-2004.
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Tabel 2.5 Produksi  Perikanan  Menurut Kegiatan di Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2000–2004 (ton)

No Jenis Kegiatan
Tahun

2000 2001 2002 2003 2004

1. Kolam Air Tenang 778,66 907,83 924,05 834,04 1.112,55

2. Kolam Air Deras 31 36,30 43,80 61,60 52,50

3. Keramba 20,40 22,40 21,12 20,40 29,70

4. Mina Padi 59,03 60,00 66,24 147,00 201,80

5. Jaring Apung 8,70 7,40 10,90 11,85 12,80

Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, 2005

Dari tabel 2.5 di atas terlihat bahwa produksi perikanan selama tahun 2000-
2004 berfluktuasi, hal ini disebabkan karena pengaruh ketersediaan air untuk kegiatan
perikanan. Selanjutnya, perkembangan tingkat produktivitas perikanan dapat dilihat
pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Perkembangan Tingkat Produktivitas Perikanan Tahun 2000-2004
(Kg/ha)

Jenis Kegiatan 2000 2001 2002 2003 2004

I Ikan Mas
a. Kolam Air Tenang
b. Kolam Air Deras
c. Keramba
d. Mina Padi
e. Jaring Apung

415
201,30

300
180,67

350

490
453,70

350
235,20

300

496,80
207
320

230,60
430

569,00
319,46

300
568,80

450

595,80
250,00
340,40

417
485

II Ikan Nila
a. Kolam Air Tenang
b. Jaring Apung

654,40
400

770
120

780,80
300

580
400

936,30
433,30

III Ikan Gurami
Kolam Air Tenang 34,55 28,00 28,40 21,10 34,04

Sumber :  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, 2005

Berdasarkan data pada tabel 2.6 terlihat bahwa tingkat produktivitas  perikanan
di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2000-2004 mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, ini disebabkan karena sudah mulai membudayanya usaha perikanan di
masyarakat. Komoditas perikanan spesifik yang hanya ditemui di Kabupaten Tanah
Datar yaitu ikan bilih (Mystacoleucus padangensis). Ikan ini ditemui di Danau
Singkarak. Dengan kespesifikannya, komoditas ini berpeluang untuk dikembangkan
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guna meningkatkan pendapatan masyarakat di samping pemafaatan Danau Singkarak
sebagai obyek wisata.

Perternakan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat, sampai saat
ini belum terkelola secara optimal. Usaha peternakan pada umumnya merupakan
usaha sampingan yang berskala kecil dan belum merupakan usaha yang utama.

Komoditi peternakan utama di Kabupaten Tanah Datar antara lain ternak besar
(sapi, kerbau) ternak kecil (kambing, domba) dan ternak unggas (ayam, itik). Populasi
ternak kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2.7. Keragaman Populasi Ternak di Kabupaten Tanah Datar 2000-2004

No Jenis Ternak Populasi
2000 2001 2002 2003 2004

1 Sapi Potong 35.065 40.195 42.590 41.691 44.517

2 Sapi perah 53 95 108 92 97

3 Kerbau 19.410 20.089 20.642 18.499 19.271

4 Kuda 382 387 430 357 340

5 Kambing 21.486 22.238 22.822 19.744 20.174

6 Ayam buras 515.004 542.814 550.943 540.882 451.276

7 Ayam ras petelur 515.004 542.814 354.796 400.084 405.451

8 Ayam ras pedaging 153.520 171.635 295.761 210.510 219.582

9 Itik 153.520 171.635 180.859 141.323 149.384

Sumber : Tanah Datar dalam angka tahun 2005

Dari Tabel di atas terlihat populasi ternak tahun 2000-2004 mengalami fluktuasi
dan bahkan beberapa komoditi peternakan mengalami penurunan populasi. Namun
demikain terlihat bahwa populasi ternak sapi potong selama 2000-2004 mengalami
kenaikan karena kebijakan penyediaan bakalan ternak betina. Pengembangan sarana
inseminasi buatan dan kebijakan lain yang mendukung meningkatnya populasi ternak
sapi potong.

Dari gambaran perkembangan Sektor Pertanian dan sub-sub sektornya seperti
diuraikan di atas, diperoleh gambaran permasalahan yang terjadi pada pembangunan
pertanian di Kabupaten Tanah Datar, antara lai:
a. Jika dikaitkan dengan luas lahan pertanian yang ada, maka tingkat produktivitas

pertanian secara keseluruhan masih relatif rendah, dengan kata lain masih ada
kapasitas yang belum termanfaatkan secara penuh.

b. Pengembangan Sektor Pertanian belum dilaksanakan secara profesional dengan
sistem dan usaha agribisnis, sehingga keberadaannya belum mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

c. Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan Sektor Pertanian lebih banyak
dengan pendekatan sektoral saja dan hampir tidak ada yang dilaksanakan dengan
pendekatan wilayah atau perpaduannya. Akibatnya pengembangan pertanian di
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Kabupaten Tanah Datar belum terpadu/didukung dengan sektor-sektor lain yang
seharusnya mendukung.

2. Sektor Industri

Komoditi hasil industri kecil/industri rumah tangga utama di Kabupaten Tanah
Datar pada tahun 2004 terdiri dari berbagai jenis. Komoditi tersebut ada yang berupa
komoditi songket yang menghasilkan produksi sebesar 5.250 stel, komoditi sulaman
1.896 stel, sedangkan untuk komoditi bordir menghasilkan produksi sebesar 250.000
helai.

Untuk jenis komoditi makanan ringan, terutama yang merupakan olahan hasil
pertanian yang mempunyai produksi paling besar adalah kerupuk ubi sebesar 420.360
kg. Komoditi yang paling kecil produksinya untuk jenis komoditi makanan ini adalah
kacang atom yaitu sebesar 232 ton. Komoditi tilam kasur yang merupakan jenis
produksi perabotan rumah tangga dapat dihasilkan sebesar 7.000 buah. Produksi
komoditi hasil industri kecil/rumah tangga utama ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dan
tabel 2.8.

Tabel 2.8 Produksi Komoditi Olahan Hasil Pertanian Kecil/Industri Rumah
Tangga  Utama  di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004

No Komoditi Satuan Produksi
Jumlah yang

Dipasarkan ke
Luar Daerah

1 Songket Stel 5.250 1.050

2 Sulaman Stel 1.896 800

3 Bordir Helai 250.000 100.000

4 Tilam Kasur Buah 7.000 2.250

5 Dakak – dakak Kg 24.000 4.800

6 Kerupuk kulit 1/2 masak Kg 118.800 39.600

7 Kerupuk kulit masak Kg 350 32

8 Kacang Barandang Ton 224 56

9 Kopi Bubuk Ton 1.080 360

10 Kerupuk Ubi Kg 420.360 140.120

11 Kacang Atom Ton 232 58

Sumber : Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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Tabel 2.9 Produksi Komoditi Hasil Kerajinan Kecil/Industri Rumah Tangga
Utama di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004

No Komoditi Satuan Produksi
Jumlah yang

Dipasarkan ke Luar
Daerah

1 Songket Stel 5.250 1.050

2 Sulaman Stel 1.896 800

3 Bordir Helai 250.000 100.000

Sumber : Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar, 2005

Pada tahun 2004 jumlah perusahaan industri yang mempunyai izin di Kabupaten
Tanah Datar berjumlah 108 unit. Industri ini berasal dari berbagai jenis perusahaan
seperti jenis perusahaan makanan, industri kerajinan tangan dan industri perabotan
rumah tangga. Jumlah perusahaan industri yang mempunyai izin di Kabupaten Tanah
Datar pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jumlah Perusahaan Industri yang Punya Izin di Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2004

No Jenis Jumlah (unit)

1 Kue Kering 9
2 Rakik Kacang 1
3 Batiah Pulut 3
4 Minyak Kelapa 5
5 Tempe 1
6 Perabot 25
7 Kacang Atom 2
8 Kacang Barandang 1
9 Kopi Bubuk 7
10 Kerupuk Kulit 5
11 Kerupuk Merah 1
12 Kerupuk Palembang 1
13 Minuman Ringan 1
14 Gorden 1
15 Bordir 2
16 Spring Bed 1
17 Tenun Antik 10
18 Pakaian Jadi 4
19 Sulaman Indah 2
20 Sablon 2
21 Batu Bata 5
22 Keramik 1
23 Batako 2
24 Bengkel 3
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25 Apar Besi 12
26 Sangkar Burung 1

Jumlah 108

Sumber : Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar, 2005

3. Sektor Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Tanah Datar sebagian besar berupa perkebunan
rakyat. Komoditas perkebunan yang banyak diusahakan masyarakat sebagai sumber
ekonomi dan pendapatan adalah kayu manis, kopi, kelapa, karet, cengkeh, tebu,
kemiri, pinang dan enau. Komoditas yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan
berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat adalah kayu manis, kopi arabika,
kelapa dan cengkeh.

Perkebunan rakyat yang mempunyai luas paling besar adalah perkebunan kulit
manis (casiavera), disusul oleh karet, tebu, kelapa dan kopi. Secara umum selama
tahun 2000 s/d 2004 luas tanam dari masing-masing komoditi tersebut selalu
meningkat, kecuali tebu dimana luasnya mengalami penurunan yang disebabkan
karena terjadinya pengalihan komoditi yang ditanam masyarakat kepada komoditi lain
yang memberikan hasil lebih tinggi. Perkembangan luas tanam komoditi perkebunan
utama Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000-2004 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Luas Tanam  Komoditi Perkebunan Utama Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2000-2004 (hektar)

Komoditi
Tahun

2000 2001 2002 2003 2004
Karet 4.437 4.439 4.439,20 4.441,00 4.900,00
Kakao 111 120 120,00 120,00 152,00
Casiavera 5.752 5.682 5.300,00 5.235,00 5.179,00
Kopi Arabica 24 36 120,00 150,30 1.810,00
Kelapa 2.257 2.257 2.257,00 2.262,00 2.265,00
Tebu 3.837 3.426 3.128,00 3.123,00 2.948,00
Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, 2005

Sementara itu, dari sisi produksi terlihat bahwa produksi perkebunan selama tahun
2000-2004 meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel 2.12.
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Tabel 2.12 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Utama Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2000-2004 (Ton)

Komoditi
Tahun

2000 2001 2002 2003 2004

Karet 2.123 2.005 2.005,10 2.005,20 2.080,90

Kakao 8 8,12 14,80 14,90 21,90

Casiavera 2.241 1.835,50 1.429,50 1.426,00 1.490,00

Kopi Arabica 1,00 1,80 3,80 4.10 7,20

Kelapa 1.425 1.425,50 1.425,50 1.426 1.570,09

Tebu 3.375 3.773 3.320 3.325 2.995
Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Terjadinya peningkatan produksi pada komoditi tanaman karet, kopi dan kelapa dari
tahun 2000-2004 disebabkan karena :
1. Telah dilakukan pembinaan dan penyuluhan tentang teknik budidaya.
2. Penanaman bibit unggul seperti karet dan kopi arabika.
3. Telah dilakukan pemeliharaan seperti penyiangan, pemupukan dan pemberantasan

hama penyakit.

Produksi casiavera terjadi penurunan produksi karena petani kurang termotivasi
untuk memelihara casiavera, disebabkan karena fluktuasi harga (harga rendah).
Demikian pula dengan komoditi tebu, terjadi penurunan disebabkan berkurangnya
luas tanamnya.

Tabel 2.13 Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Rakyat
yang utama di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004

No Jenis Produksi Luas  (ha) Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 Karet 4.900,00 2.080,90 0,42

2 Kakao 152,30 21,90 0,14

3 Kulit Manis 5.179,00 1.490,00 0,30

4 Kopi Arabika 171,30 7,20 0,33

5 Kopi Robusta 1.622,00 543,30 0,69

6 Kelapa 2.265,00 1.570,09 1,09

7 Tebu 2.948,00 2.995,00 1,09
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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Sebagaimana diilustrasikan  pada tabel 2.13 diatas, pada tahun 2004
perkebunan kulit manis merupakan jenis komoditi yang mempunyai luas terbesar
(5.179 Ha), namun tidak diiringi oleh jumlah produksi yang tinggi (hanya 1.490,00
ton), sehingga tingkat produktivitasnya hanya sebesar 0,30 ton/ha. Hal ini juga
dialami oleh perkebunan rakyat jenis karet yang hanya mempunyai tingkat
produktivitas sebesar 0,42 ton/ha walaupun mempunyai luas yang cukup besar.

4. Sektor Kehutanan

Hutan dapat diusahakan sebagai sumber ekonomi dan pendapatan apabila
dikelola secara lestari dengan tetap menjaga plasma nutfah yang ada di dalamnya.
Untuk itu pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat
tercapai apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan
adalah pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya
(resources-based management), pengelolaan yang sentralistik serta pengelolaan
sumberdaya yang lebih berkeadilan.

Pada sub sektor kehutanan potensi sumber daya hutan di Kabupaten Tanah
Datar seluas ± 62.382,97 Ha. Berdasarkan padu serasi dan tata guna hutan
kesepakatan luasan tersebut diklasifikasikan ke dalam :

1. Hutan Konservasi seluas 22.605 Ha
2.  Hutan Lindung seluas 31. 395 Ha
3.  Hutan Produksi terbatas seluas 590,08 Ha
4.  Hutan Produksi seluas 7.792,89  Ha

62.382,97 Ha
Sumber data Dinas Kehutanan Propinsi (Rancang bangun KPHP Prov.Sumbar 2006)

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan
Kabupaten Tanah Datar, maka strategi pelaksanaan pembangunan kehutanan di
Kabupaten Tanah Datar diletakkan pada tiga dimensi keberadaan hutan yaitu:
1. Dimensi Kelestarian Lingkungan
2. Dimensi Ekonomi
3. Dimensi Sosial

Dengan konsep masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan harus dijadikan subjek
pembangunan dengan titik berat pada fungsi pengamanan hutan dan lahan melalui
kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
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Tabel 2.14 Pembangunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah
Datar (2000-2004)

No Sumber
Dana/Kegiatan

Luas Rehabilitasi
2000 2001 2002 2003 2004

1. DAK-DR

a.  Hutan Rakyat 180 Ha 65 Ha 275 Ha 40 Ha 427 Ha

b.  Kebun Bibit Nagari 3 Unit 0,5 Unit 1 Unit 0,5 Unit 1 Unit

c.  Dam Pengendali 0 0 1 Unit 0 1 Unit

2. DAK Non-DR

a.  Hutan Rakyat 0 0 250 Ha 1.472 Ha 1.000
Ha

b.  Kebun Bibit Nagari 0 0 0,5
Unit

0 0

c.  Dam Pengendali 0 0 1 Unit 3 Unit 1 Unit

d.  Sumur Resapan 0 0 0 3 Unit 0

e. Reboisasi 0 0 0 1.761 Ha 885 Ha

Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Untuk produksi kehutanan tahun 2000-2004 di Kabupaten Tanah Datar yang terutama
adalah getah pinus yang diproduksi oleh PT. INHUTANI IV dengan produksi seperti
tabel 2.15.

Tabel  2.15 Produksi Getah Pinus Kabupaten Tanah Datar (2000-2004)

No. Tahun Produksi
Getah Pinus (Kg)

1. 2000 465.232

2. 2001 644.200

3. 2002 359.609

4. 2003 282.244

5. 2004 355.370

Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan tabel 2.15 terlihat dari tahun 2001-2003 terjadi penurunan produksi
getah pinus, namun pada tahun 2004 terjadi peningkatan produksi kembali. Penurunan
produksi getah pinus ini disebabkan oleh :

a. Musim hujan sehingga getah yang dikeluarkan menjadi sedikit
b. Kurangnya tenaga kerja penyadapan.
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5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Tanah Datar mempunyai peluang yang cukup besar dalam
pengembangan pariwisata, karena Kabupaten Tanah Datar memiliki objek wisata
berbasis pada budaya dan keindahan alam serta komoditas unggulan dengan sasaran
meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berbasis pada budaya dan keindahan
alam serta komoditi unggulan dan meningkatnya kelompok kesenian tradisional yang
dapat menarik wisatawan. Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu Daerah
Tujuan Wisata (DTW) Sumatera Barat yang didukung oleh beragam objek wisata
yang potensial terutama objek wisata sejarah dan cagar budaya. Kabupaten Tanah
Datar memiliki 150 buah objek wisata yang tersebar di Kecamatan-kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Tanah Datar yang dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16 Jumlah Objek Wisata Berdasarkan Jenis Objek di Kabupaten
Tanah Datar

No Jenis Objek Wisata Satuan Jumlah

1 Obyek wisata sejarah Buah 99

2 Obyek wisata alam Buah 9

3 Obyek wisata air/bahari Buah 1

4 Obyek wisata agro Buah 1

5 Obyek wisata cagar budaya Buah 40

Jumlah 150

Sumber: Dinas Parsenibud Kabupaten Tanah Datar 2005

Di samping potensi obyek wisata, Tanah Datar juga memiliki kesenian
tradisional dan atraksi wisata lainnya, seperti :
1. Kesenian tradisional berupa Randai, saluang, tari piring, talempong, alu katentong

dan salawat dulang.
2. Atraksi wisata yang bisa dijadikan objek wisata budaya/wisata permainan anak

Nagari seperti :
 Festival Pagaruyung (sekali setahun)
 Pacu jawi di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum, Rambatan,

Pariangan dan Sungai Tarab.
 Pacu Kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukik Gombak, yang merupakan alek

Nagari.
 Adu Kerbau di Kecamatan X Koto
 Lukah Gilo, Sepak rago, dan pencak silat
 terbang layang di payo rapuih
 Pesta Danau Singkarak
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Untuk mendukung potensi daerah tersebut, telah dilakukan pembinaan dan
pengembangan usaha hotel, rumah makan serta industri pariwisata lainnya
seperti:
 Industri Tenunan Pandai Sikek di Kecamatan X Koto
 Industri Sulaman Indah di Kecamatan Sungayang
 Industri Kerajinan Pariuk Tanah Galogandang di Kecamatan Rambatan

Semua potensi tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang
Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian masyarakat.

6. Sektor Pertambangan

Beberapa jenis bahan galian yang merupakan jenis produksi pertambangan
utama yaitu batu kapur, sirtukil, dan tanah liat. Sedangkan untuk bahan galian jenis
batubara belum dieksploitasi. Perkembangan produksi dan jumlah perusahaan yang
mengusahakan masing-masing jenis bahan tambang/galian tersebut selama tahun
2000-2004 dapat dilihat pada tabel 2.17 dan tabel 2.18.

Tabel 2.17 Produksi Pertambangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004

No Uraian Produksi (M3)
1 Batukapur 2.278,80

2 Sirtukil 123.103,40

3 Tanah Urug 2.400,00

4 Tanah Liat 1.143,00

5 Batubara -

Jumlah 128.925,20

Sumber : Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pertambangan di Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2000-2004

No Jenis Tambang Yang
Diusahakan

Jumlah Perorangan/Perusahaan
Pertambangan

2000 2001 2002 2003 2004
1. Batukapur 2 4 4 3 2

2. Sirtukil 6 6 2 2 2

3. Tanah Urug 1 1 1 1 1

4. Tanah Liat 16 5 1 1 4

5. Pasir kwarsa - - - - 1

6. Batubara - 1 2 3 2

Jumlah 25 17 10 10 12

Sumber : Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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2.1.4 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Saat ini

Sumberdaya alam adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya alam yang dimiliki
Kabupaten Tanah Datar meliputi sumberdaya lahan atau tanah, sumberdaya air
berupa sungai, telaga dan danau, sumberdaya hutan, dan sumberdaya mineral.
Secara umum dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Tanah Datar mempunyai
sumberdaya alam yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan
sumberdaya alam yang terbatas tersebut diperlukan sumberdaya manusia (SDM)
yang berkualitas tinggi. Dengan SDM yang berkualitas tinggi, akan dikuasai sejumlah
teknologi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan manfaat sumberdaya lahan.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sumberdaya alam yang terbatas itu belum
memanfaatkan teknologi maju yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
alam bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena kualitas
SDM yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian juga belum memanfaatkan
SDM yang berada diperantauan.

Sebelum menjelaskan kondisi berbagai sumber daya alam tersebut, terlebih
dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai letak dan kondisi geografis Kabupaten
Tanah Datar.

1. Letak, Kondisi Geografi dan Demografi

Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah wilayah Propinsi Sumatera Barat
yang tidak memiliki akses langsung ke wilayah Propinsi lain. Dilihat dari letak
administratif, Kabupaten Tanah Datar mempunyai  batas-batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara, berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh

Kota.
 Sebelah Selatan, berbatas dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
 Sebelah Timur, berbatas dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
 Sebelah Barat, berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang

Panjang dan Kabupaten Agam.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas 1.336 Km2 atau 133.600 Ha yang
terletak pada 00o 17” – 00o 39” LS dan 100o 19” – 100o 51” BT.  Bentuk bentang alam
yang sekarang ini merupakan pencerminan dari proses alam yang bekerja dalam
pembentukan Kabupaten Tanah Datar, dimana proses pembentukan bentang alam
sangat dipengaruhi oleh jenis–jenis batuan, struktur geologi serta intensitas proses
(erosi).

Dari luas wilayah ± 1.336 km2 atau 133.600 Ha, Kabupaten Tanah Datar
dibagi ke dalam 14 Kecamatan dengan 75 Nagari yang memiliki komposisi luas lahan
sebagaimana terlihat pada tabel 2.18. Di sini tampak bahwa ada 5 kecamatan yang
tergolong luas yaitu kecamatan Lintau Buo Utara, X koto, Batipuh, Rambatan dan
Tanjung Emas (11–20 ribu ha). Ada dua kecamatan (Lintau Buo dan Lintau Buo
Utara) yang terletak pada ketinggian 200 m dpl, dan ada pula tiga Kecamatan terletak
di wilayah 1.000 m dpl (Salimpaung, Tanjung Baru dan X Koto).
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Letak wilayah kecamatan yang beragam tersebut akan menentukan jenis
tanaman yang dapat diusahakan pada wilayah tersebut. Ada tanaman yang
menghendaki ketinggian di bawah 500 m dpl, tetapi ada pula yang > 600 m dpl.
Sebagai contoh, tanaman sawit dan karet menghendaki ketinggian < 500 m dpl. Di
lain pihak, tanaman kopi menghendaki ketinggian > 500 m dpl.

Tabel 2.19 Kecamatan, luas lahan, dan ketinggian di atas permukaan laut

No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase
(%)

Ketinggian
(m.dpl)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

X Koto

Batipuh

Batipuh Selatan

Pariangan

Rambatan

Lima Kaum

Tanjung Emas

Padang Ganting

Lintau Buo

Lintau Buo Utara
Sungayang

Sungai Tarab
Salimpaung

Tanjung Baru

Tanjung Baru

15.299

14.435

8.273

7.643

12.915

5.000

11.205

8.360

6.022

20.326

6.545

7.185

5.268

5.124

11,45

10,80

6,19

5,72

9,67

3,74

8,39

6,26

4.51

15,21

4,90

5,38

3,94

3,84

700 - 1.000

500 500 - 850

501 500 - 850

500 500 - 800

600 600 - 700

450 450 - 550

450 450 - 550

450 450 - 550

200 200 - 750

201 200 - 750

450 400 - 750

450 450 - 550

750 - 1.000

750 - 1.000

JUMLAH 133.600 100,00

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2004

2. Topografi

Pada umumnya topografi di Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah
berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung yang sebagian besar
berkemiringan >15 % dengan rincian pada tabel 2.20.
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Tabel 2.20 Topografi dan Tingkat Kemiringan Kabupaten Tanah Datar

No Topografi Kemiringan Luas  (Ha) %

1. Wilayah Datar 0 – 3 % 6.160 4,61

2. Wilayah Berombak 3 – 8 % 3.567 2,67

3. Wilayah Bergelombang 8 – 15 % 44.023 32,95

4. Wilayah Berbukit > 15 % 79.850 59,77

Jumlah 133.600 100,00

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2004

Topografi adalah salah satu elemen dari bentukan alam yang menghasilkan
bentang darat permukaan bumi pada suatu wilayah.  Berdasarkan konsep
geomorfologi wilayah Kabupaten Tanah Datar mempunyai 3 (tiga) kelompok bentang
darat, yaitu :
a. Wilayah kipas vulkanik gunung api, yaitu terdapat dan menyebar di Kecamatan X

Koto, Batipuh, Batipuh Selatan, Lima Kaum, Rambatan dan Sungai Tarab.
b. Wilayah berbukit-bukit, membentang dari Kecamatan X Koto,  Sungayang, Lintau

Buo, Lintau Buo Utara dan Tanjung Emas
c. Wilayah dataran dan teras sungai, tersebar di alur aliran sungai seperti Batang

Sinamar Hilir, Batang Ombilin, Batang Selo dan sungai-sungai kecil lainnya.

Pada Tabel 2.20 tampak bahwa sebagian besar topografi Tanah Datar berada
pada kemiringan >15%. Lahan yang demikian sesungguhnya tidak layak untuk
pertanian intensif, tetapi kenyataannya pada lahan yang demikianlah masyarakat
bertani intensif, tanpa mengindahkan kaedah konservasi lahan. Oleh karena itu,
tidaklah mengherankan bila luas lahan kritis terus bertambah di Tanah Datar.

3. Iklim

Fenomena iklim suatu wilayah terutama sekali ditentukan oleh pola hujan yang
terjadi di wilayah tersebut. Hasil analisis data curah hujan di Kabupaten Tanah Datar
didapat melalui 8 stasiun pengamatan. Hasil analisis menunjukkan tingkat curah hujan
tahunan di Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yaitu berkisar antara 1.750 – 4.000
mm/th.  Adapun sebaran dari kelas curah hujan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Wilayah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/th tanpa bulan kering berada di

sekitar pinggang Gunung Merapi yang meliputi sebagian Kecamatan X Koto,
Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara.

b. Wilayah dengan curah hujan 2.500 – 3.000 mm/th dengan bulan kering (curah
hujan < 100 mm/th) rata-rata < 2 bulan.  Wilayah ini meliputi sebagian
Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Batipuh dan
Batipuh Selatan.

c. Wilayah dengan curah hujan 2.000 – 2.500 mm/th dengan bulan kering rata-rata
4 – 6 bulan berturut-turut. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Batipuh,
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Batipuh Selatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang dan bagian utara
Kecamatan Tanjung Emas.

d. Wilayah dengan curah hujan 1.750 – 2.000 mm/th meliputi bagian barat sebagian
Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto serta Rambatan.

Curah hujan akan sangat menetukan pemanfaatan sumberdaya lahan untuk
pertanian, dan akan menentukan jenis tanaman yang sesuai untuk ke empat wilayah
curah hujan tersebut. Curah hujan merupakan sumber daya alam yang dapat
dikonservasi, sehingga lebih bermanfaat. Sebaliknya, curah hujan yang besar
sekaligus juga merupakan ancaman bagi terjadinya erosi, dan menghasilkan lahan
kritis, atau merusak lingkungan hidup.

4. Sungai

Wilayah Kabupaten Tanah Datar banyak dialiri sungai yang bersumber dari
lereng Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago dan Gugusan Bukit Barisan.
Air sungai ini dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan
kegiatan lainnya. Adapun nama-nama sungai yang tersebar dalam 14 Kecamatan di
Kabupaten Tanah Datar disajikan pada tabel 2.21.

Tabel  2.21 Nama-Nama Sungai di Kabupaten Tanah Datar

No. Kecamatan Nama Sungai Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6

X Koto

Batipuh

Batipuh Selatan

Pariangan

Rambatan

Lima Kaum

a. Batang Arau
b. Batang Singgalang

a. Batang Gadis
b. Batang Timbulun

a.  Batang Sumpur

a.  Batang Sarasah
b.  Batang Bengkawas

a. Batang Bengkawas
b. Batang Ombilin

a. Batang Kiambang
b. Batang Selo
c.  Batang Malana

7.

8.

9.

Tanjung Emas

Padang Ganting

Lintau Buo

a. Batang Selo

a. Batang Selo
b. Batang Ombilin

a.Batang Tampo
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10.

11.

12.

13.

Sungayang

Sungai Tarab

Salimpaung

Tanjung Baru

b.Batang Sinamar

a.Batang Selo Tengah

a. Batang Bongkahan
b. Batang Sinandang

a.Batang Bona
b.Batang Gadang

a.Batang Baburai
b.Batang Air Koto Panjang

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Sungai merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan bagi sebesar-
besar kemakmuran masyarakat, terutama sebagai sumber air irigasi dan MCK. Di
samping itu, juga untuk perikanan dan berbagai kepentingan lainnya.  Akan tetapi,
pemanfaatan sungai di Kabupaten Tanah Datar belum optimal, karena sebagian besar
masih dibiarkan mengalir secara alamiah.

5. Danau dan Telaga

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebuah Danau Singkarak dengan luas
sekitar 6.420 Ha yang berada dalam wilayah Kecamatan Batipuh  (luas ± 1,320 Ha)
dan Rambatan (luas ± 5.100 Ha), sedangkan telaga yang ada tersebar dalam 7
(tujuh) wilayah Kecamatan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22 Luas Telaga di Kabupaten Tanah Datar

No. Kecamatan Nama Telaga Luas (Ha)

1. X Koto a. Koto Baru
b. Kayu Tanduak
c. Dewi

2,00
2,00
2,00

2.
3.

4.
5.
6.

Batipuh Selatan
Rambatan

Lima Kaum
Padang Ganting
Lintau Buo

a.   Payo Rapuih
a. Rawang
b. Landak
c. Bendang
d. Aie Janiah
e. Pulai
f. Banta

a.  Tabek Ganggam
a. Biru
a. Sianak
b. Bujua
c. Tanah Sirah
d. Bunduang

3,00
2,00
1,00
0,75
3,50
1,75
1,50

0,60
2,50
7,00
7,00
4,00
2,50
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7. Salimpaung

e. Anguih
f. Anguih I
g. Pandan
h. Rangguang
i. Patameh
j. Duo
k. Sikubung
l. Gudang
m. Basuang
n. Rawang
o. Batu
p. Tabek Panjang
q. Mangkudu
a.   Pakis
b.   Aie Taganang

2,50
3,50
5,50
1,75
3,50
1,25
1,50
1,00
2,50
3,00
3,50
1,25
2,00
2,13
2,00

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Danau dan telaga juga merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan
bagi kesejahteraan masyarakat.  Danau Singkarak sejak lama telah berperan sebagai
penghasil ikan, tetapi belum ada sentuhan teknologi yang mendatangkan nilai
tambah. Danau Singkarak juga berpotensi sebagai objek wisata, namun hingga kini
belum ada kemasan wisata danau yang berarti.

Demikian juga telaga, sejak zaman dahulu telah berperan besar sebagai
sumber air irigasi bagi persawahan di sekitarnya. Akan tetapi, belakangan ini banyak
telaga yang sudah kering, sehingga banyak sawah sekitar yang tidak berfungsi. Salah
satu penyebabnya adalah tidak adanya konservasi di bagian hulu telaga. Di samping
itu juga akibat penanaman pinus di bagian hulu telaga. Sebagaimana diketahui, pinus
adalah tanaman yang evergreen, berdaun kecil-kecil, sehingga permukaan daunnya
menjadi sangat luas per satuan berat, dan menguapkan air luar biasa besar. Pinus
mempunyai kemampuan menyerap air yang tidak dapat diserap oleh tanaman lain,
karena pada akar pinus terdapat mikoriza yang membantu penyerapan air. Oleh
karena itu, pinus menyerap air dan menguapkan air dalam jumlah besar. Salah satu
akibatnya adalah keringnya telaga di sekitar hutan pinus.

6. Jenis Tanah

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Data Pokok
Pembangunan Daerah (1997), jenis tanah di wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri
atas Latosol (Oxisol), Podzolik Coklat dan Podzolik Merah Kuning (Ultisol), Aluvial
(Inseptisol), dan Andosol (Andisol) dengan bahan induk diantaranya batuan beku,
aluvial pegunungan patahan, batuan endapan, batuan metamor dan tuf vulkanis.

Tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi pembangunan,
terutama pembangunan pertanian. Tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia
karena dari tanah dihasilkan bahan makanan, dari tanah dihasilkan bahan pakaian
dan papan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Pengelolaan tanah yang tidak
tepat akan berakibat terancamnya sumber kehidupan manusia, terutama sumber
pangan.  Oleh karena itu, tanah atau lahan haruslah dikelola dengan tepat.
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Jenis tanah yang terdapat di Tanah Datar seperti yang telah dijelaskan, yang
relative lebih subur hanya Andisol (tanah pergunungan), sedangkan yang lain
termasuk tanah yang miskin, terutama jenis Podzolik Merah Kuning (Ultisol). Oleh
karenanya, untuk mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya alam tersebut,
tanah harus dikelola dengan baik dan benar.

7. Pola Penggunaan Lahan

Pada dasarnya, aktivitas penduduk secara langsung ikut mempengaruhi
lingkungan sekitarnya melalui kegiatan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu setiap
penggunaan lahan memiliki faktor pembatas ilmiah yang meliputi kelerengan lahan,
besar kecilnya curah hujan, kepekaan jenis tanah terhadap erosi dan lain sebagainya
yang apabila melewati ambang batas dapat menganggu fungsi lingkungan berkorelasi
dengan mata pencaharian utama penduduk yang dominan pada sektor pertanian,
maka luas penggunaan lahan seperti pada tabel 2.23.

Tabel 2.23 Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanah Datar

No Jenis penggunaan lahan Luas (ha) Persentase
(%)

1 Sawah 23.174,00 17.35
2 Perkampungan 8.498,00 6.35
3 Perkebunan 16.833,50 12.60
4 Pertanian Lahan Kering 18.245,13 13.66
5 Kebun Campuran 5.190,00 3.88
6 Tanah Tandus 6.944,87 5.20
7 Rawa/Danau 6.420,00 4.81
8 Kolam Ikan 863,50 0.65
9 Hutan 47.440,00 35.51

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2004

Berdasarkan peta penggunaan tanah, peta sebaran perkebunan, dan statistik
Kabupaten, diketahui proporsi kawasan hutan dan kawasan budidaya Kabupaten
Tanah Datar seperti pada Tabel 2.24



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

35

Tabel 2.24 Pembagian wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan
Kawasan Hutan dan Budidaya

No. KAWASAN LUAS
(Ha)

WILAYAH

I. KAWASAN LINDUNG DALAM
KAWASAN HUTAN
1.Hutan Lindung

2.Hutan Suaka Alam dan Wisata
(PPA).

31.526

18.359

13.167

X Koto,  Lintau Buo,
Lintau Buo Utara
Batipuh, Batipuh Selatan,
Lintau Buo, Lintau Buo
Utara, Sungai Tarab,      X
Koto, Salimpaung dan
Pariangan.

II. KAWASAN LINDUNG DI LUAR
KAWASAN HUTAN 12.610

III. KAWASAN BUDIDAYA
1.Hutan Produksi

2.Kebun Campuran
3.Persawahan
4.Padang Alang-alang
5.Perairan

74.528,8
10.408,0

22.023,5
28.910,0
5.903.8
7.283,5

Lintau Buo, Lintau Buo
Utara, Padang Ganting,
Tj. Emas
Semua Kecamatan
Semua Kecamatan
Semua Kecamatan
Semua Kecamatan

IV. LAIN-LAIN PENGGUNAAN 14.935,2 Semua Kecamatan

JUMLAH 133.600
Sumber : Data Statistik Kehutanan Propinsi Sumatera Barat (2000)

Data kawasan hutan dan budidaya pada Tabel 2.24 dapat disederhanakan
seperti pada Tabel 2.25 Di sini terlihat bahwa kawasan hutan hanya sekitar 44%,
sedangkan kawasan budidaya sudah mencapai 56%, dan sekitar 10% di antaranya
sudah merupakan lahan kritis.

Tabel 2.25 Luas Kawasan Budidaya dan Hutan di Kab. Tanah Datar

No. KAWASAN HUTAN LUAS (Ha) %

1.
2.
3.
4.

Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
Cagar Alam
Hutan di luar kawasan hutan

74.528,80
44.136,00

211,00
14.724,20

55,8
33,0
0,2

11,0

Jumlah 133.600,00 100,0
Sumber : Data Statistik Kehutanan Propinsi Sumatera Barat  2000
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Kabupaten Tanah Datar dengan luas 133.600 Ha mempunyai lahan kritis
seluas 13.056 Ha (9,8%) yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dalam
Kabupaten Tanah Datar, terutama di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Rambatan
dan X Koto (di Daerah Tangkapan Air Singkarak seluas 10.728 Ha). Lahan kritis yang
sudah mencapai 10% dari luas Kabupaten Tanah Datar dan merupakan daerah
tangkapan air danau Singkarak, merupakan masalah besar bagi lingkungan hidup.

8. Sumberdaya Kehutanan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang terbarukan dan merupakan unsur
lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu,
kondisi sumberdaya hutan di Kabupaten Tanah Datar saat ini akan dikemukan lebih
rinci. Hutan dapat diusahakan sebagai sumber ekonomi dan pendapatan apabila
dikelola secara lestari dengan tetap menjaga plasma nutfah yang ada di dalamnya.
Berdasarkan padu serasi dan tata guna hutan kesepakatan luasan tersebut
diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok yaitu:

1.  Hutan Konservasi seluas 21.084 Ha
2. Hutan Lindung seluas 4.778 Ha
3.  Hutan Produksi terbatas seluas 9.507 Ha
4.  Hutan Produksi seluas 10.362 Ha

Jumlah Seluas 45.731 Ha

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai
apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah
pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya
(resources-based management), pengelolaan yang sentralistik menuju pengelolaan
sumber daya yang lebih berkeadilan. Potensi sumber daya hutan di Kabupaten Tanah
Datar seluas ± 45.731 Ha.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan
Kabupaten Tanah Datar, maka strategi pelaksanaan pembangunan kehutanan di
Kabupaten Tanah Datar diletakkan pada tiga dimensi keberadaan hutan yaitu:
1. Dimensi Kelestarian Lingkungan
2.  Dimensi Ekonomi
3.  Dimensi Sosial

Dengan konsep, masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan harus
dijadikan subjek pembangunan dengan titik berat pada fungsi pengamanan hutan dan
lahan melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Selama 5 tahun (2000-2004)
telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 6.355 ha (Tabel 2.26)
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Tabel  2.26 Pembangunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2000-2004

No Sumber
Dana/Kegiatan

Luas Rehabilitasi

2000 2001 2002 2003 2004

1. DAK-DR
a.  Hutan Rakyat 180 Ha 65 Ha 275 Ha 40 Ha 427 Ha
b.  Kebun Bibit

Nagari
3 Unit 0,5 Unit 1 Unit 0,5 Unit 1 Unit

c.  Dam Pengendali 0 0 1 Unit 0 1 Unit
2. DAK Non-DR

a.  Hutan Rakyat 0 0 250 Ha 1.472 Ha 1.000 Ha
b.  Kebun Bibit

Nagari
0 0 0,5 Unit 0 0

c.  Dam Pengendali 0 0 1 Unit 3 Unit 1 Unit
d.  Sumur Resapan 0 0 0 3 Unit 0
e.  Reboisasi 0 0 0 1.761 Ha 885 Ha
Total 5 thn (6.355

ha)
180 65 525 3.273 2.312

Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Produksi utama kehutanan tahun 2000-2004 di Kabupaten Tanah Datar adalah
getah pinus yang diproduksi oleh PT. INHUTANI IV. Volume produksi getah pinus
selama 5 tahun (2000-2004) tercatat sebanyak (Tabel 2.27)

Tabel  2.27 Produksi Getah Pinus Kabupaten Tanah Datar (2000-2004)

No Tahun Produksi
Getah Pinus (Kg)

1. 2000 465.232

2. 2001 644.200

3. 2002 359.609

4. 2003 282.244

5. 2004 355.370
Sumber:  Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas terlihat dari tahun 2001-2003 terjadi
penurunan produksi getah pinus, namun pada tahun 2004 terjadi peningkatan
produksi kembali. Penurunan produksi getah pinus ini disebabkan oleh :
a. Musim hujan sehingga getah yang dikeluarkan menjadi sedikit
b. Kurangnya tenaga kerja penyadapan
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9. Sumberdaya Mineral

Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Tanah Datar cukup memadai dan
tersebar hampir di seluruh wilayah Tanah Datar, diantaranya: Belerang,
Batugamping, kristilian, Granit, Trass, Sirtukil, Andesit, Clay, Dolomit, Tembaga,
Timah Hitam, Basalt, Minyak Bumi, Batu Kapur, Biji Besi, Pasir Kwarsa, Tanah Urug,
Ball Clay, Bon Blay, Slate, Zeolit Suiseki dan Batu Setengah Permata. Dari potensi
yang ada dapat digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar potensi
tersebut belum dimanfaatkan. Akan tetapi,dalam pemanfaatan potensi sumberdaya
mineral diharapkan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadinya
kerusakan dan pencemaran lingkungan.

B. Tantangan

1. Sumber daya lahan dengan kemiringan >15% mendominasi wilayah Kabupaten
Tanah Datar (60%), mempunyai keterbatasan untuk usaha pertanian intensif.
Sekarang lahan dengan kemiringan>15% telah digunakan oleh masyarakat untuk
pertanian intensif tanpa menerapkan teknologi konservasi  dan berpeluang besar
dalam menambah lahan kritis setiap tahun.

2. Proyeksi permasalahan sumberdaya alam ke depan yang akan dihadapi dalam
pembangunan di kabupaten Tanah Datar adalah dengan makin meningkatnya
populasi penduduk, sehingga tekanan penduduk dan rasio manusia dengan lahan
makin meningkat. Hal ini akan meningkatkan pula intensitas tekanan terhadap
penggunaan lahan-lahan miring yang tanpa diiringi dengan tindakan konservasi tanah
dan air. Hal ini akan mengancam pula terhadap keberadaan hutan  nagari, hutan
lindung/hutan konservasi untuk dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya pertanian.

3. Kawasan budidaya pertanian dengan kemiringan >15 %, umumnya mempunyai jenis
tanah yang rentan terhadap erosi dan degradasi yang fenomenal serta fakta
dilapangan ditandai dengan makin meluasnya kawasan lahan kritis (10% dari luasan
wilayah) yang tersebar disemua kecamatan dan terbesar dijumpai pada kecamatan
Batipuh, Batipuh Selatan, dan Rambatan. Hal ini bukan saja menyebabkan
menurunnya produktivitas lahan dan tata air, tetapi juga meningkatkan sedimentasi
sungai serta kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu keberlanjutan
pembangunan.

4. Sumberdaya alam berupa iklim yang meliputi curah hujan, angin dan radiasi matahari
belum dimanfaatkan secara optimal; hujan belum ditampung dalam bentuk waduk
atau telaga; angin belum dimanfaatkan untuk membangkit tenaga listrik; radiasi
matahari juga belum dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik yang dapat
membantu bergeraknya industri di pedesaan.

5. Sumberdaya iklim dalam suatu kawasan DAS akan mempengaruhi sistem tata air.
Besarnya produksi air selain tergantung pada besarnya curah hujan juga akan
ditentukan oleh karakteristik dan kondisi biofisik DAS. Dalam banyak kasus di
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kabupaten Tanah Datar, produksi air dalam suatu  ekosistem DAS telah mengalami
gangguan yang bersifat antropogenik. Hal ini terkait dengan perubahan fungsi lahan
dan hutan dari yang bersifat meresapkan air ke dalam tanah menjadi kurang/tidak
meresapkan air. Perubahan penggunaan lahan tersebut dipicu oleh tekanan penduduk
dan kemiskinan.

6. Perubahan iklim, berupa pemanasan global, telah berpengaruh langsung pada daur
air dan efisiensi penggunaan air melalui peningkatan laju evapotranspirasi pada suhu
lebih tinggi, atau defisit tekanan uap air lebih besar. Perubahan pola curah hujan
global juga berakibat langsung pada ketersediaan sumberdaya air pada wilayah
Kabupaten Tanah Datar.

7. Sumberdaya alam berupa sungai dan telaga juga belum dimanfaatkan secara optimal,
baik sebagai sumber air irigasi, maupun sebagai usaha perikanan atau pembangkit
listrik mikro, danau Singkarak memang telah dimanfatkan untuk pembangkit listrik
dan perikanan, tetapi belum dimanfaatkan sebagai objek wisata yang bermilai tambah
tinggi, sedangkan untuk perikanan belum tersentuh teknologi yang akan
mendatangkan nilai tambah.

8. Sumberdaya hutan, mengahadapi tantangan serius terhadap kerusakan akibat
deforestasi, alih fungsi hutan, penebangan liar, dan kurangnya pemahaman
masyarakat sekitar kawasan hutan akan fungsi hutan sebagai salah satu unsur
lingkungan hidup dalam rangka mengatur tata air, aliran permukaan, penyerap CO2,
sumber biodiversity dan ilmu pengetahuan untuk plasma nutfah dan obat-obataan.
Akibat kekurangan lahan untuk usaha pertanian, menyebakan kawasan hutan menjadi
sasaran masyarakat. Kawasan hutan pinus yang menyebabkan berkurangnya mata air
bagi telaga dan sungai juga merupakan tantangan.

9. Laju penurunan kawasan hutan (deforestasi) disebabkan alih  fungsi atau perubahan
peruntukan dari kawasan hutan menjadi non hutan juga mencemaskan. Indonesia
masuk 10 besar penyumbang emisi gas rumah kaca, dimana kontribusi sektor
kehutanan mencapai 85 persen. Oleh karena itu keberadaan hutan yang ada
sekarang mutlak dipertahankan untuk penyerapan karbon dioksida, penyerapan
air/konservasi air  dan mempertahankan kekayaan biodiversity. Hutan nagari dan
situ/waduk-waduk yang ada perlu direvitaslisasi, sehingga konservasi air untuk
kebutuhan masyarakat dan pertanian terjaga.

10. Semberdaya mineral yang telah dimanfaatkan masih terbatas pada pasir urug,
sedangkan yang lain hampir belum dimanfaatkan. Penambangan pasir urug yang
tidak dikelola dengan baik berpotensi untuk merusak lingkungan hidup.

11. Potensi sumberdaya mineral yang dimiliki belum terukur depositnya, karena belum
ada pemetaan deposit dari jenis mineral yang dimiliki. Pemetaan sumber daya mineral
melalui kajian yang akurat sangat diperlukan, sehingga kabupaten ini mempunyai
potret tentang sumberdaya mineral yang akan terkait dengan minat investor dalam
pengelolaan dan pemanfaatannya.
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12. Tanah Datar juga memiliki sumberdaya panas bumi (geothermal) seperti di
Pariangan, Padang Ganting, X Koto, tetapi belum dimanfaatkan sebagai sumber
energi.

C. Potensi

Kabupaten Tanah Datar mempunyai sumberdaya alam yang terbatas, tetapi masih
berpotensi besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, bila dikelola
dengan menerapkan teknologi maju yang berwawasan lingkungan.

1. Sumber daya lahan dengan kemiringan <15% seluas 53.750 ha (40%) masih
berpotensi untuk dikembangkan bagi usaha pertanian intensif dengan penerapan
teknologi maju yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, peningkatan
produktivitas lahan menjadi prioritas. Di sisi lain, sumberdaya lahan dengan
kemiringan > 15% seluas 79.850 ha (60%) juga berpotensi untuk dikembangkan
menjadi usaha perkebunan permanen dengan pola Kawasan Industri Masyarakat
Perkebunan (KIMBUN) dan hutan wisata, sehingga lingkungan hidup tetap
terpelihara. Topografi yang berbukit dan bergunung mempunyai nilai wisata yang
luar biasa bila dikelola dengan terencana dan tepat. Untuk merancang KIMBUN di
Kabupaten Tanah Datar pada wilayah yang bertopografi miring perlu
dipertimbangkan aspek teknis agronomis, sosial ekonomi dan kelembagaan serta
pemasaran. Di samping itu, potensi agroindustri juga cukup besar apabila disertai
dengan penelitian dan pengembangan serta kajian aspek ekologis/lingkungan yang
disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan.

2. Sumberdaya alam berupa iklim yang meliputi curah hujan, angin dan radiasi
matahari yang belum dimanfaatkan secara optimal juga mempunyai potensi besar
untuk dikembangkan. Curah hujan yang berkisar antara 1.750 – 4.000 mm/th
merupakan sumber air yang dapat dikelola melalui waduk dan telaga, sehingga
menjadi sumber air irigasi baik untuk pertanian, maupun untuk perikanan.

3. Peranan iklim sangat penting dan menentukan, baik dalam skala makro seperti
penetapan zona agroekologi maupun pada skala mikro dalam penetapan waktu
tanam dan ketersediaan air di suatu wilayah. Dengan menggunakan data iklim dan
menganalisisnya menjadi suatu informasi iklim, diharapkan dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, baik skala tanaman maupun
hamparan, sehingga bila terjadi anomali atau variabilitas iklim sebagai akibat
perubahan iklim global, diharapkan dapat diadaptasi sehingga tidak akan
mengganggu produksi bahan pangan secara drastis di wilayah kabupaten Tanah
Datar.

4. Sumberdaya angin dan radiasi matahari juga berpotensi besar untuk dimanfaatkan
sebagai sumber energi listrik, sehingga menjamin pasokan listrik bagi
pengembangan berbagai usaha produktif.
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5. Sumberdaya alam berupa sungai dan telaga yang terdapat hampir di seluruh
kecamatan mempunyai potensi besar bila dikelola dengan sentuhan teknologi.
Sungai dapat dibendung untuk menjadi sumber air irigasi usaha pertanian dan
perikanan, dan untuk pembangkit listrik  mikro. Dengan sentuhan teknologi, telaga
yang ada juga berpotensi sebagai sumber air irigasi untuk pertanian dan
perikanan. Dengan sentuhan teknologi, danau Singkarak, di samping untuk
pembangkit listrik, masih berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha perikanan
yang bernilai tambah tinggi, dan sebagai objek wisata yang bernilai jual tinggi.

6. Sumberdaya hutan, dengan luas 45.731 Ha, atau 34 % dari luas wilayah
Kabupaten Tanah Datar berpotensi besar dalam memelihara keseimbangan
lingkungan hidup yang sehat, bila dikelola dengan baik. Namun selama lebih dari
tiga puluh tahun sektor kehutanan yang menopang pembangunan ekonomi yang
dikelola dengan sistem pengusahaan yang keliru, telah terjadi degradasi dan
deforestasi yang cukup mengkhawatirkan.

7. Dalam mengembangkan potensi sumberdaya hutan ke depan rencana pengelolaan
hutan di Kabupaten Tanah Datar harus memegang prinsip untuk meningkatkan
kontribusi hutan bagi kesejahteraan (sosial, ekonomi, politik dan budaya)
masyarakat. Hal itu dapat ditempuh melalui berbagai ragam hasil hutan secara
luas, tidak hanya hasil kayu, tetapi berbagai hasil hutan lainnya, termasuk non
kayu dan jasa hutan/lingkungan seperti tata air, kesejukan, biodiversity, rekreasi,
serapan CO2 dan pencegahan erosi. Semua kegiatan tersebut haruslah melibatkan
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Potensi sumberdaya mineral yang meliputi Belerang, Batugamping, Kristilian,
Granit, Trass, Sirtukil, Andesit, Clay, Dolomit, Tembaga, Timah Hitam, Basalt,
Minyak Bumi, Batu Kapur, Biji Besi, Pasir Kwarsa, Tanah Urug, Ball Clay, Bon Blay,
Slate, Zeolit Suiseki dan Batu Setengah Permata, dapat dikelola dengan teknologi
maju sebagai bahan baku industri, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat.

9. Sumberdaya panas bumi (geothermal) yang ada di Pariangan, Padang Ganting, X
Koto, berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber energi.

2.1.5 SUMBERDAYA MANUSIA

A. Kondisi Saat Ini

1. Pendidikan adalah salah satu pilar penting untuk mengukur Indek Pembangunan
Manusia (IPM). IPM Kabupaten Tanah Datar periode 1999-2005 untuk indikator
kesehatan, pendidikan dan ekonomi terus meningkat yaitu 66,1 pada tahun
1999 menjadi 70,9 pada tahun 2004. IPM Tanah Datar pada tahun 2004
berasal dari umur harapan hidup (68,7 tahun), melek huruf (96,1%), rata-rata
lama bersekolah (7,6 tahun), dan rata-rata pengeluaran perkapita Rp.
614.200,-. IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada peringkat teratas dari 13
Kabupaten se-Propinsi Sumatera Barat dan peringkat enam dari 19
Kabupaten/Kota se-Propinsi Sumatera Barat di bawah IPM Kota Padang, Padang
Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kota Solok dan peringkat
112 dari 440 Kabupaten/Kota se Indonesia.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

42

2. Kondisi umum Pendidikan Formal di Kabupaten Tanah Datar dapat dikemukakan
sebagai berikut.

a. Daya Tampung Pendidikan
Gambaran tentang daya tampung pendidikan di Kabupaten Tanah Datar
dapat terlihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28. Perkembangan Jumlah Satuan Pendidikan pada Pendidikan
Formal di Kabupaten Tanah Datar Tahun  2000-2004.

Satuan Pendidikan Satuan Tahun
2000 2001 2002 2003 2004

1. Taman Kanak-kanak / RA Unit 160 161 161 163 165

2. Sekolah Dasar/MI Unit 381 381 353 319 308

3. SMP/MTs Unit 81 81 84 85 87

4. SMA/MA Unit 25 25 36 36 40

5. SMK Unit 6 6 6 7 7

6. Perguruan Tinggi Unit 5 5 5 5 5

Jumlah Unit 658 659 645 615 612

Sumber: Dinas Diknaker Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 2.28 terlihat bahwa jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah
dasar/MI) menurun dari 381 unit pada tahun 2000 menjadi 308 unit pada tahun 2004.
Ini disebabkan kebijakan pemerintah tentang regrouping pada beberapa SD sesuai
prinsip efisiensi pengelolaan pendidikan. Secara umum daya tampung pendidikan
pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Datar tidak menjadi permasalahan
karena dilihat dari perbandingan jumlah satuan pendidikan dan ruang kelas yang
tersedia  dengan anak usia 7–12 tahun sudah cukup memadai. Sedangkan pada
jenjang SLTP/SLTA jumlah satuan pendidikan dan jumlah ruang kelas yang tersedia
belum memadai untuk menampung anak usia 13-18 tahun, terutama untuk Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK).

b. Keadaan Pendidikan Berdasarkan Indikator Akses, Relevansi dan Efisiensi

Gambaran kondisi umum pendidikan formal di Kabupaten Tanah Datar tahun 2000-
2004 berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan masalah akses, relevansi
dan efisiensi dapat terlihat pada tabel 2.29 berikut.
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Tabel 2.29 Perkembangan Beberapa Indikator Pendidikan Tahun 2000-
2004

No. Uraian Satuan
Tahun

200
0

200
1

2002 2003 2004

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tingkat Pelayanan Anak Usia

Dini
% 15,0 17,0 18,0 20,0 21,7

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/ Paket A % 81,53 81,53 81,80 102,00 100,95
SLTP/MTs/ Paket B % 74,89 73,04 74,89 78,25 74,33
SLTA/MA/ Paket C % 48,17 48,17 48,47 51,41 48,68

3. Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/ Paket A % 70,01 70,01 70,01 89,63 89,47
SLTP/MTs/ Paket B % 54,41 57,07 54,41 70,18 55,46
SLTA/MA/ Paket C % 37,61 37,61 37,61 37,15 37,44

4. Ratio guru dengan murid
SD/MI ratio 1: 19 1: 19 1: 18 1: 18 1: 17
SLTP/MTs ratio 1: 11 1:11 1:9 1:9 1:9
SLTA/MA ratio 1:11 1: 11 1: 11 1: 9 1: 7

5. Persentase siswa putus sekolah
SD/MI % 0,27 0,27 0,42 0,46 0,41
SLTP/MTs / paket B % 1,34 1,30 1,47 1,43 0,40
SLTA/MA/ paket C % 1,54 1,54 1,60 1,60 1,60

6. Persentase siswa melanjutkan ke
SLTP/MTs % 91,22 91,22 97,00 98,27 98,63
SLTA/MA % 56,38 63,38 74,33 77,63 72,44

7. Perolehan rata-rata hasil UAN/UAS
SD/MI Nilai 6,16 6,17 6,06 6,11 6,18
SLTP/MTs Nilai 5,17 5,17 5,33 5,01 6,02
SLTA/MA Nilai 5,34 5,34 4,79 5,25 5,11

8. Persentase lulusan SMK yang
diterima/terserap di dunia
kerja

% 14,08 16,17 19,20 19,00 52,8

9. Persentase lulusan SMA
yang diterima di Perguruan
Tinggi Negeri

% 2,00 3,06 10,56 15,48 21,03

10 Ratio Jumlah Buku dengan
jumlah murid

Ratio 1 : 10 1 : 9 1 : 7 1 : 7 1 : 6

11 Tingkat buta huruf % 0,78 0,73 0,70 0,67 0,63
12. Tingkat kelayakan guru mengajar

SD/MI % 69,94 69,94 83,73 83,75 83,88
SLTP/MTs % 52,51 52,51 73,92 75,42 75,73
SLTA/MA % 64,90 64,97 65,00 65,00 68,12

13. Tingkat kelulusan
SD/MI % 94,00 98,75 99,80 97,16 97,67
SLTP/MTs % 91,12 97,57 99,63 99,68 97,54
SLTA/MA % 92,54 95,50 96,27 95,87 98,07

14. Rerata siswa/sekolah
SD/MI Rerata 119 119 125 140 141.00
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No. Uraian Satuan
Tahun

200
0

200
1

2002 2003 2004

1 2 3 4 5 6 7 8
SLTP/MTs Rerata 236 236 211 196 191.00
SLTA/MA Rerata 287 287 253 211 222.00

15. Rerata siswa/kelas
SD/MI Rerata 20 20 21 22 22.00
SLTP/MTs Rerata 31 31 30 28 28.00
SLTA/MA Rerata 34 34 28 29 27.00

16. Rasio kelas/ruang kelas
SD/MI % 1.00 1.00 0.97 0.90 0.99
SLTP/MTs % 0.90 0.90 0.79 0.76 0.76
SLTA/MA % 0.95 0.95 1.07 0.45 0.45

Sumber: Dinas Diknaker Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan tabel 2.28 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Angka partisipasi sekolah yang tergambar dalam APK dan APM berfluktuasi dan
cenderung kurang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama pada
jenjang pendidikan SLTP/MTS dan SLTA/MA.

2) Rasio guru dengan murid sudah sesuai menurut Standar Pelayanan Minimal,
namun distribusi guru antar nagari dan kecamatan belum merata.

3) Persentase siswa putus sekolah, untuk jenjang pendidikan  SMA/MA/SMK tergolong
tinggi karena berada di atas angka 1 (satu) persen.

4) Persentase siswa melanjutkan ke SMP/MTS dan ke SMA/MA naik dari tahun ke
tahun.

5) Rata-rata hasil Ujian Akhir Nasioanl (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS)
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hasil UAN dan UAS ini untuk jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK malah belum memuaskan karena hasil UAN dan UAS secara ideal
adalah 6,00 (enam, nol).

6) Persentase lulusan SMK yang diterima/terserap di dunia kerja saat ini sekitar
52,08 %. Jika  mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi ini
cukup memuaskan, karena dari lulusan SMK ditargetkan sebesar 80% yang
diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya. Namun bila ditinjau dari aspek
keberadaan SMK tersebut sebagai lembaga (satuan) pendidikan formal yang
diutamakan untuk menyiapkan anak didiknya  menjadi tenaga kerja tingkat
menengah yang siap pakai, kondisi ini sebenarnya masih jauh dari yang
diharapkan.

7) Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi yang terakreditasi,
pada tahun 2004 sebesar 21,03 %. Kondisi ini masih belum memuaskan karena
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 25 % dari lulusan SMA/MA
diharapkan  melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
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8) Rasio Jumlah buku paket dengan jumlah murid secara umum untuk semua jenjang
pendidikan  pada tahun 2004 rata-rata masih 1 : 6. Kondisi ini masih jauh dari
yang diharapkan yaitu 1 : 1.

9) Tingkat buta huruf cenderung menurun dari tahun ke tahun.

10) Tingkat Kelayakan Guru Mengajar pada semua jenjang pendidikan masih rendah,
untuk SD/MI 83,88 %, SLTP/MTS 75,73 % dan SLTA/MA 68,12 %.

11) Tingkat kelulusan pada semua jenjang sekolah dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan meskipun belum mencapai 100%.

12) Rata-rata siswa per sekolah, rata-rata siswa per kelas  dan rasio kelas dengan
ruang kelas menunjukkan mendekati angka ideal sebagai prasyarat
berlangsungnya proses pembelajaran yang bermutu.

3. Kondisi  umum Pendidikan Non Formal di Kabupaten Tanah Datar dapat dikemukakan
sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kondisi tingkat pelayanan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Tanah Datar saat
ini baru mencapai 21,7% dari anak usia 0-6 tahun. Hal ini disebabkan jumlah
lembaga PAUD yang ada belum sebanding dengan jumlah anak usia 0–6 tahun.

b. Pendidikan Non Formal Lainnya
Pendidikan non formal diperuntukkan bagi anak-anak dan orang dewasa yang
tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui jenjang
pendidikan formal. Kondisi umum penyelenggaraan pendidikan non formal dapat
dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Jumlah Kelompok Belajar Pendidikan Non Formal di Kabupaten
Tanah Datar

No. Jenis Fasilitas Satuan
Tahun

2001 2002 2003 2004

A. Kelompok Belajar untuk
Orang Dewasa

1 Pendidikan Keaksaraan
Fungsional (KF)

Kelompok 14 9 10 13

2 Beasiswa Magang Orang 4 12 4 5

3 Kelompok Belajar Usaha Kelompok 15 11 4 4

B. Kelompok Belajar
Kesetaraan

1 Paket A setara SD Kelompok 3 2 5 3

2 Paket B setara SLTP Kelompok 19 13 20 22

3 Paket C setara SMA Kelompok - - 2 2

Sumber: Dinas Diknaker Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

46

Berdasarkan tabel 2.30 terlihat bahwa kelompok belajar yang ada masih sangat minim
jumlahnya dan perkembangannya juga kurang memuaskan.

4. Kondisi umum pada sektor kesehatan saat ini menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana belum memadai serta mutu pelayanan kesehatan belum memuaskan.
Sejumlah indikator kondisi umum sektor kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Tahun 2000-2004

Uraian Satuan Tahun
2000 2001 2002 2003 2004

1. Umur
harapan
hidup

Tahun 65 67 65,47 67 67

2. Angka
kematian bayi

Per 1000
kelahiran

hidup

12,59 13,32 12,08 15,59 18,28

3. Angka
kematian ibu
melahirkan

Per
100.000

melahirkan

83 138 130,5 158 108,6

Sumber: Dinas Dinkessos Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Dari tabel 2.31 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Umur harapan hidup menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Angka ini relatif
sama dengan angka harapan hidup Propinsi Sumatera Barat.

b. Angka kematian bayi menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun. Angka ini masih
di bawah angka Propinsi.

c. Angka kematian ibu melahirkan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara rata-rata
angka ini masih di bawah angka Propinsi.

Berdasarkan ketiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan
kesehatan di Tanah Datar sudah menunjukkan perbaikan walaupun masih ada
beberapa capaian yang belum memenuhi harapan. Peningkatan derajat kesehatan
sangat erat kaitannya dengan banyak faktor di luar kesehatan; seperti pendidikan,
sosial budaya dan lingkungan. Beberapa indikator seperti Umur Harapan Hidup
semakin membaik dimana pada tahun 2005 sebesar 68,4 tahun   diprediksi pada
tahun 2025 bisa mencapai 73,5 tahun. Angka kematian Ibu (AKI) mengalami fluktuasi
sejak tahun 2000–2005. Pada tahun 2005 AKI Kabupaten Tanah Datar  telah
mencapai  110 /100.000 kelahiran hidup. Target secara Nasional 110/100.000
kelahiran hidup pada tahun 2010, sedangkan target MDG”s pada tahun 2015 sebesar
102/100.000 kelahiran  hidup turun naiknya angka kematian ibu ini disebabkan oleh
banyak faktor baik langsung maupun tidak langsung; seperti pendarahan pada saat
melahirkan, pelayanan kesehatan yang terlambat, kelalaian petugas yang menolong
dll.
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Selanjutnya sektor kesehatan juga dapat dilihat pada perkembangan ketersediaan
fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga medis/paramedis, seperti terlihat pada
Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, dan Tenaga
Kesehatan Tahun 2000-2004

Jenis Fasilitas Tahun
2000 2001 2002 2003 2004

A. Fasilitas Kesehatan

1.   Rumah Sakit 1 1 1 1 1

2. Puskesmas Rawat Inap 7 7 7 7 7

3. Puskesmas 20 20 20 20 20

4. Puskesmas Pembantu 64 64 64 64 64

5. Puskesmas Keliling 20 20 20 20 20

6. Rumah Bersalin - 4 4 4 4

7. Posyandu 614 614 538 538 579

8. Praktek Dokter/Gigi 25 30 48 57 43

9. Praktek Bidan 70 78 78 90 108

10. Balai Pengobatan Swasta 1 1 1 1 1

B.  Tenaga Kesehatan

1.    Dokter Spesialis 5 5 5 5 5

2.    Dokter Umum 20 20 25 30 43

3.    Bidan 201 214 223 240 272

4.    Perawat 69 76 80 141 150

Sumber: Dinas Dinkessos Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Berdasarkan Tabel 2.30 dapat dilihat bahwa bangunan fisik fasilitas kesehatan sudah
memadai namun prasarana kesehatan dan tenaga medis/paramedis perlu
ditingkatkan.

5. Sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar
selama tahun 2000-2004 antara lain Infeksi pernafasan akut, penyakit lain pada
saluran pernafasan atas, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, infeksi
penyakit usus, penyakit darah tinggi, penyakit kulit infeksi, bronkhitis, asma, diare
dan penyakit kulit elergi.

6. Persoalan utama ketenagakerjaan adalah semakin meningkatnya penawaran dari
angkatan kerja dan sebaliknya terbatasnya kesempatan kerja. Tingkat partisipasi
angkatan kerja Sumatera Barat mengalami peningkatan yang sangat tajam baik laki-
laki maupun perempuan. Jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 2000 sebesar
1,07 juta meningkat menjadi 1,77 tahun 2005. Sementara angkatan kerja wanita
meningkat dari tahun 2000 sebanyak 796,3 ribu menjadi 1,2 juta. Sejalan dengan hal
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tersebut, pasar kerja semakin fleksibel. Di samping itu, sekalipun mutu tenaga kerja
semakin membaik bila dilihat dari latar belakang pendidikan, 42% pendidikan
angkatan kerja tamat SD ke bawah.

7. Produk pendidikan perlu mengutamakan pencapaian keterampilan kerja yang terkait
dengan usaha pengolahan industri berbasis pertanian, pariwisata dan jasa pendidikan.
Hal ini sesuai dengan fokus pembangunan Tanah Datar. Fleksibilitas program latihan
kerja sangat diperlukan mengingat kekurangan keterampilan, wawasan, dan
emosional sampai kepada spiritual angkatan kerja. Fleksibilitas dari training harus
perlu mengakomodasi keperluan daya saing.

8. Lapangan kerja untuk wanita serta produktivitas kerja perlu diupayakan
peningkatannya mengingat semakin banyaknya jumlah pencari kerja dari kaum
wanita. Dimana ditemukan 48,4% tahun 2005 tingkat partisipasi angkatan kerja
wanita. Segala akses yang dapat  mempermudah pekerja wanita meningkatkan peran
ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun tenaga kerja (wanita karir) adalah
salah satu kebijakan sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan.

9. Masih adanya tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak.

10. Belum optimalnya pembinaan pemuda dan olah raga, dikarenakan masih kurangnya
sarana dan prasarana dibidang pemuda dan olah raga.

B. Tantangan

1. Berdasarkan data kondisi saat ini dalam bidang  sumber daya manusia khususnya
pada sektor pendidikan baik pada jalur formal, non formal dan informal ditemukan
sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Berbagi tantangan yang
dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SLTP menghambat upaya program

penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun karena angka
partisipasi cenderung menurun. Penurunan angka partisipasi ini diduga
disebabkan oleh beberapa faktor : (1) pengetahuan sebahagian
masyarakat/orang tua murid tentang pentingnya pendidikan masih kurang, (2)
kemauan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan rendah, (3) kemampuan
ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang, dan (4) banyak anak-
anak warga Kabupaten Tanah Datar yang melanjutkan pendidikan ke sekolah-
sekolah di Kabupaten/kota lainnya.

b. Permasalahan kualitas pendidikan di Tanah Datar adalah pencapaian kualitas hasil
pendidikan antar sekolah dan lokasi belum merata.  Faktor-faktor yang diduga
sebagai penyebabnya adalah : (1) rasio guru murid dan distribusi guru antar
nagari dan kecamatan belum proporsional, (2) rata-rata hasil UAN siswa
berfluktuasi dan rendah, (3) persentase lulusan SMA/MA yang diterima di
Perguruan Tinggi terakreditasi masih rendah, (4) persentase lulusan SMK yang
diterima/terserap di dunia kerja saat ini belum sesuai dengan harapan, (5) tingkat
kelayakan guru mengajar masih rendah, (6) sarana dan prasarana pendidikan
belum memadai, dan (7) rasio jumlah buku dengan jumlah murid belum
memuaskan. Ketujuh faktor tersebut perlu dicarikan solusinya.
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c. Percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan pada berbagai jalur,
jenjang dan jenis pendidikan dapat terkendala oleh faktor geografis dan
demografis seperti daerah tertinggal, terpencil, dan keluarga rumah tangga
miskin. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mengatasi pelayanan
pendidikan pada daerah dan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat untuk
mendukung pendidikan diperlukan pada masa yang akan datang.

d. Manajemen pendidikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola
yang demokratis, transparan dan akuntabel.

e. Belum adanya Sekolah yang berstandar Nasional dan Internasional baik ditingkat
SD, SLTP dan SLTA.

f. Belum adanya Perguruan tinggi yang dapat menampung Tamatan Sekolah
Menengah untuk mempelajari Budaya Alam Minang Kabau.

g. Belum adanya Politeknik yang mampu menampung Tamatan Sekolah menengah
Kejuruan.

h. Masih belum optimalnya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi berstandar
nasional dan Internasional.

i. Belum maksimalnya Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa terutama akhlak dan
Budi Pekerti menyikapi perkembangan teknologi dan globalisasi.

2. Tantangan utama pelayanan kesehatan dasar adalah bagaimana meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain dari itu masih
ditemukan wilayah yang relatif sulit untuk dijangkau dalam setiap bentuk pelayanan
yang diberikan.

3. Saat ini muncul kecendrungan semakin tingginya jumlah dari pasien yang baik tingkat
ekonominya untuk berobat ke luar daerah, khususnya Bukittinggi, Padang, Jakarta,
atau ke Malaysia dan Singapura. Faktor utama adalah masih belum jelasnya fokus
pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah-
daerah. Sistem pelayanan kesehatan dasar perlu ditingkatkan lagi eksistensi dan
pemanfaatannya. Sementara pelayanan rumah sakit perlu terspesialisasi pada
masing-masing spesialisasi (Stroke, Ginjal, Jantung, Ortopedi, Paru, Psikotropika dll),
sehingga persoalan mutu pelayanan dijadikan sebagai tantangan untuk diperbaiki
pada masa yang akan datang untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang handal
dalam jangka panjang. Selain dari perubahan lingkungan global tidak kecil
tantangannya terhadap aspek kesehatan masyarakat.

4. Tantangan utama pelayanan kesehatan lanjutan pada rumah sakit adalah belum
lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga spesialis, sehingga muncul
kecendrungan semakin tingginya jumlah dari pasien yang baik tingkat ekonominya
untuk berobat ke luar daerah, khususnya Bukittinggi, Padang, Jakarta, atau ke
Malaysia dan Singapura. Sistem pelayanan kesehatan dasar perlu ditingkatkan lagi
eksistensi dan pemanfaatannya. Sementara pelayanan rumah sakit perlu
terspesialisasi pada masing-masing spesialisasi (Stroke, Ginjal, Jantung, Ortopedi,
Paru, Psikotropika dll), sehingga persoalan mutu pelayanan dijadikan sebagai
tantangan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang untuk menjadikan
pelayanan kesehatan yang handal dalam jangka panjang. Selain dari perubahan
lingkungan global tidak kecil tantangannya terhadap aspek kesehatan masyarakat.
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5. Pengaruh  global dan budaya asing berdampak terhadap tindak kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

6. Belum meratanya sarana dan prasarana di setiap cabang olah raga baik olah raga
prestasi maupun olah raga rekreasi.

7. Banyaknya kerawanan sosial yang melanda generasi muda akibat dari semakin
derasnya pengaruh informasi, teknologi dan budaya asing yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai lokal yang ada.

C. Potensi

1. Berdasarkan kondisi saat ini, di samping tantangan, Kabupaten Tanah Datar juga
mempunyai potensi yang perlu dikembangkan sebagai berikut.

a. IPM Kabupaten Tanah Datar yang ditunjukkan oleh indikator kesehatan, pendidikan
dan ekonomi, selama periode 1999-2004, secara konsisten terus menerus
memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai
modal dalam pembangunan sumber daya manusia.

b. Masyarakat Tanah Datar secara historis termasuk daerah yang lebih awal
memperoleh pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pengembangan budaya dan sumber daya manusia di Propinsi Sumatera Barat,
sebagai contoh : tradisi pendidikan surau, munculnya sekolah-sekolah agama
tradisional dan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di
Batusangkar. Kondisi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam
mengembangkan pendidikan yang berkualitas di masa mendatang.

c. Kenaikan persentase siswa yang melanjutkan ke SMP/MTS dan ke SMA/MA dari
tahun ke tahun, rasio guru dengan murid sudah sesuai menurut SPM. Rata-rata
siswa per sekolah, rata-rata siswa per kelas  dan rasio kelas dengan ruang kelas
juga telah mendekati angka ideal. Kondisi ini merupakan  indikator dan prasyarat
berlangsungnya proses pembelajaran yang berkualitas. Hal ini merupakan modal
yang sangat berharga bagi Kabupaten Tanah Datar dalam membangun dan
meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menuju masyarakat  Tanah Datar
yang maju, adil dan sejahtera pada kurun waktu 20 tahun mendatang.

2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, serta semakin
meningkatnya kehidupan sosial ekonomi, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan
kesehatan dasar dan kesehatan yang lebih spesifik. Sehingga pada masa yang akan
datang potensi pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit dapat membendung arus
permintaan pelayanan kesehatan spesifik ke luar Tanah Datar atau luar Sumatera
Barat. Selain dari itu berkembangnya pendidikan kesehatan dapat menjadi potensi
tersedianya sistem dan tenaga pelayanan kesehatan.

3. Tingginya permintaan tenaga kerja pada kawasan Sumatera Bagian Timur, dan
berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan tingginya
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kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terampil. Saat bersamaan,
masyarakat Sumatera Barat relatif memiliki jiwa wirausaha, khususnya pada sektor
perdagangan dan jasa. Demikian juga, semakin tingginya pendidikan wanita
menyebabkan semakin banyaknya tersedia wanita yang lebih terampil, dan
merupakan potensi untuk meningkatkan eksistensi dan pengembangan ekonomi.

4. Sistem kekerabatan matrilinial yang berasaskan kepada garis keturunan ibu, maka
kaum perempuan harus mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan
martabatnya, termasuk anak yang dibawah bimbingan dan asuhan ibunya.

5. Telah berfungsinya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlidungan Perempuan Dan
Anak) yang bertujuan memberikan perlundungan dan penyelesaian permasalah-
permasalahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

6. Tingginya minat masyarakat untuk berolah raga sehingga prestasi dibidang olah raga
yang telah diraih cukup membanggakan terbukti banyaknya para atlit yang berasal
dari daerah Tanah Datar yang dimanfaatkan oleh daerah lain dan dapat
mengharumkan nama daerah baik tingkat propinsi maupun nasional.

7. Berkembangnya  organisasi-organisasi kepemudaan ditingkat nagari hal ini
menyebabkan tingginya kreativitas pemuda dalam mencapai kualitas pemuda yang
dapat menghadapi dinamika persaingan global.

2.1.6 SARANA DAN PRASARANA

A. Kondisi Saat Ini

Kunci kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan
prasarananya. Sarana dan prasarana merupakan roda penggerak pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, sarana
perumahan dan permukiman antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan
murah serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat menentukan
kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa. Pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis
wilayah semakin perlu diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur
transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah serta ketersediaan
pengairan merupakan prasyarat suksesnya pembangunan pertanian dan sektor-sektor
lainnya.

Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi,
energi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan dan
permukiman, penyehatan lingkungan dan air bersih saat ini mengalami penurunan
baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan keterbatasan dana pembangunan
di mana untuk pembangunan infrastruktur baru diperlukan dana yang tidak sedikit.
Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang jelas disesuaikan dengan potensi serta
kemampuan yang ada sehingga pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal
pada masa yang akan datang.
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1. Transportasi

Tujuan pengembangan transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa
transportasi secara efisien, berkualitas, aman sehingga dapat memberikan
pelayanan dan manfaat bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan jaringan
antar wilayah.

a. Prasarana Jalan dan Jembatan

Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan merupakan
wahana yang sangat penting dalam menghubungkan Kota dan daerah-daerah
tertinggal, menghubungkan ke sentra-sentra produksi, pasar, objek wisata dan
kawasan pendidikan, disamping  untuk memenuhi kebutuhan mobilitas manusia
juga melancarkan arus barang dan jasa.

Kondisi prasarana jalan Kabupaten di Tanah Datar sampai tahun 2004,
umumnya masih kurang. Dari total panjang jalan 1029,6 km yang terdiri dari 366
ruas, kondisi jalan yang baik mencapai 321,25 KM (31.20%), sedang kondisi jalan
rusak berat 273,15 Km (26,50%), kondisi rusak 280,90 Km (27,30%) dan kondisi
sedang 154,30 Km (15%). Sementara jalan Negara yang berada di kawasan
Tanah Datar sepanjang 19 Km dan  jalan propinsi sepanjang 156 Km berada
dalam kondisi fisiknya yang cukup baik. Namun dilihat dari segi status kelayakan
untuk fungsi ekonomi sangat diperlukan sekali pelebaran. Untuk jalan negara
sepanjang 19 Km mulai dari batas Padang Pariaman sampai dengan Padang
Panjang dan batas dengan Agam arah ke Bukittinggi perlu dijadikan jalan dua
jalur sebab jalan tersebut sekarang sudah macet dan tidak seimbang lagi dengan
jumlah dan jenis kendaraan yang melewati rute tersebut. Khusus untuk jalan
Propinsi dari Baso ke Batusangkar, dari Batipuh ke Batusangkar, dari Ombilin ke
Batusangkar, dari Sawahlunto ke Simpang Guguak Cino dan dari Sitangkai ke
batas Halaban Lima Puluh Kota perlu diperlebar, sehingga akses ekonomi
Batusangkar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar akan
lebih terbuka. Penanganan jalan Kabupaten sampai tahun 2005 yang telah diaspal
sepanjang 564,600 Km yang terdiri dari hotmix 341,100 Km dan lapen 223,500
Km, yang belum diaspal sepanjang 465,000 Km yang terdiri dari betton 70,052
Km dan kerikil 119,850 Km sedangkan sisanya 275,098 Km masih jalan tanah.
Panjang jembatan di Kabupaten Tanah Datar 1.980,4 m yang sebagian besar
dalam kondisi baik.

Tabel 2.33 Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2004

No Jenis Jalan Panjang
km

Kondisi Jalan (%)

Baik Sedang Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1. Jalan Negara
(kelas III A)

19 19 - - -

2. Jalan Propinsi
(kelas III B)

156,20 156 - - -

3. Jalan Kab. 1029,6 321,25 154,30 280,90 273,15

4. Jembatan 1.980,4 1.080,4 - 900 -

Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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Tabel 2.34 Penanganan Jalan Kabupaten di Tanah Datar

No Tahun
Panjang (Km)

TotalAspal Beton Kerikil TanahHotmix Lapen
1. 2000 96.520 305.890 28.900 159.480 438.450 1.029.600

2. 2001 167.320 296.100 28.900 149.630 387.650 1.029.600

3. 2002 218.070 308.250 28.900 121.130 353.250 1.029.600

4. 2003 252.120 290.650 28.900 114.830 343.100 1.029.600

5. 2004 302.450 252.500 69.052 119.600 285.998 1.029.600

6. 2005 341.100 223.500 70.052 119.850 275.098 1.029.600

Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Topografi daerah Kabupaten Tanah Datar yang bergelombang dan
bergunung yang menyebabkan daerah ini rawan longsor dan bencana alam,
disamping itu posisi Kabupaten Tanah Datar terletak pada posisi strategis berada
ditengah-tengah wilayah Propinsi Sumatera Barat, memerlukan konsep
pengembangan transportasi dan kerjasama antar wilayah serta pengembangan
perbatasan.

b. Sarana Transportasi.

Di samping perhubungan yang baik, jenis dan kualifikasi angkutan serta
sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran arus
orang, barang dan jasa.

Tabel 2.35 Jumlah angkutan umum dan penumpang yang masuk dan
keluar terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar

No Tahun

Masuk Keluar

Kendaraan
(Buah)

Penumpang
(Orang)

Kendaraan
(Buah)

Penumpang
(orang)

Antar
Kota

Antar
Prop.

Antar
Kota

Antar
Prop.

Antar
Kota

Antar
Prop.

Antar
Kota

Antar
Prop.

1. 2000 31.254 4.358 281.286 39.222 31.254 5.758 310.254 57.580

2. 2001 30.124 5.689 271.116 51.201 30.124 6.624 301.124 66.240

3. 2002 29.635 5.893 266.175 53.037 29.635 6.075 296.635 60.750

4. 2003 20.950 3.532 188.550 31.788 20.950 4.772 209.500 47.720

5. 2004 21.600 3.420 194.400 30.780 21.600 4.261 216.231 42.610

Sumber: Kantor Perhubungan  Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
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Jumlah angkutan umum yang masuk dan keluar terminal di Kabupaten
Tanah Datar merupakan salah satu barometer peningkatan income masyarakat di
Kabupaten Tanah Datar. Jumlah angkutan umum dan penumpang yang masuk
dan keluar terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar tahun 2000-2004 seperti
terlihap pada tabel 2.35 diatas.

Dari tabel 2.35 terlihat bahwa terjadi penurunan kendaraan masuk dan
keluar terminal Piliang antar kota  dari tahun 2000 sebesar 31.254 buah menjadi
21.600 buah pada tahun 2004, sedangkan untuk kendaraan antar propinsi terjadi
fluktuasi kendaraan yang masuk maupun keluar terminal. Hal ini disebabkan
karena adanya alternatif angkutan umum seperti travel baik antar Kota maupun
antar Propinsi.

Demikian juga halnya dengan jumlah penumpang. Yang cukup menarik
adalah jumlah penumpang yang keluar terminal lebih besar dari yang masuk. Ini
menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menetap atau merantau keluar
daerah. Sementara itu, jumlah Angkutan Umum dan Penumpang yang Masuk dan
Keluar terminal Jati Batusangkar Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2000-2004
dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36 Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Masuk dan Keluar
terminal Jati Batusangkar Kab. Tanah Datar.

No Tahun
Masuk Keluar

Kendaraan
(Buah)

Penumpang
(Org)

Kendaraan
(buah)

Penumpang
(Org)

1. 2000 28.800 259.200 28.800 316.800

2. 2001 26.600 239.400 26.600 292.600

3. 2002 16.000 154.000 16.000 176.000

4. 2003 11.200 100.800 11.200 123.200

5. 2004 15.000 135.000 15.000 165.000

Sumber: Kantor Perhubungan  Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Tabel 2.36 menggambarkan bahwa terjadi penurunan jumlah kendaraan
yang masuk dan keluar terminal Jati dari tahun 2000 sebesar 28.800 buah menjadi
11.200 buah pada tahun 2003, sedangkan tahun 2004 menjadi 15.000 buah.
Demikian juga halnya dengan jumlah penumpang yang masuk terminal pada tahun
2000 sebesar 259.200 orang menurun menjadi 100.800 orang pada tahun 2003
dan meningkat menjadi 135.000 orang tahun 2004. Hal ini disebabkan karena
adanya alternatif angkutan kendaraan yang cukup marak pada saat ini yaitu
angkutan ojek. Sementara, penumpang yang ke luar terminal pada tahun 2000
sebesar 316.800 orang menurun menjadi 123.200 orang pada tahun 2003 dan
meningkat menjadi 165.000 orang tahun 2004.
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Topografi daerah yang bergelombang dan lahan terbatas, membutuhkan
perencanaan jasa perhubungan untuk kelancaran arus transportasi antara lain
pemasangan rambu-rambu, ketersediaan lahan parkir dan terminal yang
representatif.

2. Sumber Daya Air

a. Irigasi

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat areal persawahan seluas 28.910 Ha.
Yang tersebar pada 14 Kecamatan, sedangkan yang berpengairan adalah seluas
17.470 Ha.

Jumlah irigasi Pemerintah sebanyak 136, hanya 3 daerah irigasi (2%)
diantaranya yang melayani areal di atas 500 Ha, 24 Daerah Irigasi (18%) yang
melayani areal 150-500 Ha, sedangkan 100 Daerah irigasi (80%) melayani di
bawah 150 Ha.

Dari 133 buah Daerah Irigasi di bawah 500 Ha, hanya 76 DI (57%) yang
telah diserahkan melalui program PIK, sementara 57 DI (43%) lainnya belum
diserahkan pengelolaannya kepada P3A dan Pengelola lainnya karena masih
memerlukan perbaikan kondisi fisik jaringannya.

Kondisi fisik jaringan pada umumnya rawan terhadap kerusakan disebabkan
oleh kondisi topografinya yang bergelombang sementara itu kemampuan petani
untuk melakukan pemeliharaan irigasi relatif kecil.

Tabel 2.37 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Tanah Datar

No Uraian
Tahun

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Baik 267 289 319 374 428 455

2. Rusak Ringan 662 650 633 604 575 560

3. Rusak Berat 564 554 541 515 490 478

Jumlah 1493 1493 1493 1493 1493 1493

Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar Daerah Irigasi dalam
kondisi rusak. Sampai dengan tahun 2005 kondisi Daerah Irigasi rusak berat
mencapai 32 %, rusak ringan 37,50% dan kondisi baik 30,50%.

b. Air Bersih

Ketersedian air bersih tidak dapat dikesampingkan dalam menciptakan
lingkungan sehat dan bersih. Penyediaan air bersih dapat melalui sistem
perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air bersih dapat diperoleh melalui PDAM
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atau swadaya masyarakat misalnya dengan sumur gali, sumur bor dan sumber
mata air lainnya.

Pemakaian air bersih di Kabupaten Tanah Datar sebagian besar telah
melayani penduduk di pusat kota batusangkar dan di 14 Kecamatan kecuali
Kecamatan Batipuh, Pariangan dan Tanjung Baru, X koto . Cakupan pelayanan air
bersih sampai tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar baru mencapai 21% dari
total kebutuhan masyarakat. Sementara, air bersih yang dikelola oleh PDAM
sampai tahun 2004, PDAM telah melayani 12.312 pelanggan dengan pemakaian
4.577.531 M3.

Tabel 2.38 Perkembangan Produksi dan Pemakaian Air Bersih di
Kabupaten Tanah Datar

Uraian

Tahun
Pertum
-buhan2001 2002 2003 2004 2005

Pelanggan 11.332 11.593 11.921 12.312 12.117 0.016

Pemakaian

(M3)

3.014.306 3.783.083 4.161.393 4.577.531 4.897.958 0.129

Sumber: PDAM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Jumlah di atas terdistribusi kepada pemakaian yang bersifat non niaga,
niaga/industri dan sosial khusus dan umum. Pemakaian non niaga adalah
pemakaian di rumah tangga dan instansi pemerintah, rata-rata kelompok ini
yang mendominasi pemakaian air.

Tabel 2.39 Jenis Pemakaian Air di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis
Pemakaian

Pemakaian (M3)
Tahun

2001 2002 2003 2004 2005
Rumah Tangga 2.470.889 3.101.071 3.411.179 3.752.296 4.014.957

Sosial Khusus

dan Umum

167.190 209.831 230.814 253.895 271.668

Niaga/Industri 158.017 198.318 218.150 239.965 256.762

Intansi

Pemerintah

218.210 273.863 301.250 331.375 354.571

Jumlah 3,014,306 3,783,083 3,693,933 4,577,531 4,897,958
Sumber: PDAM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Sejalan dengan bertambahnya jumlah dan kualitas kehidupan masyarakat,
kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, industri dan pertanian juga
semakin meningkat.
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Sumber air baku untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanah Datar
dirasakan masih kurang. Ada beberapa sumber air baku untuk air bersih yang
dikelola oleh PDAM Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Sumber Air Baku di Kabupaten Tanah Datar

No PDAM Sumber
Kapasitas (L/dt) Jumlah

Terjual
(M3)

Debit
(L/D)

Produksi
(M3)

1. Batusangkar a. Kiambang 78.00 202.176 105.915

b. Sitakuak 15.00 38.880 17.256

c. Saruni 38.00 98.496 19.831

2. Sungayang a. Minang 10.00 25.920 6.162

b. Baburai 5.00 12.960 6.671

3. Padang Ganting a. Saruni 5.00 12.960 7.163

4. Simawang/

Ombilin

a. Pincuran

Gadang

2.50 6.480 1.619

b. Jambu Aie 5.00 12.960 1.065

c. Kubang

Cacang

5.00 12.960 0

5. Malalo a. Muaro Ambius 5.00 12.960 2.964

b. Kubang

Cacang

5.00 12.960 0.187

c. Tanjung

Sawah

2.50 6.480 1.015

6. Rambatan a.

Tamangguang

5.00 12.960 4.944

b. Kiambang 5.00 12.960 0.570

7. Lintau Buo a. Air Tabik I 20.00 51.840 0

b. Air Tabik II 20.00 51.480 21.100

c. Barbar 5.00 12.960 0

8. Lima Kaum a. Surau Gadang 2.50 6.480 1.860

b. Tabek Tinggi 2.50 6.480 0

c. Sitakuak 5.00 12.960 8.499

d. Kiambang 10.00 9.002 13.954

9. Jaho a. Pincuran

Bungo

5.00 12.960 4.369

b. Sei. Maruok 15.00 38.880 4.369
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10. Koto Hiling a. Sei. Jambu 5.00 12.960 2.348

b. Sitakuak 2.50 6.480 0

11. Salimpaung a. Gunuang

Kaciak

2.58 6.687 3.480

b. Pincuran

Dalimo

2.50 6.480 2.015

Jumlah 700.247 231.970

Sumber: PDAM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005

Pelayanan air bersih ke masyarakat baru mencapai 12.312 sambungan rumah (SR)
sedangkan jumlah rumah yang belum terlayani sekitar 53.000 dari jumlah rumah
yang ada. Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan air bersih di Kabupaten
Tanah Datar :

1. Kecamatan Pariangan
2. Kecamatan Batipuh, yaitu Baruah dan Gunung Rajo
3. Kecamatan Tanjung Baru
4. Kecamatan X Koto kecuali 1 Nagari yaitu Jaho
5. Kecamatan Sungai Tarab kecuali Jorong Koto Hiliang dan Jorong Sitakuak.

3. Pos dan Telekomunikasi

Pembangunan Pos dan Telekomunikasi harus dikembangkan karena menjadi
wahana yang tepat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi dan data
secara jelas lancar, cepat, baik antar daerah, nasional maupun internasional untuk
mendukung mobilitas informasi dan kegiatan pembangunan daerah. Di samping itu,
Pos dan Telokomunikasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis
dalam semua aspek pembangunan, aspek pemersatu bangsa dan menghilangkan
pemisah antar kota dengan daerah terpencil.

Di Kabupaten Tanah Datar, pelayanan dan pengiriman melalui pos wesel dan
tabanas terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan dan
perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dan e-mail.

Sementara peningkatan di bidang telekomunikasi terus meningkat, hal ini dapat
dilihat dari jumlah pelanggan telepon yang terus meningkat dan telah dibangunnya 4
menara pemancar telepon seluler.

Tabel 2.41 Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Tanah Datar

No Tahun Kapasitas Jumlah
Pelanggan Telepon

1. 2000 4960 2.961
2. 2001 5000 3.943
3. 2002 8000 4.962
4. 2003 8000 5.656

Sumber: Kantor Telkom Batusangkar Tahun 2005
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Dari jumlah pelanggan telepon tersebut, sampai tahun 2005 masih banyak
Nagari dan Jorong yang belum dapat dilayani oleh  jaringan telepon tersebut.

4. Energi Listrik

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi yang sangat penting untuk
dapat menunjang aktivitas manusia di bidang perekonomian daerah. Sumber listrik di
Kabupaten Tanah Datar berasal dari 4 (empat) buah sumber, yaitu  :
1. PLTU Ombilin
2. PLTA Singkarak
3. PLTA Batang Agam
4. PLTA Koto Panjang

Untuk pelayanan listrik di Kabupaten Tanah Datar dikelola oleh PLN dengan
panjang jaringan 209.000 Km dengan travo sebanyak 162 buah dan daya terpasang
+ 13.200 KVA. Jaringan listrik Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 2005 melayani
hampir 99% wilayah Kabupaten Tanah Datar.

5. Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk menciptakan
kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam mendapatkan perumahan dan
permukiman yang layak huni dengan harga terjangkau dan memenuhi persyaratan
minimal. Persyaratan minimal keamanan bangunan terhadap bencana alam seperti
gempa sangat ditekankan mengingat Kabupaten Tanah Datar dilalui oleh sumber
gempa yaitu patahan Sumatera.

Di samping pembangunan fisik, pembangunan perumahan dan permukiman
diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bersih serta aman. Keamanan
lingkungan perlu diperhatikan terutama dalam pemilihan lokasi pemukiman untuk
menghindari dari bencana seperti tanah longsor dan banjir.

Perkembangan pembangunan di sektor perumahan dan permukiman cukup
baik, ditandai dengan maraknya pembangunan oleh developer, sampai tahun 2005
telah terbangun 750 unit perumahan oleh developer.

B. Tantangan

1. Kondisi wilayah Tanah Datar yang rawan bencana alam seperti gempa bumi,
banjir bandang/galodo dan longsor mengakibatkan rentannya kerusakan terhadap
infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan air bersih).

2. Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi

3. Topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, menyebabkan wilayah-
wilayah yang berada di atas ketinggian mengalami kekurangan/kesulitan untuk
mendapat sumber air, sehingga masih banyak terdapat daerah yang rawan air
bersih.

4. Belum optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Sampai tahun 2004, jaringan
irigasi yang dibangun di Kabupaten Tanah Datar berpotensi melayani 12.951 Ha
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sawah atau 40 % dari total kebutuhan pertanian. Belum berfungsinya jaringan
irigasi sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian tersebut, disebabkan antara
lain, belum lengkapnya prasarana jaringan irigasi, rawan bencana alam,
kurangnya sumber air dan masih banyak jaringan irigasi yang rusak. Selain
penurunan kendala jaringan irigasi luas sawah produktif beririgasi juga makin
menurun karena alih fungsi lahan terutama untuk perumahan.

5. Lemahnya Koordinasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Dengan telah
diterbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, peran
masyarakat, pemerintah daerah dan swasta semakin diperlukan dalam rangka
memperluas dan memperkokoh basis sumber daya. Meskipun prinsip-prinsip
dasar  mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air, namun masih diperlukan menerbitkan beberapa
produk peraturan perundang-undangan sebagai acuan operasional.

6. Masih ada beberapa Kecamatan yang belum mendapat layanan telepon.

7. Meskipun pelayanan listrik di Kabupaten Tanah Datar telah melayani hampir 99%
dari total jorong, namun masih ada tiga jorong yang belum dialiri arus listrik
yaitu: Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas, Jorong Pamusian dan
Jorong Mawar Kecamatan Lintau Buo Utara. Di samping itu, masih ada jorong
yang memerlukan pengembangan jaringan listrik untuk melayani kebutuhan
pelanggan seperti: rumah tangga, industri kecil, sosial dan lampu jalan.

8. Kebutuhan kuantitas  rumah dengan lingkungan yang sehat akan meningkat
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Di samping kuantitas yang
meningkat, perlu diperhatikan juga keamanannya terhadap bencana yang ada
mengingat Tanah Datar termasuk wilayah rawan bencana terutama gempabumi.
Pengalaman gempa sebelumnya dapat dijadikan pelajaran pentingnya rumah
yang aman bencana.

9. Meningkatnya luas kawasan kumuh, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan
keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan
perbaikan lingkungan, sampai tahun 2004 masih terdapat 3 Ha luas kawasan
kumuh di Kabupaten Tanah Datar.

10. Belum berfungsinya IPLT yang dibangun dan menurunnya layanan  sistem
pembuangan  air limbah.

11. Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat jumlah sampah yang meningkat
karena manajemen TPA belum berfungsi. Sistem pengelolaan TPA di Kabupaten
Tanah Datar masih secara open damping belum menggunakan sanitary land  fill
atau control land fill.

12. Belum berfungsinya drainase di ruas jalan-jalan tertentu sehingga terjadi
genangan air.

13. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi

14. Terbatasnya akses terhadap air bersih

15. Lemahnya kepastian, kepemilikan dan penguasaan tanah
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16. Banyak bangunan rumah yang sudah dibangun tidak memenuhi persyaratan
minimal bagunan aman gempa.

C. Potensi

1. Kondisi topografi dengan perbedaan tinggi yang signifikan, memungkinkan
pemanfaatan energi sumberdaya air untuk mengatasi kekurangan pasokan energi
listrik.

2. Kondisi topografi dengan kondisi  perbedaan tinggi yang signifikan ini juga
memungkinkan pemanfaatan wilayah pertanian yang luas yang dapat terjangkau
oleh saluran irigasi.

3. Potensi bahan tambang dan energi bumi memungkinkan sabagai sumber energi
listrik.

4. Adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengaturan sumberdaya air
memungkinkan pemanfaatan secara maksimal potensi air yang ada.

5. Tersedianya teknologi yang mampu memberi solusi terhadap beberapa persoalan
dalam bidang infrastruktur seperti energi terbarukan, teknologi bangunan aman
gempa, teknologi informasi dan komunikasi.

6. Sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikan yang terus meningkat, mampu
menghadapi persoalan yang ada dalam bidang infrastruktur.

2.1.7 TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Kondisi Saat Ini

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mencakup (1) pola
pemanfaatan ruang, (2) proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang,
(3) hasil perencanaan tata ruang, (4) wilayah, dan (5) kawasan (kawasan lindung,
budidaya, perdesaan, perkantoran, kawasan perkembangan tertentu). Penataan
Ruang Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk mengatur, menata dan
mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku serta memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah dalam menunjang
pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Kondisi pembangunan tata ruang saat ini adalah sebagai berikut :
1. Pola penggunaan lahan terdistribusi atas : sawah (17,35 %), perkampungan (6,35

%), perkebunan (12,60 %), pertanian lahan kering (13,66 %), kebun campuran
(3,88 %), tanah tandus (5,20 %), rawa/danau (4,81 %), kolam ikan (0,65 %) dan
hutan 35,51 %).

2. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar sudah ada tapi
belum diperdakan.

3. Pemerintah telah mempedomani Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tanah
Datar dalam pemanfaatan ruang.
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4. Secara umum masyarakat belum memahami Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten
Tanah Datar

5. Perubahan paradigma pembangunan akan secara nyata mempengaruhi hasil
perencanaan yang dihasilkan termasuk dalam penyusunan rencana tata ruang.
Penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
telah memperlihatkan perubahan yang pesat, hal ini ditandai dengan terjadinya
pemekaran kecamatan berjumlah 14 Kecamatan dan terjadinya pergeseran
penggunaan lahan terutama kawasan budidaya.

6. Secara umum gambaran kondisi penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar
menunjukkan telah mulai terpolanya perencanaan sesuai kebutuhan. Hal ini
ditunjukkan dengan telah terkosentrasinya pusat-pusat kegiatan, seperti pusat
pemerintahan di Pagaruyung, pusat pendidikan dan olahraga di Bukit Gombak, serta
pertanian organik di Koto Baru Kecamatan X Koto.

7. Dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun di Kabupaten Tanah Datar
sampai tahun 2004 sebagai berikut :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar disusun tahun
1990 dan telah mengalami Revisi tahun 2003-2013.

b. Rencana Kota Ibu Kota Kecamatan (Renko IKK) pada 8 Kecamatan sedangkan 3
Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Ganting, Sungai Tarab, Lima Kaum dan 3
Kecamatan  baru direncanakan akan disusun.

c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) pada kawasan Piliang dan Bukit Gombak,
RDTR Kawasan Pagaruyung dan Kota Batusangkar serta kawasan agropolitan.

d. Rencana Teknik (RTRK) Kawasan Pagaruyung, Kota Batusangkar dan Bukit
Gombak.

e. Rencana Block Blaad Kawasan Kota Batusangkar dan kawasan Pagaruyung.

8. Untuk koordinasi dan pengendalian Tata Ruang di Kabupaten Tanah Datar telah
terbentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah
Datar yang berfungsi untuk merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan
penataan ruang, menyelaraskan rencana pembangunan dan mengoptimalkan
pengawasan dan perizinan penataan ruang.

B. Tantangan

Dari upaya-upaya pengembangan wilayah yang telah dilakukan selama ini masih
terdapat beberapa masalah utama yang perlu menjadi pemikiran untuk perencanaan
masa datang, yaitu :
1. Pola pemanfaatan ruang belum sepenuhnya mengikuti fungsi kawasan menurut

Undang-undang 24 tahun 1992, sehingga berdampak degradasi lahan.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan kota Batusangkar
sudah ada tetapi belum mempunyai kekuatan hukum sehingga belum
sepenuhnya dapat  diimplementasikan.
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3. Sikronisasi tata ruang Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten/kota
sekitarnya belum ada.

4. Batas administrasi antar nagari masih belum jelas.

5. Zonasi resiko dan rawan bencana (bencana alam, bencana non alam dan
bencana sosial) belum ada.

6. Ketimpangan pembangunan antar Nagari masih ada. Ini dibuktikan dengan
adanya 16 dari 75 nagari yang masih tertinggal jika dibandingan dengan nagari
lain. Pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini secara umum telah
mampu meningkatkan kesejahteraan di daerah, namun demikian pembangunan
tersebut juga menimbulkan dampak kesenjangan antar nagari, seperti nagari
yang berada di sekitar ibu kota Kabupaten dan ibu kota Kecamatan, dengan
nagari yang jauh dari ibu kota Kabupaten maupun ibu kota Kecamatan, hal ini
adalah konsekuensi dari kegiatan ekonomi seperti barang dan jasa dan
penyediaan infrastruktur dan kelembagaan yang cenderung terkonsentrasi di
daerah perkotaan/ibu kota sehingga ibu kabupaten atau Kecamatan mengalami
pertumbuhan yang lebih cepat dibanding dengan daerah tertinggal.

7. Secara hirarki, Kota Batusangkar saat ini adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
merupakan tantangan di masa datang untuk ditingkatkan menjadi Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW).

8. Kondisi kawasan perkotaan khususnya Batusangkar cukup memprihatinkan.
Lahan yang minim dengan kegiatan yang tumpang tindih mengakibatkan
kondisi pasar dan sekitarnya tidak tertata dengan baik. Pada akhirnya
mengakibatkan terjadinya kemacetan dan ketidaknyamanan. Ditambah pula
dengan tidak memadainya lahan parkir yang mengakibatkan parkir kendaraan
pengunjung, bendi, dan ojek menjadi tumpang tindih.

9. Perencanaan detail pengembangan kota sudah ada tetapi implementasinya tidak
sesuai dengan perencanaan.

10. Belum berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

C. Potensi

1. Kabupaten Tanah Datar memiliki kawasan-kawasan yang sangat potensial untuk
dikembangkan menjadi kawasan strategis, seperti Kawasan lembah Anai, Koto
Baru dan Danau Singkarak.

2. Letak geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada di tengah Propinsi Sumatera
Barat menjadikan Kota Batusangkar sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

3. Perangkat regulasi untuk pengaturan tata ruang seperti UU No 24 Tahun 1992,
RTRW, RDTK dan lain-lain, sudah tersedia perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

4. Pemerintah daerah sudah mempedomani RTRW dan RDTK dalam mengambil
kebijakan pemanfaatan ruang.
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5. Lembaga yang fokus untuk melaksanakan kebijakan tata ruang seperti BKPRD
dan BKP4K sudah terbentuk.

6. Kesadaran dan peran serta masyarakat tentang kebijakan tata ruang sudah mulai
tumbuh.

7. Sistem kontrol pembangunan melalui Izin Mendirikan Bangunan sudah ada.

8. Teknologi untuk mendukung pemetaan dan pengendalian penataan ruang seperti
Sistem Informasi Geografi (SIG), dan teknologi informasi lainnya sudah tersedia.

9. Keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) merupakan potensi bagi
pengembangan perekonomian wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten
Tanah Datar.
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BAB III
PREDIKSI PEMBANGUNAN  DAERAH

3.1. Prediksi Pembangunan Agama dan Budaya

1. Tanah Datar secara tradisional diakui sebagai Luhak Nan Tuo. Namun demikian
perkembangan bidang adat dan kebudayaan menunjukkan  terjadinya degradasi
pemahaman nilai adat dan kebudayaan Minangkabau. Hal demikian diikuti muncul
kecenderungan berkurangnya pengaruh dan eksistensi pemangku-pemangku adat
dan munculnya kemalasan masyarakat melaksanakan ritual-ritual adat sehingga
masyarakat umumnya tidak menfungsikan lagi properti adat seperti Rumah Gadang
dan Balai Adat sehingga banyak bangunan adat itu yang ditinggalkan dan dibiarkan
hancur dimakan waktu, disamping hampir punah sendi-sendi kebudayaan melalui
kewibawaan kerajaan yang ada baik dipemangku  adat sendiri, generasi muda dan
masyarakat. Di sisi lain, beberapa nagari masih mempertahankan adat dan
kebudayaan salingka Nagari.

2. Di bidang pembangunan keagamaan relatif terjadi peningkatan pembangunan
sarana ibadah, khususnya mesjid dan mushalla/surau dari waktu ke waktu,
sehingga membantu umat menjalankan praktek ibadah mereka. Peningkatan sarana
fisik ibadah tersebut ternyata bagi sebagian masyarakat belum diiringi dengan
peningkatan kekuatan spiritual mereka, karena masih banyaknya yang melakukan
pelanggaran ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, misalnya korupsi,
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, perbuatan asusila, pencurian dan
sebagainya. Sebaliknya pelaksanaan ajaran agama secara menyeluruh belum
menjadi kecenderungan dari kebanyakan anggota masyarakat. Akibatnya mentalitas
agamais yang bersandar kepada kesolehan individual dan kesolehan sosial tidak
begitu menggejala. Sebagai bukti adalah tingkat kriminalitas, premanisme,
pelanggaran hukum, etika sosial kemasyarakatan dan individualistis dalam bidang
ekonomi, justru semakin menguat secara kualitatif.

3. Bidang pendidikan agama Islam, diprediksi bahwa perkembangannya secara
kuantitatif cenderung menurun. Pada masa lalu pendidikan surau dan sekolah
agama di Nagari cukup berkembang. Namun demikian secara kuantitatif pendidikan
surau dan sekolah agama cenderung menurun. Iklim pendidikan keagamaan di
Tanah Datar tidak hilang dan larut dalam perjalanan perubahan pendidikan pada
skala nasional. Minat masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah
agama masih tumbuh, diiringi dengan perhatian orangtua kepada pendidikan agama
bagi anak-anak mereka masih baik. Pemerintah daerah pun cukup memberi
perhatian bagi perkembangan pendidikan agama Islam di daerah. Dengan demikian,
diprediksi bahwa masih ada usaha untuk mempertahankan pendidikan agama Islam
dalam masyarakat melalui kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan agama
Islam, orang tua dan pemerintah.

4. Di dalam ajaran Islam banyak dana bernilai kedermawanan seperti zakat, infaq,
sedekah, wakaf, hibah dan lainnya. Selama ini realisasinya masih sebatas
penerapan ibadah mahdah semata. Pada hal kalau dikelola dengan manajemen
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yang baik akan berdampak ekonomi yang sangat produktif. Hal itu disebabkan
selama ini prakteknya langsung dari pemberi kepada penerima tanpa ada bimbingan
ke arah pemanfaatan yang produktif. Sehingga dana yang sebenarnya bisa
mengubah penerima berikutnya menjadi pemberi.

3.2 Prediksi Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Unsur pertama yang perlu diproyeksikan dalam pembangunan tata-pemerintahan
yang baik berkenaan dengan terciptanya sinergi yang ideal antara ketiga unsur tata-
pemerintahan yang baik, di mana pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat
warga komponen masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Tanah
Datar tahun 2025. Unsur birokrasi pemerintahan daerah, dalam hal ini tidak hanya
bertanggung jawab untuk mendorong sinergi yang harmonis antara ketiga
komponen pelaku pembangunan tersebut, melainkan pada saat yang sama juga
perlu pembenahan ke dalam, yakni pembenahan sumber daya aparatur pemerintah.
Jumlah aparatur pemerintah di berbagai unit organisasi pemerintah daerah, baik dari
tingkat pendidikan, maupun kemampuan sumber daya, dapat dijadikan prediksi
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menggambarkan
bahwa pada akhir RPJPD Tanah Datar tahun 2025 adanya suatu bangunan birokrasi
pemerintah yang efisien dan efektif dalam mensinergikan  kekuatan dalam ketiga
unsur pelaku pembangunan. Tulang punggung utama dalam pencapaian tujuan ini
nantinya ialah terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

2. Indikator pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat ditetapkan
berdasarkan  konsesus dengan dukungan data yang tersedia. Salah satu di
antaranya ialah tersusunnya sejumlah kebijakan efisiensi dalam penataan
kelembagaan dan peningkatan mutu aparatur pemerintahan, antara lain
reasionalisasi pegawai dalam jajaran birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur
daerah. Kinerja aparatur pemerintah yang diperkirakan akan dicapai antara lain
ditandai dengan ciri-ciri berikut:

a. Berkurangnya hambatan-hambatan administratif dalam pengambilan keputusan
yang bersifat sentralistik dan diskriminatif.

b. Pemerintah daerah akan makin transparan dan akuntabel terhadap warganya.

c. Berbagai kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih terwakili
kepentingannya dan akan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan
keputusan di daerah.

d. Penyelenggaraan Pilkada yang makin bermutu.

e. Pemerintah daerah semakin makin responsif dalam penegakan hukum yang
berkeadilan dan demokratis, termasuk kepedulian terhadap perlindungan HAM.

f. Pelayanan masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan terjadinya
peningkatan kualitas dan kuantitas dan pelayanan umum.

g. Kemampuan anggota masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya
semakin meningkat.
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h. Hak-hak kepemilikan daerah (lokal), termasuk eksistensi masyarakat ada semakin
diakui dan dilindungi keberadaannya.

i. Otonomi daerah dan desentralisasi yang semakin selaras dengan tujuan nasional
dan daerah. Antara lain semakin terkendalinya akses terhadap sumberdaya lokal
dan pemanfaatannya secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat
daerah.

3. Dengan terbangunnya tata-pemerintahan yang baik yang ditopang oleh penegakan
hukum yang berkeadilan dan demokratis, maka secara bertahap penguatan
kelembagaan dan kapasitas pelaku pembangunan yang terdiri dari tiga unsur di atas
diharapkan mampu mengubah paradigma lama yang menekankan pendekatan top-
down kepada interaksi bottom-up - top-down, melainkan juga berbagi tanggung
jawab dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan yang makin berorientasi
kepada pembangunan manusia dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

3.3 Prediksi Pembangunan Ekonomi

1. Unsur pertama dalam pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang perlu
diprediksikan untuk masa dua puluh tahun mendatang adalah menyangkut aspek
investasi dan pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2025 mendatang
dengan menggunakan data 2005 sebagai data dasar (Base-line). Sejalan dengan
hal ini, melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan dapat pula
diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target
pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan. Di samping itu, dengan diketahuinya
pertumbuhan ekonomi tersebut dapat pula dihitung besarnya tingkat pendapatan
perkapita yang dapat dicapai untuk masa 20 tahun sesuai dengan RPJP Daerah
Tahun 2005-2025 yang merupakan indikator kasar dari kemajuan ekonomi yang
diperkirakan akan dapat dicapai masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sampai
dengan tahun 2025 nantinya.

2. Prediksi pembangunan ekonomi Tanah Datar untuk periode 2005-2025 dilakukan
dengan melihat tendensi perkembangan dan kemampuan di masa lalu.
Perkembangan dan kemampuan yang diperhatikan meliputi aspek ketersediaan
dana. Sementara itu, berbagai kendala dan keterbatasan juga turut diperhatikan.
Ini tidak berarti bahwa prediksi masa datang terlalu pesimis, karena di dalamnya
telah termasuk peningkatan yang cukup berarti sebagai hasil dari kebijakan dan
terobosan yang diharapkan akan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di
masa datang. Kesemuanya ini dilakukan agar prediksi yang dihasilkan tidak terlalu
muluk-muluk, tetapi  lebih realistis sesuai dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar.

3. Prediksi struktur perekonomian suatu daerah dalam hal ini adalah gambaran
tentang komposisi perekonomian daerah tersebut, yang terdiri atas 9 (sembilan)
sektor ekonomi. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi
rendahnya kontribusi seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada
daerah tertentu. Seperti telah diuraikan pada nilai tambah atas dasar harga berlaku
bahwa nilai tambah yang dihasilkan sektor Pertanian masih merupakan yang
tertinggi dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi lainnya. Nilai tambah
yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian pada tahun 2005 menunjukkan
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adanya kenaikan jika dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun 2004. Sektor
Pertanian pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 36,51 persen
sedangkan pada tahun 2005 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar
38,64 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar
Berlaku Tahun 2001-2005

Lapangan Usaha Distribusi (%)
2001 2002 2003 2004 2005

Pertanian 37,44 36,49 36,28 36,51 38,64

Pertambangan & Galian 1,97 2,05 2,00 2,07 2,01

Industri Pengolahan 11,59 11,88 12,00 11,85 11,29

Listrik & Air 0,67 0,84 1,04 1,08 1,07

Bangunan 7,67 7,64 7,49 7,54 7,4

Perdag, Hotel & Restoran 13,11 12,98 13,01 13,09 12,47

Angkutan & Komunikasi 5,55 5,80 5,72 5,62 5,58

Keu, Persewaan & Jasa Perush 3,66 3,68 3,68 3,48 3,4

Jasa-jasa 18,33 18,63 18,76 18,76 18,16

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Selanjutnya, sektor Perdagangan, hotel dan restoran dalam hal ini juga termasuk
sebagai sektor yang cukup besar memberikan kontribusi dalam struktur
perekonomian Kabupaten Tanah Datar, sekalipun selama beberapa tahun terakhir
menunjukkan adanya trend yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2004 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi
sebesar 13,09 persen, atau menurun sebesar 0,37 persen dibandingkan dengan
tahun 2003. Kontribusi terbesar dalam sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
adalah sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yang mencapai sebesar 13,01
persen. Sedangkan sub sektor hotel dan restoran belum bisa memberikan
kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan peranan  sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran.

Selanjutnya, sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang mempunyai andil
yang cukup besar dalam struktur perekonomian Tanah Datar. Pada tahun 2005
sektor Industri Pengolahan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan
tahun 2004. Tahun 2005 kontribusi sektor ini sebesar 11,29 persen sedangkan
pada tahun 2004 sebesar 11, 85 persen. Terjadinya penurunan kontribusi sektor
Industri Pengolahan ini seyogyanya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama
yang menyangkut dengan industri kecil dan rumah tangga.

Perkembangan kegiatan ekonomi di sektor Pengangkutan dan Komunikasi
yang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti menunjukkan adanya
kecenderungan yang terus meningkat dalam struktur perekonomian Tanah Datar.
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2005 memberikan kontribusi
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sebesar 5,58 persen. Dibandingkan dengan tahun 2004 kontribusi sektor
Pengangkutan dan Komunikasi mengalami penurunan dimana pada tahun 2004
sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 5,62 persen terhadap struktur
perekonomian Tanah Datar.

Sementara itu, untuk sektor-sektor lainnya seperti Pertambangan dan
Penggalian, sektor Listrik dan Air Bersih serta sektor Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan kontribusinya relatif masih rendah (di bawah 4%) terhadap
struktur perekonomian Tanah Datar.  Ketiga Sektor tersebut pada tahun 2005
hanya memberikan kontribusi sebesar 3,4 persen (sektor Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan), sebesar 1,07 persen (sektor Listrik dan Air Bersih) dan
hanya sebesar 2,01 persen (sektor Pertambangan dan Penggalian).

Dengan melihat perkembangan nilai tambah sektor ekonomi pada PDRB atas
dasar harga konstan 2000, maka selama tahun 2005 kinerja perekonomian
Tanah Datar mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan ekonomi
yang dicapai Tanah Datar sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi
Nasional (5,7 persen) dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,77 persen.

Peningkatan ini didasarkan pada adanya tendensi makin meningkatnya
penggunaan barang modal yang cendrung akan semakin besar bilamana kegiatan
pembangunan sudah semakin berkembang dan teknologi yang digunakan semakin
maju. Hasil prediksi tersebut secara terinci untuk periode lima tahunan  seperti
terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Prediksi pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar  Tahun
2005-2025

No Unsur Prediksi Pertumbuhan (%)
2005 2010 2015 2020 2025

1 Pertanian 5,95 7,16 7,55 8,18 8,28
2 Pertambangan & Penggalian 4,33 6,01 7,62 6,74 6,84
3 Industri 6,52 7,17 7,27 7,33 7,62
4 Listrik & Air 9,17 9,45 6,76 7,2 7,49
5 Bangunan 5,45 4,86 5,44 5,63 6,1
6 Perdagangan, Hotel & Restauran 6,35 6,91 8,39 8,88 9,37
7 Angkutan & Komunikasi 6,98 7,77 8,49 8,86 9,08
8 Keu, Persewaan & Jasa

Perusahaan 5,93 5,12 6,90 7,97 9,11
9 Jasa-jasa 4,58 5,31 5,34 5,48 5,59

Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan dari analisa
trend yang dilakukan berdasarkan PDRB tahun 2001-2004 masih memperlihatkan
kecendrungan yang rendah.
Prediksi pertumbuhan perekonomian untuk kurun waktu 20 tahun ke depan
nampak bahwa pembangunan  Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-
2025 ini akan dicapai dengan asumsi pembangunan ekonomi menggunakan
pendekatan wilayah sehingga terjadi perkembangan; (a) sentra pertanian
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(agribisnis dan agroindustri), (b) pariwisata, (c) pertambangan, energi dan
sumberdaya mineral, (d) pusat-pusat perdagangan, dan (e) jasa keuangan.

3.4 Prediksi Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Sumberdaya alam sebagai sumberdaya dasar menopang keberlanjutan kehidupan
manusia. Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, basis
sumberdaya alam tersebut mencakup: (1) lahan, air dan hutan; (2) Danau dan
Telaga; dan  (3) mineral dan tambang. Berbagai ragam sumberdaya alam telah
dimanfaatkan dalam pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan
menopang proses pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan  peningkatan
populasi penduduk dan kegiatan perekonomian akan memberikan tekanan dan
berpengaruh kepada tingkat pemanfaatan sumberdaya alam.

2. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dikelola dengan baik yang melebihi daya
dukung dan kemampuan terhadap sumberdaya alam yang bersifat tidak dapat
diperbaharui (non-renewable resources) akan menyebabkan penurunan kualitas
(degradasi)  sumberdaya alam yang akan berakibat negative terhadap berbagai
aspek kehidupan manusia, bahkan untuk sumberdaya alam yang bersifat non
renewable akan menyebabkan kepunahannya, sehingga kerusakan sumberdaya
alam tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana  alam serta
menimbulkan kemiskinan pada masyarakat.

3. Dalam pemanfaatan sumberdaya lahan saat ini di kabupaten Tanah Datar telah
terjadi tekanan yang intensif  akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat,
sehingga rasio manusia-lahan naik dan  menimbulkan kerusakan lingkungan,  laju
degradasi yang cepat berupa erosi, banjir, longsor,meningkatnya sedimentasi
sungai  dan fluktuasi debit air yang tidak normal. Hal ini terbukti bahwa lahan
dengan kemiringan lahan > 15 % yang luasnya 79.850 Ha (59,77 %)  telah
dimanfaatkan masyarakat secara intensif  untuk usaha pertanian baik untuk
tanaman hortikultura,palawija dan tanaman perkebunan rakyat  yang belum
banyak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan lingkungan sehingga
mempercepat terjadinya degradasi lahan dan makin meluasnya lahan kategori
potensial kritis telah mencapai 29.449 Ha (21,5 % dari total luas wilayah) dan
lahan dengan kategori kritis seluas 12,436 Ha (9,1 % dari total luas wilayah) yang
tersebar dalam setiap kecamatan.

4. Untuk menuju  pembangunan pertanian yang berkelanjutan, kelestarian
sumberdaya alam dan kenyamanan lingkungan untuk  mengurangi laju  erosi,
memperkecil sedimentasi air sungai, maka perlu diterapkan  pemanfaatan
sumberdaya alam yang arif dengan prinsip-prinsip kelestarian serta
mengembangkan advokasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan
prinsip kelestarian dengan landasan feasible secara ekonomi, ekologi dan sosial
dengan sistem usaha tani konservasi (SUK), khususnya pada lahan dengan
kemiringan > 15 %.

5. Sedangkan untuk  perbaikan lingkungan lahan kritis yang trendnya selalu
meningkat luasnya setiap tahun, dimana selama tahun 2000-2004 baru dilakukan
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rehabilitasi lahan mencapai luasan 6.355 Ha. Gambaran ini masih rendah bila
dibandingkan dengan laju kerusakan lahan hutan dan rehabiltasi ini belum banyak
memberikan dampak positif dalam perbaikan ekologi dan lingkungan. Untuk itu,
perlu ada program akselerasi pemulihan lahan kritis melalui program restorasi
ekologi (Pemulihan lahan) secara berkelanjutan oleh dinas terkait dan partisipasi
masyarakat melalui penerapan pola-pola rehabilitasi, agroforestry dan hutan
rakyat.

6. Driving forcenya kabupaten Tanah Datar didominasi oleh sektor pertanian,
sehingga dalam pembangunan ekonomi akan banyak bersinggungan dengan sektor
lainnya seperti kelestarian lingkungan dan pengelolaan SDA di daerah aliran sungai
(DAS) yang sudah banyak mengalami kritis, dalam prinsip  pembangunan daerah
diperlukan SDA lahan, air, iklim dan mikro-organisme dimana dalam pemanfaatkan
SDA tersebut kedepan harus  pula bertumpu sistem sosial berdasarkan nilai-nilai
budaya lokal.

7. Potensi sumberdaya alam lain yang dimiliki berupa telaga sebanyak 31 buah
dengan total luas 80,98 Ha, perlu mendapat perhatian  serius  dalam
pengelolaannya melalui perbaikan lingkungan sekitar telaga dengan membangun
buffer zone dengan tanaman konservasi yang dapat meningkatkan penyerapan
aliran permukaan dan kawasan hulu dari telaga  perlu  direstorasi  guna menjamin
keseimbangan tata airnya, sehingga telaga dapat berfungsi meningkat ketersediaan
air irigasi  dan perikanan. Di samping itu, untuk meningkatkan fungsi ekonomi
telaga melalui sentuhan teknologi budidaya ikannya.

8. Untuk dapat berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya lahan, air dan sumberdaya
biotis lainnya harus terintegrasi dalam kawasan DAS (eco-region, bio-region) serta
memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi SDA dari suatu ekosistem melalui
pengelolaan DAS secara terpadu.

9. Pengelolaan DAS Terpadu tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatif dan adaptif. Dengan
demikian, makna keterpaduan dalam pengelolaan DAS di wilayah adalah upaya
memadukan program-program sektoral dan kerangka kerja kelembagaan yang
berbeda, baik di dalam maupun di luar wilayah administrasi (lintas wilayah) dalam
satu kesatuan DAS. Dengan mekanisme pengelolaan sumberdaya antar sektor,
antar wilayah dan antar kelembagaan sebagai suatu kesatuan, maka tujuan
bersama pengelolaan DAS akan tercapai.

10. Untuk pengelolaan DAS Terpadu dan pelestarian hutan, maka dalam strategi
pengelolaan DAS dan hutan serta lahan kritis ke depan perlu diberikan insentif
kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan mempertahankan kearifan
lokal.

11. Potensi sumberdaya hutan berupa  kawasan lindung dalam kawasan hutan berupa
hutan lindung dan hutan suaka alam dan wisata (PPA) yang dimiliki  saat ini seluas
31.526 Ha(sekitar 30%) dari 133.600 Ha  luasan kabupaten Tanah Datar, yang
berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, bila dikaitkan dengan Undang-
Undang  Kehutanan Nomor 41 tahun 2004. Secara geomarfologis  Kabupaten
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Tanah Datar yang berada di daerah sepanjang  pergunungan Bukit Barisan yang
dikelilingi oleh beberapa gunung berapi yang didominasi  oleh daerah perbukitan
dan pergunungan yang curam, maka daerah ini harus memiliki kawasan hutan
alami yang permanen sebagai kawsan lindung, minimal seluas 40%-50% dari total
luas wilayah yang berfungsi sebagai kawasan resapan dan konservasi air untuk
mengatur tata air bagi daerah budidaya di kawasan hilir, sumber biodiversity,
penyerap CO2, sumber obat-obatan/plasma nutfah dan iptek serta penyejuk
lingkungan dan menjaga erosi dan mitagasi banjir, sehingga integrasi
pembangunan untuk kawasan budidaya di hilirnya dapat dijamin
kesinambungannya untuk kebutuhan  dan suplai air yang bersih dan terjamin debit
air sungai dapat tercapai untuk kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat.

12. Untuk perbaikan lingkungan pada lahan kritis yang tersebar pada tiap kecamatan
baik di dalam maupun di luar kawasan hutan maka  pola –pola  rehabilitasi hutan
dan lahan  seperti  hutan rakyat, hutan ulayat, agroforestry, penghijauan   perlu
diterapkan secara berkelanjutan guna mencapai luasan kawasan hutan alami
minimal 40%-50% apalagi ke depan kita ditantang untuk dapat mengurangi emisi
carbon guna mengurangi dampak global warning, sehingga pola hutan rakyat dan
agroforestry harus  mendapatkan prioritas dalam program pembangunan
kehutanan, sehingga kebutuhan pasokan air bagi danau Singkarak sebagai pusat
energy listrik (PLTA) dapat dijamin pasokan airnya sepanjang tahun dari daerah
hulu DAS yang bermuara ke danau ini, karena saat fluktuasi debit air sungai antara
musim hujan dengan musim kemarau sangat tidak normal. Dampak positif dari
program ini tentu diharapkan pada waktu 10-15 tahun mendatang kabupaten ini
dapat berfungsi sebagai kabupaten penyerap CO2 dalam rangka mengurangi
pemanasan global dan mengurangi emisi karbon yang telah dicanangkan oleh
pemerintah saat ini melalui program REDD.

13. Perlu adanya komitmen Pemda Kabupaten untuk mendedikasikan hutan (minimal
50% areal hutan) untuk mendukung upaya global dalam mengurangi pemanasan
global dan perubahan iklim dunia, sehingga kabupaten Tanah Datar dapat
direncanakan sebagai lokasi potensial untuk implementasi REDD, sehingga 10-15
tahun ke depan kabupaten ini akan dapat memimpin koservasi carbon.

14. Keragaman sumberdaya mineral atau bahan tambang yang dimiliki saat ini baru
ada berdasarkan pada data berupa informasi potensinya. Sedangkan  berapa besar
deposit, kualitas, kuantitasnya belum ada pemetaannya, begitu juga halnya
terhadap sumberdaya panas bumi (geothermal) yang ada di Pariangan, Padang
Ganting, X Koto belum dapat dimanfatkan sebagai sumber energi.

15. Potensi sumberdaya mineral dan geothermal ini perlu didata deposit dan
kualitasnya, sehingga akan dapat dijadikan promosi kepada para investor guna
meningkat daya guna pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka untuk
meningkat income Pemda dan perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk
penambangan pasir urug yang ada perlu mendapat perhatian dalam regulasi serta
standard dan prosedur penambangannya guna menghindari terjadi bencana dan
kerusakan lingkungan yang makin parah dan sulit untuk direhabilitasi, karena
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daerah penambangan pasir urug tersebut berada pada daerah yang topografi yang
terjal, kondisi fisik tanah yang labil serta tingginya curah hujan di daerah ini yang
dapat menimbulkan erosi parit, longsor atau land slide dan peningkatan
sedimentasi sungai serta  bencana alam.

16. Di samping itu, dalam kaitan konservasi perlu juga dilakukan pengembangan hutan
rakyat tanaman industri yang dilaksanakan oleh rakyat baik pada lahan rakyat
maupun pada tanah negara yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Dalam 20 tahun
ke depan, diharapkan hutan rakyat tanaman industri dapat dikembangkan dalam
kaitan dengan optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi daerah dalam konteks menterjemahkan penguasaan Negara
atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar akan
selalu diupayakan pemantauan kualitas tanah, air dan udara sehingga diharapkan
dapat terkontrol kontaminasi terhadap tanah, air dan udara.

18. Perlindungan pada kawasan-kawasan lindung dan cagar alam dilakukan melalui
suatu perencanaan yang matang dalam rangka menciptakan kawasan strategis
yang berwawasan lingkungan.

3.5 Prediksi Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Untuk memperkuat daya saing, pembangunan di Kabupaten Tanah Datar diarahkan
untuk pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan
mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayat.
Kualitas SDM semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya IPM (Indek
Pembangunan Manusia). IPM merupakan indikator komposit yang diukur melalui
Umur Harapan Hidup sejak lahir, Angka Melek huruf usia >15 tahun, gabungan angka
partisipasi SD,Menengah, Tinggi serta Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB)
per kapita dengan Paritas Daya Beli.

2. Melihat kecenderungan perkembangan IPM selam lima tahun terakhir, maka IPM
Tanah Datar sebesar 75,00 akan dicapai pada tahun 2015 dan IPM sebesar 80 akan
dicapai pada tahun 2025 atau setara dengan IPM negara maju saat ini. Pada tahun
2025, Kabupaten Tanah Datar diprediksi termasuk salah satu dari 80 Kabupaten yang
mencapai pembangunan manusia terbaik. Pada saat bersamaan, Kabupaten Tanah
Datar juga perlu menyelesaikan masalah pencapaian pemerataan dan kualitas
pendidikan, serta mengakhiri kebodohan.

3. Sesuai arah pembangunan pendidikan nasional, prediksi pembangunan pendidikan
untuk Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mengacu kepada tiga aspek utama,
yaitu: pertama, perluasan kesempatan pendidikan, kedua, pemerataan kualitas
pendidikan, dan ketiga pelayanan pendidikan. Ketiga aspek ini mengacu kepada
penerapan prinsip Good Education Governance (GEG) atau tata-kelola pendidikan
yang baik. Indikator pencapaian pemerataan kualitas pendidikan ditandai dengan
pemecahan masalah akses pendidikan. Mengingat bervariasinya permasalahan di
daerah, maka Kabupaten Tanah Datar diharapkan sudah dapat menyelesaikan
penuntasan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 2015 yang ditandai oleh
pencapaian angka partisipasi pendidikan usia wajib belajar 7-15 sebesar 95% dan
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pada tahun 2020 diharapkan sudah mencapai 100 %, pencapaian angka partisipasi
jenjang SLTA sebesarnya 80% dan tahun 2025 diharapkan sudah mencapai 100% .

4. Fokus pengembangan mutu pendidikan adalah pemilihan jenis dan bidang pendidikan
yang menjadi andalan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Bidang Sains,
Matematika, dan Bisnis yang pencirian kekhususan pendidikan di Sumatera Barat
tetap menjadi andalan bagi masyarakat Tanah Datar. Pada tahun 2015, diharapkan
seluruh instrumen pendidikan sudah siap menuju kepada pemerataan mutu termasuk
peningkatan kapasitas guru, kurikulum berbasis teknologi pembelajaran  dan
ketersediaan  alat  pembelajaran. Pada tahun 2025 diharapkan sudah dapat
dihasilkan sekolah yang bermutu tinggi dan boarding school yang menjadi pilihan
masyarakat Indonesia.

Prediksi indikator pencapaian pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten
Tanah Datar terangkum dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3 Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sumberdaya
Manusia di Kabupaten Tanah Datar

Indikator
Pencapaian 2010 2015 2020 2025

IPM
IPM
Ranking nasional

73,2
110

75,0
80

79,2
60

80
40

Pendidikan
Akses pendidikan
Akses SMA
PT
SMA masuk ke
dalam 10% terbaik
nasional
Boarding School
Bertaraf Maju
Fokus Kualitas Otak
(Math, Sains dan
Bisnis)
Fokus Spritual dan
Social
Perguruan Tinggi

Tata Kelola

96%
60%
14%

1

0

Mulai

Persiapan

Persiapan
nasional

Penataan
internal Mng

99%
80%
25%

3

1

Pemantapan

Pemantapan

Persiapan
internasional

Penataan
Kualitas

100%
82%
30%

5

2

Olimpiade

Generasi
emas
Fokus

ISO
nasional

100%
85%
40%

8

3

Olimpiade

Kebangkitan
Minangkabau

Masuk
Rangking
Nasional

ISO
Internasional

5. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar akan memberikan fokus kepada
penyediaan pendidikan kejuruan yang unggul. Keunggulan kejuruan terletak pada
penyediaan tenaga terampil madya untuk bidang-bidang yang berkembang pada
tahun 2015 seperti: enginering, bisnis, tenaga kesehatan, parawisata dan pertanian.
Namun demikian pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar diharapkan menghasilkan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

75

pendidikan kejuruan yang lebih berkualitas dan kompetitif sejalan dengan kerjasama
ekonomi antar negara.

6. Setelah kebutuhan dasar pembangunan manusia terpenuhi, Kabupaten Tanah Datar
sebaiknya memiliki institusi pendidikan yang handal untuk menghasilkan generasi
yang berkualitas dan kompetitif. Generasi yang berkualitas tidak saja pada
pemenuhan unsur intelijensia, namun juga emosional, spiritual, kesehatan dan raga.
Ini berarti diperlukan institusi pendidikan baik negeri maupun swasta harus memiliki
tenaga pengajar, kurikulum dan fasilitas yang mampu menghasilkan generasi yang
berkarakter, kuat dan amanah.

7. Pendidikan dengan karakter keagamaan juga dapat dijadikan ikon pendidikan di
Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2015, Kabupaten Tanah Datar diprediksi telah
memiliki pendidikan dengan sistem ‘boarding school’ yang handal untuk level
pendidikan menengah. Pendidikan dengan keagamaan dengan sistem ‘boarding
school’ di Kabupaten Tanah Datar bercirikan tingkah laku, moral dan akhlak yang baik
berlandaskan budaya Minangkabau.

8. Pada tahun 2025 seluruh jenjang pendidikan diharapkan dapat bertaraf nasional dan
beberapa bertaraf internasional. Untuk mendukung Visi daerah sebagai pusat
kebudayaan Minangkabau tahun 2010 – 2025 dapat berdiri sebuah perguruan
tinggi/pusat kajian yang  mempelajari tentang kebudayaan minangkabau, disamping
itu untuk menampung lulusan sekolah menengah kejuruan perlu didirikan politeknik
dari berbagai disiplin ilmu kejuruan.

9. Pembangunan aspek kesehatan di Tanah Datar menggunakan pendekatan dari
penanganan kuratif dan rehabilitatif menjadi pemenuhan aspek kuratif dan preventif
dalam kerangka tata kelola yang baik Good Health Service Governance. Kedua
pemenuhan aspek pelayanan kesehatan tersebut diupayakan dalam kerangka sistem
pelayanan kesehatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan di Tanah Datar. Sekalipun
demikian dalam perjalanan waktu, pembangunan sub sektor kesehatan juga
menyadari pentingnya pemberdayaan dan pendayagunaan peran serta masyarakat
dalam menunjang berjalannya pelaksanaan sistem kesehatan yang dibuat.

10. Pembangunan bidang kesehatan ditekankan pada upaya untuk memberikan kepastian
pengendalian untuk memecahkan akar masalah kesehatan masyarakat, berupa
kombinasi perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi serta
pendayagunaan teknologi kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Kombinasi
penanganan pelayanan dasar tersebut hendaknya dapat mengurangi dampak dari
faktor tingkah laku, keseimbangan pangan dan teknologi kesehatan. Dengan
demikian, diharapkan pada periode awal, dimana angka kematian bayi setinggi 35 per
1.000 kelahiran hidup, diproyeksikan akan menurun menjadi 15 per 1.000 kelahiran
hidup, yaitu sebuah pencapaian angka kematian bayi yang setaraf dengan negara-
negara berpenghasilan menengah atas.
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Tabel 3.4 Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Kesehatan di
Kabupaten Tanah Datar

Indikator
Pencapaian 2010 2015 2020 2025

Umur Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Ibu
Gizi buruk
Penurunan Angka
Penyakit Menular

Penurunan Angka
Penyakit Degeneratif

71,20
25
150
1,03

Malaria,
AIDS, ISPA,
DBD, TBC,

Rabies

Stroke,
Kanker,
Jantung,
diabetes,

Ginjal

72,7
23
102
0,9

Malaria, AIDS,
ISPA,

DBD,TBC,
Rabies

Stroke,
Kanker,
Jantung,
diabetes,

Ginjal

73
20
100
0,5

AIDS, ISPA,
DBD, TBC

Stroke,
Kanker,
Jantung,
diabetes,

Ginjal

73,5
18
98
0,3

AIDS, ISPA,
DBD, TBC

Stroke,
Kanker,
Jantung,
diabetes,

Ginjal
Sumber : Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Tanah Datar 2006

11. Pelayanan kesehatan perlu menangkap peluang berkembangnya berbagai jenis
penyakit yang spesifik, dimana Tanah Datar menjadi salah satu pusat pelayanan jasa
kesehatan. Pemilihan terhadap pelayanan kesehatan yang sifatnya terlihat dan
muncul di Tanah Datar, misalnya jenis penyakit degeneratif stroke, diabetes, ginjal,
kanker dan jantung. Saat bersamaan pembangunan kesehatan mesti menjamin agar
jenis penyakit menular dapat menjadi fokus penanganan, misalnya malaria, demam
berdarah, rabies dan jenis penyakit menular lainnya, baik yang berasal dari manusia,
hewan atau berbagai macam virus yang membahayakan.

12. Sistem pelayanan kesehatan diharapkan setidaknya telah berjalan sebagaimana
mestinya mulai tahun 2010, dan sistem tersebut dipertahankan dan diperbaiki setiap
periode. Mulai tahun 2010, sistem pelayanan kesehatan sudah menjangkau seluruh
karakter daerah, baik daerah terpencil atau daerah yang sifatnya menjadi fokus
pelayanan utama terhadap jenis penyakit tertentu. Sistem pelayanan juga diharapkan
sudah mampu melayani penduduk sesuai dengan segmen usia dan karakter
kemampuan masyarakat.

13. Pembangunan Ketahanan Gizi memastikan pada pemecahan persoalan utama bidang
gizi, dan fokus diberikan kepada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu
menentukan dan memilih (food entittlement). Pilihan akan sumberdaya pangan yang
seimbang diharapkan mewujudkan ketahanan pangan sampai ke tingkat keluarga.
Pembangunan subsektor gizi keluarga dimulai dengan jalan memperbaiki tingkah laku
gizi masyarakat dengan mendorong agar sistem sanitasi dan air minum dapat
mendorong perbaikan status gizi, khususnya untuk anak balita dan manula.
Pembangunan ketahanan gizi juga dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya
kemudahan dalam memproduksi, dan akses yang lebih mudah terhadap informasi
harga dan ketersediaannya. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat Tanah Datar
menuju kepada kemandirian penyediaan makanan baik dari sisi karbohidrat, protein
dan vitamin. Kemandirian tersebut disesuaikan dengan keberadaan dan ketersediaan
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lahan yang ada. Dengan demikian, angka gizi buruk Balita direncanakan berkurang
dari 1,03% tahun 2010 menjadi 0,3% tahun 2025

14. Kemiskinan absolut direncanakan tersisa menjadi 5,48% pada tahun 2025 dari
14,82% tahun 2010. Persoalan kemiskinan dapat diperbaiki melalui upaya
penanganan akar masalah, diantaranya program berbasis bantuan dan perlindungan
sosial, program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program berbasis
pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Tabel 3.5 Prediksi Indikator Kemiskinan dan Pengangguran   Di Kabupaten
Tanah Datar

Indikator
Pencapaian

2010 2015 2020 2025

% RT Miskin

% Pengangguran

14,82%

7,5%

12,42%

6,5%

7,98%

5%

5,48%

4%

15. Setiap kurun waktu mulai 2015, 2020 sampai dengan 2025, diharapkan angka
pengangguran dapat ditekan di bawah 1 digit. Sedangkan pada tahun 2025,
diharapkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Tanah Datar diperkirakan  tersisa
sebesar 4%.

3.6. Prediksi Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Sarana transportasi berupa jalan untuk 20 tahun ke depan perlu ditingkatkan
kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan jumlah kendaraan  pengguna jalan sebagai
konsekuensi dari pertambahan penduduk, permukiman, dan aktifitas perekonomian
daerah, serta laju pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kebutuhan terhadap
panjang jalan dan kualitas jalan secara keseluruhan akan meningkat pula. Justru itu
panjang jalan dan kualitas jalan perlu ditingkatkan.

2. Sejalan dengan RPJP Sumatera Barat tentang perluasan koridor jalan Padang-
Bukittinggi-Payakumbuh menjadi dua jalur, perlu disenergikan dengan RPJPD Tanah
Datar agar lebih optimal.

3. Kondisi jalan yang beragam mulai dari jalan kerikil, aspal, hotmix, dan beton, dalam
jangka panjang seluruh ruas jalan di Tanah Datar minimal sudah beraspal. Jalan di
wilayah perdesaan dan jalan usaha tani akan ditingkatkan panjang dan kualitasnya
lebih besar lagi. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan 50% jalan
tersebut sudah diaspal termasuk pembukaan jalan baru ke sentra produksi pertanian
dalam arti luas seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan,
kehutanan, dan perikanan. Direncanakan akses jalan dari sentra produksi pertanian
dan industri kecil di perdesaan ke wilayah hulu dan hilir di perkotaan bisa dibuka dan
ditingkatkan kualitasnya.

4. Peningkatan kualitas jalan perlu dilakukan terutama untuk mengantisipasi penurunan
kualitas jalan akibat terjadinya bencana alam seperti longsor dan gempa bumi.
Karena itu peningkatan kualitas jalan merupakan program jangka panjang secara
rutin karena Tanah Datar termasuk ke dalam kawasan rawan bencana terutama
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gempa bumi dan longsor. Di samping itu peningkatan kualitas jalan juga perlu
dilakukan karena terjadinya penurunan kualitas akibat kelalaian manusia berupa
kelebihan tonase muatan kendaraan. Konsekuensinya ke depan diperlukan kebijakan
pengembangan infrastruktur yang berwawasan becana alam.

5. Dalam jangka panjang, sangat perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas jembatan
terutama untuk menghubungkan kawasan sentra produksi di perdesaan dengan
wilayah sentra produksi dan daerah pemasarannya di perkotaan.

6. Pembangunan jaringan irigasi strategis dan peningkatan kualitas jaringan irigasi
perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan luas areal beririgasi sehingga
kegutuhan sumber daya air pada lahan pertanian dapat terwujud.

7. Sarana angkutan berupa angkutan antar kota dalam provinsi  (AKDP), angkutan
sewa, dan angkutan dalam kota, serta angkutan lokal perlu direvitalisasi dan
diremajakan. Termasuk kualitas pelayanan yang mendukung berkembangnya
parawisata dan perdagangan.

8. Rumah tangga yang yang mendapatkan pelayanan air bersih yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Tanah Datar diperkirakan terus
meningkat seirama dengan pertambahan jumlah penduduk dan permukiman baru.
Untuk itu dalam jangka panjang permintaan air minum di luar perkotaan perlu
dikembangkan.

9. Pada daerah perdesaan umumnya belum tersedia jaringan air bersih yang dikelola
oleh PDAM. Masyarakat perdesaan di Kabupaten Tanah Datar umumnya masih
banyak menggunakan air tanah dan air permukaan (air sungai) untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana
transportasi di perdesaan, diperkirakan kegiatan industri kecil dan rumahtangga di
perdesaan akan meningkat. Akibatnya kebutuhan terhadap air bersih juga naik.
Pertambahan penduduk juga menyebabkan kebutuhan terhadap air minum
meningkat.  Justru itu dalam jangka panjang permintaan terhadap air bersih juga
meningkat, dan diperkirakan 90% kebutuhan air minum perlu disediakan oleh PDAM.

10. Kebutuhan listrik di Kabupaten Tanah Datar diprediksikan akan meningkat seirama
dengan pertambahan penduduk, permukiman, pertumbuhan usaha, dan peningkatan
aktifitas ekonomi pada umumnya. Sejauh ini kebutuhan ini disediakan oleh beberapa
pembangkit terutama pembangkit listrik berupa tenaga air (PLTA). Saat ini terdapat
PLTU Ombilin, PLTA Batang Agam, PLTA Singkarak dan PLTA Koto Panjang. Dengan
kondisi pembangkit seperti di atas, kebutuhan listrik untuk Kabupaten Tanah Datar
dapat dipenuhi. Namun demikian, pada waktu tertentu, seperti musim kemarau debit
air menjadi turun dan tenaga listrik berkurang. Pada waktu ini terjadi pemadaman
listrik secara bergantian. Jika penyediaan listrik tidak ditambah, maka akan terjadi
kekurangan tenaga listrik. Karena itu, dalam jangka panjang diperkirakan kebutuhan
terhadap pembangkit tenaga listrik perlu dipenuhi dengan membangun pembangkit
dan jaringan yang baru. Pembangkit ini bisa berupa tenaga air, uap, diesel, dan
sumber energi listrik lainnya.
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11. Permintaan listrik di perdesaan juga diperkirakan naik dengan bertambahnya
penduduk dan meningkatnya aktifitas ekonomi. Program listrik masuk desa saat ini
sudah mampu memenuhi sebagaian kebutuhan listrik yang ada. Pemanfaatan
teknologi tepat guna melalui program Pembangkit Listrik mikrohidro dan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya juga telah membantu suplai listrik perdesaan. Sumberdaya air
di perdesaan masih tersedia dalam jumlah yang memadai. Diperkirakan dengan
mengolah sumberdaya yang tersedia ini dan sumber energi listrik lainnya, dengan
memanfaatkan teknologi tepat guna akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di
perdesaan 20 tahun mendatang.

12. Permintaan terhadap telepon diperkirakan akan tetap bertambah walaupun telepon
selular berkembang dengan sangat cepat. Untuk itu Sentral Telepon Otomatis yang
telah ada di seluruh Kabupaten Tanah Datar, yang dapat menghubungkan koneksi
telepon lokal, interlokal, maupun internasional tetap akan dikembangkan dalam
jangka panjang. Untuk itu di seluruh Kabupaten Tanah Datar melalui STO yang
sudah ada perlu ditambah jaringan sesuai dengan meningkatnya permintaan telepon
sejalan dengan pertambahan penduduk, rumahtangga, dan usaha yang terus
berkembang.

13. Permintaan terhadap sarana dan prasarana drainase diperkirakan akan meningkat
dalam jangka panjang karena bertambahnya jumlah penduduk. Diperkirakan
pengelolaan drainase dan limbah secara sederhana untuk daerah yang topografinya
bergelombang masih memungkinkan. Namun bagi daerah yang landai diperlukan
drainase yang lebih baik dan pengolahan limbah yang lebih modern. Pemeliharaan
dan penyadaran terhadap masyarakat untuk menjaga saluran drainase berfungsi
dengan baik masih diperlukan dalam jangka panjang, karena menyangkut
perubahan perilaku yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk merubahnya.
Justru itu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan sistem darinase
dan pembelajaran bagi masyarakat untuk menjaga drainase berfungsi dengan baik
masih diperlukan. Di samping itu diperkirakan untuk daerah dataran rendah, sistem
drainase yang sederhana seperti saat ini perlu dikembangkan dengan teknologi yang
lebih canggih agar genangan tidak terjadi pada musim hujan. Teknologi dan sistem
drainase yan lebih baik perlu diciptakan dalam jangka panjang untuk mengatasi
permasalahan klasik mampetnya drainase, terutama pada musim hujan.

14. Diperkirakan dalam jangka panjang diperlukan sistem pengelolaan sampah yang
mampu memisahkan antara sampah organik dan non organik dari hulu, sehingga
sampah organik bisa diolah dengan teknologi tepat guna menjadi kompos. Justru itu
diperkirakan kebutuhan teknlogi pengelolaan sampah organik perlu dilakukan dalam
jangka panjang (20 tahun ke depan).

3.7 Prediksi Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
di Kabupaten Tanah Datar, dalam jangka panjang di utamakan pada wilayah pusat
pertumbuhan/kawasan strategis, yang diharapkan sebagai pendorong berkembangnya
daerah hinterland serta  perlindungan  terhadap kawasan rawan bencana .
a.  Kawasan Strategis
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Pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar
ditetapkan 8 (delapan) kawasan strategis. Penetapan kawasan strategis ditujukan
untuk mendorong percepatan pembangunan pada kawasan-kawasan cepat tumbuh
dan berkembang yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam seperti produk
unggulan, objek wisata yang potensial dan lokasi strategis yang belum
dikembangkan secara optimal serta berbatasan dengan Kabupaten/Kota tetangga.

Adapun kawasan strategis yang akan dikembangkan yaitu :

 Kawasan Koto Baru

Kawasan Koto Baru dan hinterlandnya merupakan kawasan sentra produksi
sayur-sayuran yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Agribisnis Sayuran
Organik (KASO) untuk wilayah Sumatera Barat, dan sebagai kawasan agroplitan
serta kawasan pusat kerajinan. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten
Agam dan Kota Padang Panjang.

 Kawasan Tabek Patah

Kawasan Tabek Patah dan hinterleandnya merupakan sentra tanaman tomat
dan pisang, mempunyai objek wisata panorama Tabek Patah. Kawasan tersebut
berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.

 Kawasan Singkarak

Kawasan strategis Danau Singkarak merupakan salah satu objek wisata alam
andalan Kabupaten Tanah Datar dan Propinsi Sumatera Barat yang sudah lama
dikenal, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
Kawasan ini juga mempunyai potensi unggulan bidang perikanan darat (ikan
bilih). Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam
sekitarnya, disamping dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik.

 Kawasan Balai Tangah

Kawasan Balai Tangah dan hinterlandnya merupakan kawasan pusat
perdagangan dan berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten
Sijunjung.

 Kawasan Bukit Gombak

Secara historis merupakan kawasan pendidikan dan lokasi arena olahraga.

 Kawasan Lembah Anai

Merupakan kawasan cagar alam dan objek wisata, yang terletak dijalur jalan
raya Padang – Bukittinggi yang volume lalulintas hariannya cukup tinggi.

 Kawasan Pagaruyung

Kawasan Pagaruyung dan hinterlandnya merupakan pusat budaya, wisata dan
pusat pemerintahan.

 Kawasan Andaleh

Merupakan sentra tanaman hias. Kawasan ini berbatasan dengan kota Padang
Panjang.
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b. Kawasan rawan bencana

Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam bervariasi yang
posisinya berada pada 2 gunung yang masih aktif yakni gunung Merapi dan gunung
Singgalang, morfologi yang berbukit dan bergelombang, banyak dilalui sungai-
sungai besar serta jalur sesar besar Sumatera (sesar Semangka) menyebabkan
Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana.

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya bencana alam diperlukan
pengaturan zonasi yang dapat diterapkan untuk kawasan rawan bencana adalah :

 Pemanfaatan ruang dengan memperhatikan  karakteristik, jenis dan ancaman
bencana.

 Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk

 Pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana dan kepentingan umum.

 Melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan intensitas bencana seperti
dengan melakukan penghijauan, pembuatan tanggul dan lain-lain.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

82

BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

” Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan
berkeadilan.’’

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai  pusat rujukan,
untuk keperluan pendidikan adat dan pengembangan kebudayaan Minangkabau
secara umum, baik di sekitaran Propinsi Sumatera Barat, maupun dalam konteks
internasional (center of excelent). Hal ini sudah merupakan perjalanan sejarah, di
mana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai
yang dituakan.

b. Maju berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan,
sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya
dibarengi dengan kualitas iman dan takwa.

c. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan
terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spritual dan
emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota
masyarakat.

d. Berkeadilan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara
hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu,
kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip kepatuhan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekwen.

4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

a. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik
secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan,
pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan
kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.

b. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan
pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.

c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan budaya pada masanya.

d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

e. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan
pengangguran melalui : (1) pengembangan kawasan strategis dengan pola
kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan. (2)
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Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang
mendukung pembangunan berkelanjutan.

f. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan
hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui
revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
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BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

5.1.1. Mewujudkan Kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah

a. Terwujudnya Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau

Pembangunan perlu diarahkan untuk mengaktualisasikan Kabupaten Tanah Datar
sebagai pusat budaya Minangkabau yang menjadi rujukan adalah pendidikan adat,
serta pengembangan budaya Minangkabau, baik tingkat lokal, nasional, maupun
internasional.

b. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Islami

Arah pembangunan Kabupaten Tanah Datar perlu ditujukan pada terwujudnya
tata-kehidupan beragama yang lebih baik dan bermuara pada terbentuknya
hubungan sosial yang harmonis dalam tata kehidupan bermasyarakat yang islami
antar berbagai golongan masyarakat.

c. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan  Berakhlak Mulia

Arah pembangunan masyarakat Tanah Datar harus menyeimbangkan pemenuhan
kebutuhan intelijensia dengan pendidikan yang mampu memenuhi kecerdasan
emosional dan spiritual yang etis, sehingga tercipta generasi yang cerdas, jujur,
beretika, mempertimbangkan ”raso jo pareso” tahu “ereang jo gendeang”, handal,
dan sekaligus memiliki daya saing tinggi.

d. Terwujudnya Tanah Datar Sebagai Pusat Pendidikan  Adat  yang Islami

1) Filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah tidak hanya sebagai
retorika maka Pembangunan diarahkan untuk menghasilkan sebuah generasi
yang beradat dan islami, yaitu generasi yang mampu memahami nilai-nilai
adat yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis, dan menjadikannya sumber
keilmuan  sebagai dasar berpijak memasuki era globalisasi. Sementara itu, era
globalisasi yang penuh tantangan memerlukan generasi mendatang yang
memiliki karakter, kekuatan keilmuan, keterampilan, keshalehan emosional,
spiritual dan keshalehan sosial.

2) Untuk mempertajam sasaran kualitas pendidikan Islam yang selaras dan
seimbang dengan pendidikan adat tidak saja pada jenjang pendidikan tinggi,
tetapi juga diarahkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan
‘ke-pesantrenan’ yang berkembang di Tanah Datar mesti ditingkatkan
kualitasnya. Baik dari sisi tenaga, kurikulum, metoda pengajaran, maupun desain
pelaksanaannya. Untuk itu pemodelan sekolah berasrama atau boarding school
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perlu diwujudkan. Seiring dengan rencana pembangunan Provinsi Sumatera
Barat, maka di Kabupaten Tanah Datar juga diarahkan untuk mendirikan minimal
satu boarding school yang dikelola pada standar yang dapat diterima secara
nasional dan internasional. Kesemuanya diharapkan akan menjadikan Tanah
Datar sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan bagi kawasan sekelilingnya.
Selain itu, akan dihasilkan berbagai pemikiran dari Keislaman yang mampu
dijadikan sebagai pedoman untuk generasi mendatang. Dampak ikutannya adalah
semakin banyaknya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kecerdasan berpikir,
pengendalian emosional dan kecerdasan spiritual yang nantinya akan dapat
melahirkan manusia yang terampil dan islami. Pendidikan pesentren yang
berstandar nasional dan internasional dengan perpaduan metoda kembali ke
surau sebagai acuan dasar.

e. Terwujudnya Kesalehan Individu dan Kesalehan  Sosial

1) Pembangunan Agama perlu diarahkan untuk mencapai kesalehan individu dan
kesalehan sosial.

2) Guna meningkatkan kesalehan individu dan sosial diperlukan pendidikan
ajaran Islam sepanjang hayat dalam berbagai  jalur, jenjang dan jenis
pendidikan, melalui lembaga dan kurikulum yang bertujuan untuk memahami
dan mengamalkan ajaran Al-quran dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari.

f. Terwujudnya kepedulian sosial yang tinggi
Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk peduli satu sama lain. Ini
diwujudkan dalam bentuk zakat, infaq, sedeqah, waqaf, hibah dan warisan. Oleh
karena itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dana sosial
tersebut melalui badan dan/atau lembaga yang yang bertanggungjawab dan
terbuka (akuntabel dan transparan). Terwujudnya kepedulian sosial merupakan
salah satu pertanda penting bagi terwujudnya perilaku umat yang sesuai dengan
agama dan budaya sebagai ”energi” pembangunan untuk dapat mengangkat
harkat dan martabat masyarakat miskin ke arah yang lebih baik

g. Terbentuknya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat Dengan Kepastian
Hukum

1) Pemanfaatan tanah ulayat menurut hukum adat adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat baik yang berada dalam persekutuan nagari, dalam
persekutuan suku, maupun yang berada dalam persekutuan kaum.  Di
samping itu, keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat adalah sebagai
asset yang menjamin keberlangsungan silsilah dalam kekerabatan matrilineal
secara turun temurun. Oleh sebab itu, pembangunan diarahkan untuk
mempertahankan keberadaan tanah ulayat. Dalam hal ini tanah ulayat tidak
boleh diperjual belikan, sebab ia akan mengalami penciutan luas tanah dan
menimbulkan kemiskinan.

2) Berlandaskan kepada kenyataan atas kaedah-kaedah tentang ekonomi dan
sosial dari tanah ulayat, maka pembangunan diarahkan untuk melahirkan
Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan tanah ulayat. Maka kepastian
hukum melalui peraturan daerah atas tata kelola tanah ulayat menurut aturan
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adat perlu diatur sebagai pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban
terhadap tanah pusaka tinggi maupun pusaka rendah di dalam kaum, suku
dan nagari.

h. Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis dalam suasana Multikultur

Pembangunan kehidupan sosial diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani
yang menghargai multikultur.

5.1.2 Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintah yang Baik

a. Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum,
struktur, kelembagaan dan budaya hukum. Pembangunan materi hukum
dilakukan melalui kebijakan-kebijakan berikut :

1. Melakukan pembaruan produk-produk hukum daerah untuk menyesuaikan
dengan pembaruan dan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka
pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka pencapaian ini perlu disiapkan
perangkat hukum daerah yang mengatur peranserta masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan dan perizinan pemanfaatan sumber daya alam sebagai
salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel,
transparans dan akuntabel. Sebagai bagian dari pembaruan materi produk
hukum daerah perlu mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma adat
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi.

2. Mentransformasikan berbagai nilai-nilai kebajikan Minangkabau ke dalam
produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi
hukum. Dengan demikian, sejalan dengan peluang yang diberikan oleh
kebijakan desentralisasi dan juga pengakuan bahwa sistem hukum nasional
mencakup norma-norma hukum adat. Dalam pemuatan materi peraturan
daerah dapat menyerap nilai-nilai atau norma hukum adat yang pada
umumnya tidak tertulis menjadi norma-norma hukum yang tertulis. Dengan
transformasi norma-norma tidak tertulis menjadi norma-norma tertulis dapat
menjamin kepastian hukum dan dipahami secara lebih luas.

Pembangunan struktur atau kelembagaan hukum diarahkan pada upaya
terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang sadar hukum dan menghormati
hak-hak asasi manusia yang diwujudkan melalui :

1. Pembangunan kapasitas kelembagaan-kelembagaan hukum pemerintahan
daerah.

2. Membangun kapasitas kelembagaan-kelembagaan masyarakat adat yang
tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan nagari,
khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik sengketa internal dalam nagari
maupun sengketa antar-nagari, antar kelompok dalam masyarakat. Arah
pembangunan hukum ini diharapkan mampu mengatasi kecenderungan
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terjadinya tindak kekerasan dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu,
pembangunan bidang hukum perlu diarahkan pada upaya pembentukan
kesadaran dan kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat lewat
penyelesaian secara musyawarah mufakat.

3. Menyediakan sistem pemantauan dan pengelolaan kerawanan konflik-konflik
sosial yang timbul karena perebutan sumber daya alam seperti lahan, hutan,
dan air maupun karena kesalahpahaman identitas budaya dan agama. Ini
diperlukan karena sejauh ini berlum memiliki sistem pemantauan dan
pengelolaan konflik sosial agar konflik sosial tidak berkembang menjadi tindak
kekerasan. Pembangunan sistem pengelolaan kerawanan dan konflik-konflik
sosial selain memerlukan sistem pendataan dan pemantauan kerawanan dan
konflik-konflik sosial, juga  mendayagunakan serta bersinergi dengan
organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat adat lokal atau salingka nagari.
Sedangkan pembangunan budaya hukum dilakukan melalui pembangunan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini dapat
dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal terhadap masyarakat
pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

b. Terbangunnya Sinergisitas Antar-Pelaku Pembangunan

Upaya pertama yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Tata-
Pemerintahan yang baik adalah terbangunnya sinergitas antar-pelaku
pembangunan yang meliputi:  pemerintah dan birokrasi daerah, pelaku usaha dan
masyarakat. Dengan terbangunnya sinergitas antara berbagai komponen good
governance ini, maka sasaran yang hendak dicapai diarahkan secara bertahap
antara lain pada :

1. Perubahan paradigma pembangunan yang lama, yang menekankan
pendekatan top-down kepada bottom-up dan interaktif dan dengan sendirinya
juga diharapkan munculnya kesadaran baru bahwa kegiatan pembangunan
tidak lagi hanya semata-mata menjadi urusan pemerintah, melainkan juga
menjadi beban dan tanggung jawab bersama.

2. Pemerintah daerah akan lebih berperan sebagai “fasilitator” dalam mendorong
proses dan upaya untuk terbangunnya sinergi antar-komponen pelaku
pembangunan tersebut di atas.

3. Konsep “pembangunan terpadu” tidak lagi hanya sekedar retorika, melainkan
terlaksananya suatu koordinasi yang makin koheren dan solid, di samping
membuka partisipasi luas dari berbagai komponen masyarakat, baik pada
tingkat perencanaan penganggaran, implementasi dan maupun evaluasi
pembangunan.

4. Untuk memperkuat masyarkat nagari arah pembangunan ditujukan
berdasarkan  kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi
wilayah nagari untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan yang maju,
selaras, seimbang, adil dan demokratis dengan penguatan masyarakat nagari
yang modern, berbudaya dan selalu kokoh mempertahankan adat dan syara’
dalam kehidupan salingka nagari.
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c. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Partisipatif, Akuntabel dan
Transparan

 Pembangunan yang partisipatif bermakna bahwa dalam setiap proses
penyusunan rencana, anggaran dan perumusan kebijakan dan implementasi
pembangunan daerah rakyat diberi kesempatan berpartsipasi secara luas,
sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif dan
transparan sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Sejalan dengan hal
tersebut perlu pula diupayakan secara terus menerus keterpaduan antara
perencanaan dan penganggaran sehingga apa yang direncanakan akan dapat
sejalan dengan apa yang dilaksanakan.   Di samping itu, kegiatan
pengendalian (monitoring), evaluasi dan pengawasan perlu pula lebih
ditingkatkan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih
baik dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan.

d. Terciptanya Aparatur Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa

 Membangun secara berkelanjutan aparatur pemerintah yang bersih, bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik. Arah ini juga sejalan dengan visi dan arah
pembangunan nasional bidang hukum dan pemerintahan

e. Terwujudnya Fungsi Pelayanan Publik Yang Prima

 Pembangunan diarahkan bagi perbaikan pelayanan publik, terbangunnya
sistem pelayanan publik, pemanfaatan sistem pelayanan publik serta
tertatanya sistem pelayanan publik dengan standar baku sebagai wujud e-
government.

5.1.3 Mewujudkan Sumberdaya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi

a. Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Iman,
Taqwa dan Akhlak Mulia

1. Arus informasi dan globalisasi yang deras serta perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang pesat berdampak pada tantangan,
persaingan dan kesenjangan bagi sebagian warga Tanah Datar di samping
harapan hidup yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembangunan
pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua
(education for all) dan pendidikan sepanjang hayat (life long education).

2. Peranan manusia dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa semakin
lama semakin penting, oleh sebab itu pembangunan sumber daya manusia
perlu diarahkan pada penguatan kemampuan dasar kecakapan hidup,
keterampilan, sikap dan terbangunnya jiwa wirausaha. Pemenuhan
kemampuan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan formal, nonformal,
informasi dan berbasis masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu
dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, emosional dan spritual.
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Untuk itu menghasilkan generasi yang maju sangat ditentukan oleh
kehandalan institusi penyelenggara pendidikan karena pembangunan manusia
Tanah Datar diarahkan menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan fisik, mental,
emosional dan spritual. Untuk itu penyelenggara pendidikan untuk seluruh
jalur, jenjang dan jenis pendidikan perlu diarahkan untuk menghasilkan
manusia yang berkarakter yang khas. Kekhasan itu adalah cerdas, jujur,
disiplin, adil, peduli, beriman dan berbudaya. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka penyelenggaraan pendidikan berasrama (boarding school) sebagai
pelaksana pendidikan yang bermutu perlu ditingkatkan. Dalam jangka
panjang, sekolah kepesantrenan juga dapat dijadikan sebagai tempat
penyelenggara pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pembangunan
pendidikan di Tanah Datar diharapkan mampu melahirkan generasi yang
dapat bersaing pada tingkat nasional dan internasional serta memiliki dedikasi
pada daerah dengan sandaran iman dan taqwa.

3. Sangat disadari bahwa pembangunan manusia ditentukan oleh kualitas tenaga
dan kelembagaan pendidikan. Saat ini Tanah Datar dihadapkan pada masalah
kelembagaan dimana keberadaannya masih memiliki keterbatasan dalam hal
tenaga pendidik, buku paket,  peralatan dan sistem. Dengan demikian arah
pembangunan sumber daya manusia perlu didahului oleh penguatan
kelembagaan pendidikan dan kehandalan ketenagaan di bidang yang dijadikan
kekhususan untuk dikuasai oleh peserta didik. Pendidikan yang diharapkan
adalah pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga pendidik dan
kependidikan yang profesional pula serta buku dan peralatan yang memadai.
Pembangunan diarahkan untuk memiliki para pendidik, tenaga kependidikan,
buku dan peralatan yang berkualitas sehingga meningkatkan keberhasilan
pelayanan pendidikan di Tanah Datar.

4. Pada saat yang bersamaan, pengelolaan kelembagaan pendidikan perlu
diarahkan untuk menerapkan prinsip tata kelola pendidikan yang baik. Setiap
kecamatan diharapkan mampu menghasilkan kelembagaan pendidikan yang
bermutu. Dalam jangka panjang seluruh lembaga pendidikan telah
terakreditasi dan sebagian diantaranya perlu mendapat pengakuan sebagai
lembaga terakreditasi. Selanjutnya pembangunan manusia diarahkan kepada
penguasaan keterampilan hidup dan keterampilan lain yang sesuai dengan
bakat dan minat peserta didik. Penguasaan keterampilan pada lembaga
pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai daya
saing tinggi.

5. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompetitif, pembangunan
diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional
minimal satu, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
Pendidikan bertaraf internasional adalah penyelenggaraan pendidikan,
disamping menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, juga
menggunakan metode pengajaran dan subtansi materi yang bertaraf
internasional.
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b. Terwujudnya Derajat Kesehatan Tinggi dan Pelayanan Kesehatan
Merata

1. Generasi yang akan datang mesti dihasilkan dari generasi yang kuat. Dari hasil
analisis diketahui bahwa ketiga komponen yang dapat meningkatkan derajat
kesehatan diarahkan kepada perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat,
peningkatan input kesehatan yang seimbang dan peningkatan teknologi
kesehatan. Dengan demikian ketiga komponen ini dijadikan sebagai dasar
untuk mengatasi persoalan di  bidang kesehatan. Untuk mewujudkan hal ini,
sistem pelayanan dasar kesehatan mesti mampu memberikan pelayanan
preventif dan kuratif yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sehingga arah pengembangan pelayanan kesehatan dasar adalah menjamin
ketersediaan pelayanan dasar kesehatan. Saat bersamaan perlu pula didorong
pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar juga
dibarengi dengan semakin lengkapnya pelayanan dan infrastruktur pendukung
seperti sanitasi dan air minum untuk seluruh masyarakat. Sehingga dengan
sistem kesehatan yang ada hendaknya pembangunan kesehatan untuk
memperkecil dan menekan serendah mungkin jenis penyakit utama.
Diantaranya adalah ISPA, Tuberclosis, dan diarhoea, beserta kekurangan zat
gizi mikro lainnya.

2. Pelayanan kesehatan hendaknya juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan
rumah sakit, merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama
lainnya. Sehingga pada masa yang akan datang di Tanah Datar hendaknya
tersedia pelayanan kesehatan yang handal dengan fokus pelayanan kepada
beberapa jenis penjakit degeneratif seperti Stroke, Diabetes, dan injuries,
sebagai konsekwensi dari kecelakaan kerja dan berkembang pesatnya
kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan
untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat
memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan
dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan,
maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk
memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

c. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi

 Gizi adalah salah satu akar masalah di bidang kesehatan masyarakat Sumatera
Barat, khususnya pada kelompok ibu, anak balita dan manula. Dengan
demikian arah pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan
kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan
gizi secara seimbang, dan mampu menentukan pilihan yang terbaik baginya.
Dalam jangka panjang sistem keamanan pangan diarahkan untuk menjamin
agar tercapainya penyediaan dan distribusi pangan yang diperlukan oleh
seluruh masyarakat Sumatera Barat. Untuk memudahkan penjagaan
ketahanan pangan ini, maka peta karawanan pangan perlu disusun sehingga
dapat memperlihatkan pada wilayah administrasi mana kekurangan tersebut
terjadi. Di samping itu, peta ini juga dapat dijadikan sebagai basis untuk
perumusan kebijakan untuk penanggulangan ketahanan pangan dan gizi.
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Selanjutnya pembangunan gizi juga perlu diarahkan untuk mewujudkan
kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta
peningkatan pengetahuan tentang gizi.

d. Terwujudnya Kemampuan IPTEKS yang Maju dan Tepat Guna

 Masyarakat maju yang diinginkan sesuai dengan visi daerah ditandai dengan
adanya kemampuan IPTEKS yang maju dan terpakai. Karena itu  IPTEKS perlu
dipelajari dan dikembangkan oleh institusi pendidikan tinggi yang ada di Tanah
Datar. Upaya ini sebaiknya difokuskan untuk peningkatan nilai tambah
produksi barang dan jasa jasa. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan
peningkatan kemampuan IPTEKS yang ada di daerah, Kabupaten Tanah Datar
sangat mendukung didirikannya lembaga ‘Sains and Technology Park (Sain-
Tekno-Park) di Propinsi yang kemudian diharapkan akan mampu
mengakomodasi dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan
(Research and Development), baik dalam bentuk perbaikan proses produksi
Tanah Datar dengan menggunakan teknologi lebih maju, maupun penciptaan
produk-produk baru sesuai potensi daerah guna dapat mengembangkan
kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan keberadaan Sain-Tekno-Park
tersebut akan dapat pula mendorong peningkatan investasi, baik dalam
maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat
ditingkatkan yang selanjutkan akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

5.1.4 Mewujudkan Usaha Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia Global

1. Terwujudnya Usaha Pertanian Modern dan Agrobisnis yang Maju

a. Pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk melalui peningkatan produksi khususnya padi
agar mengalami kemajuan yang signifikan dengan harga yang terjangkau.

b. Untuk mengurangi ketergantungan penduduk terhadap pangan beras, maka
pembangunan diarahkan untuk diversifikasi pangan dengan menggunakan ubi-
ubian dan kacang-kacangan.

c. Untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap Pemerintah yang sangat
tinggi, pembangunan diarahkan pada pembinaan partisipasi dan kemandirian
masyarakat petani.

d. Sektor pertanian di Tanah Datar masih didominasi oleh usahatani tanaman
pangan yang menghendaki pengolahan tanah intensif, sedangkan kondisi
sumberdaya lahannya yang berombak dan bergelombang tidak mendukung
hal itu. Oleh karena itu, arah pembangunan pertanian adalah melakukan
revitalisasi pertanian dalam bentuk pengembangan kawasan sentra pertanian
modern dan agrobisnis maju yang meliputi kegiatan pra panen dan pasca
panen, termasuk pengolahan hasil (agro-industri) dan pemasaran, baik dalam
maupun luar negeri, sehingga diperoleh nilai tambah yang tinggi secara
berkelanjutan.

e. Karena terjadinya indikasi perpindahan usaha masyarakat ke usaha lain, maka
pendapatan petani tidak lagi memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Untuk
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itu perlu diarahkan pembangunan dibidang pertanian yang dibarengi dengan
usaha lainnya yang sejenis untuk dijadikan sebagai nilai tambah pendapatan
bagi petani secara berkelanjutan.

2. Terwujudnya Sektor Industri berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)

Semenjak 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada
Sektor Industri di Tanah Datar menunjukkan perkembangan yang meningkat dan
signifikan, tetapi daya saing produk utama UKM masih rendah. Oleh karena itu,
pembangunan sektor diarahkan pada :
a. Industri yang ada harus memiliki keterkaitan antara hulu dan hilir, sehingga

nilai produk meningkat.
b. Terbangunnya industri yang mengolah produk unggulan yang siap dipasarkan

ataupun produk setengah jadi.
c. Terbangunnya industri rumah tangga yang memiliki diversifikasi dan

keterkaitan dengan kelompok buah-buahan ataupun sayuran.
d. Terbangunnya usaha kerakyatan skala kecil dan menengah, terutama yang

terkena dampak krisis ekonomi.

3. Terwujudnya kehutanan  yang bernilai ekonomi dan lestari

a. Pembangunan diarahkan untuk berorientasi pada pengambilan hasil nonkayu.
b. Menyelamatan sumberdaya hutan, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di

sekitar kawasan hutan, mempertahankan tata air dan meningkatkan fungsi
hutan Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur lingkungan hidup, sumber
pendapatan, dan penyangga air dari danau dan beberapa sungai yang
mengalir di kawasan Daerah ini.

c. Mensosialisasikan dan merealisasikan beberapa konvensi lingkungan yang
telah disepakati dalam skala internasional.

4. Terwujudnya Kegiatan Jasa (Service Industries) yang Efisien

Fakta yang terlihat dari komposisi nilai tambah dalam PDRB Tanah Datar
menunjukkan bahwa kegiatan jasa yang meliputi perdagangan, transportasi,
keuangan dan jasa pada tahun 2005 ternyata mencapai 6.4%. Pembangunan
ekonomi produktif diarahkan pada terwujudnya pengembangan kegiatan jasa
dan memberikan dampak yang sangat besar bagi penciptaan lapangan kerja
serta penanggulangan kemiskinan. Kegiatan jasa ini meliputi : usaha
perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi dan komunikasi
serta jasa-jasa umum lainnya.

5.Terwujudnya Koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi
kerakyatan

a. Pembangunan diarahkan untuk mengembangkan koperasi yang sehat,
efisien, dan mandiri dengan cakupan usaha yang luas dan tata kelola yang
baik.
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b. Pengembangan sumberdaya manusia pengelola koperasi diarahkan agar
mampu membangun citra koperasi yang positif, efektif, dan professional
sebagai wadah penggalangan kekuatan ekonomi rakyat.

c. Mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang terbuka dan menarik
bagi anggota dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam berinvestasi.

d. Mengembangkan usaha kecil menengah dalam meningkatkan daya saingnya.

6. Terwujudnya Tanah Datar sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan
Internasional

a. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk menata objek wisata alam dan
budaya yang begitu indah di Tanah Datar, dan melengkapi dengan sarana dan
prasarana wisata yang memadai, sehingga menarik bagi para wisatawan untuk
berkunjung dan tinggal lebih lama di Tanah Datar.

b. Mengembangkan sektor pendukung industri pariwisata seperti perhotelan dan
restoran, biro perjalanan, industri kerajinan, dan cendera mata.

c. Mengoptimalkan promosi wisata di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
d. Membenahi pengelolan manajemen pariwisata.
e. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk mendukung pariwisata

7. Meningkatkan pemanfaatan potensi Pertambangan dan Energi

a. Pembangunan energi listrik diarahkan untuk menjangkau ke seluruh
Jorong/masyarakat di Tanah Datar dan mencukupi untuk melayani kegiatan
industri.

b. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan diversifikasi bahan bakar dalam
masyarakat Tanah Datar, sehingga dapat mencukupi bagi perkembangan
penduduk selama 20 tahun ke depan.

c. Pembangunan Sumber daya tambang diarahkan untuk mengetahui besar
depositnya, sehingga dapat menarik investasi.

d. Pengembangan usaha pertambangan rakyat (pasir urug, batu, tanah liat,
batubara, dll) di arahkan supaya memiliki izin, serta tidak merusak lingkungan
dan membahayakan masyarakat.

5.1.5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumberdaya
Alam Berkelanjutan

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
prinsip kelestarian sumberdaya (resources sustainability) yang menekankan
keterpaduan antara prisip produktivitas dan konservasi sumberdaya dalam mencapai
tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga:

1. Terjaminnya pemanfaatan sumberdaya alam secara terpadu antara land use
planning (tata guna lahan) dengan konservasi melalui adanya kesepakatan antar
sektor/pemda tentang rencana pengelolaan tata ruang kabupaten  berdasarkan
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pada potensi  dan karakteristik sumberdaya alam sebagai stok penyimpan jasa
lingkungan sehingga terjaminnya kepentingan publik terhadap stok komoditas.

2. Tercapainya keseimbangan ekologis sebagai sistem penyangga kehidupan melalui
perencanaan DAS Terpadu dengan melibatkan penduduk dalam perencanaan
dengan sasaran terukur dapat menaikkan pendapatan masyarakat tahun 2010-
2015.

3. Terjaminnya kuantitas dan kualitas hutan, lahan dan  air sepanjang tahun dengan
menaikkan daya dukung lingkungan dengan adanya wilayah perencanaan
berdasarkan ekoregion dan nilai-nilai budaya lokal.

4. Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam  menjadi pola
pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada trimarta: ekonomi-sosial-
ekologi.

5. Meningkatkan  peran, fungsi dan tanggung jawab setiap sektor/dinas terkait
dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak sekedar
melaksanakan tupoksinya, tetapi seharusnya sudah melahirkan inovasi-inovasi.

6. Memperkuat sistem informasi  sumberdaya alam berupa lahan, hutan , air, bahan
mineral/tambang, potensi iklim, geothermal, telaga dalam mendukung
perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan prediksi akan ancaman bencana
alam: kekeringan, kebanjiran, longsor serta pengaruh perubahan iklim global
dalam mengurangi resiko usaha pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan,
energi, kehutanan, dan sektor-sektor lainnya.

7. Pemberdayaan masyarakat lokal, nilai-nilai budaya dan kelembagaannya yang
terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan harus didorong
partisipasinya oleh dinas/instansi terkait mulai dari perencanaan.

8. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam suatu DAS
dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya (resources
sustainability) yang menekankan antara prinsip produktivitas dan konservasi
sumberdaya dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS.

9. Terpeliharanya kawasan konservasi alam, lingkungan hijau, asri dan lestari.
Peningkatan aktifitas masyarakat menyebabkan permintaan terhadap lahan
meningkat dengan pesat. Akibatnya jika tidak dikendalikan dengan baik, kawasan
konservasi akan berubah menjadi kawasan budidaya. Konservasi ini menyebabkan
luas kawasan konservasi semakin berkurang. Di samping itu, ekploitasi terhadap
sumber daya dan sumber daya hayati berupa flora dan founa tidak terhindarkan.

10. Terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik.
 Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas dalam kehidupan masyarakat

menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan, polusi udara, dan penurunan
kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

11. Terbinanya prilaku masyarakat sadar lingkungan.
 Perilaku masyarakat sangat menentukan kualitas lingkungan hidup. Tingkatan

kesadaran lingkungan masyarakat yang rendah menyebabkan gangguan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

95

terhadap lingkungan tidak terkendali yang berujung pada kerusakan
lingkungan hidup.

12. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam secara berkesinambungan.
 Perwujudan lingkungan hidup yang baik tidak dimaksudkan untuk

menghalangi pemanfaatan lahan atau sumberdaya alam untuk pembangunan,
tetapi menjaga keseimbangan antara konservasi dan konversi sumberdaya
alam sehingga tercipta pembangunan yang tidak mengganggu lingkungan
hidup.

Prinsip keberlanjutan (sustainability) harus menjadi acuan bersama dalam mengelola
sumberdaya alam dan pengelolaan DAS Terpadu, ketiga fungsi ekologis, ekonomi dan
sosial budaya (trimarta) dalam pemanfaatan sumberdaya dalam wilayah ini dapat
terjamin secara seimbang yang dalam pelaksanaannya didasarkan kesepakatan
bersama melalui suatu mekanisme partisipatif dan adaptif, sehingga terciptanya
keterpaduan program-program sektoral, baik di dalam pemerintahan maupun
stakeholder terkait.

5.1.6 Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana

a. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang handal yang
mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat

 Sarana dan prasarana transportasi merupakan penggerak pertumbuhan
ekonomi. Masih banyaknya sentra-sentra ekonomi yang belum terhubungkan
dengan sarana transportasi memerlukan jaringan prasarana jalan dan
jembatan yang baru. Di samping pembukaan jaringan jalan baru,
pemeliharaan jalan yang sudah ada juga perlu dilakukan mengingat
kerusakan jalan akan mempengaruhi aksesibilitas masyarakat. Kehandalan
sarana prasarana juga perlu diperhatikan mengingat kondisi lingkungan yang
berpotensi menimbulkan bencana alam. Untuk itu, arah pembangunan sarana
transportasi adalah meningkatkan aksesibilitas dan kehandalannya.

 Banyak lokasi pemukiman masih berada di daerah rawan bencana seperti
lokasi pusat gempa, lokasi rawan banjir bandang, serta lokasi rawan longsor.

b. Terwujudnya kebutuhan sumber daya air untuk pemenuhan lahan
pertanian
 Kondisi geografis dengan perbedaan tinggi yang signifikan memungkinkan

penyaluran air ke lokasi lahan yang tersedia. Untuk itu arah pembangunan
sumberdaya air adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan
kuantitas saluran irigasi.

c. Terwujudnya kecukupan air bersih bagi masyarakat
 Pembangunan air bersih diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan

kualitas air bersih.
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d. Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sumber
daya air.
 Pembangunan diarahkan untuk menerbitkan Perda Irigasi Partisipatif sebagai

acuan operasional, terbentuknya Komisi Irigasi Kabupaten dan pelaksanaan
sosialisasi ke masyarakat dalam pengelolaan dan memanfaatan sumber daya
air.

e. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan
memanfaatkan sumber daya air.
 Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya air.

f. Terwujudnya kebutuhan sarana informasi dan komunikasi yang
diperlukan masyarakat
 Untuk itu arah pembangunan informasi dan komunikasi dilakukan untuk

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi.

g. Terwujudnya kebutuhan energi listrik yang diperlukan masyarakat
 Pembangunan energi listrik diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber

energi yang belum termanfaatkan seperti energi air, batubara, panas bumi,
radiasi matahari, angin, biodiesel dan lain-lain.

h. Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang sehat dan aman bencana
 Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas rumah yang sehat dan aman terhadap bencana serta
peningkatan kualitas lingkungan.

5.1.7 Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

a. Terwujudnya tata ruang yang harmonis yang dilaksanakan secara
konsisten

 Tata ruang yang harmonis antar sektor serta lingkungannya akan
menghasilkan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi penghuninya. Sering
tumpang tindihnya lokasi-lokasi kegiatan tertentu, menyebabkan satu sama
lainnya tidak bersinergi yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisien.
Untuk itu arah kebijakan pembangunan tata ruang masih dilakukan untuk
pengaturan tata ruang dengan penegakan hukum yang konsisten.

b. Terwujudnya perkembangan wilayah sesuai dengan potensinya

 Wilayah-wilayah di Tanah Datar memiliki kondisi yang berbeda-beda
tergantung potensi yang dimiliki. Secara umum ada dua kondisi yaitu kondisi
wilayah yang memiliki potensi yang dapat dipercepat perkembangannya dan
kondisi yang masih memerlukan usaha yang besar untuk perkembangannya.
Mengingat terbatasnya anggaran, arah pengembangan wilayah dilakukan
untuk memaksimalkan potensi wilayah disesuaikan dengan kondisinya.
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 Meningkatnya aktifitas pelayanan di Kota Batusangkar, sehingga status
sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dapat ditingkatkan menjadi Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW).

5.2 Tahapan Pembangunan Daerah dan Skala Prioritas

Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang
Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025 secara bertahap, jelas dan konkrit,
diperlukan pentahapan pembangunan daerah dan skal prioritas untuk masing-masing
periode 5 tahunan. Tahapan dan skala prioritas tersebut berisikan capaian dan
sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan pada masing-masing tahap
pembangunan. Oleh karena itu, skala prioritas pada masing-masing tahapan
pembangunan akan berbeda-beda, tapi semuanya itu harus berkesinambungan dari
satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan
jangka panjang yang telah ditetapkan di atas. Pentahapan dan skala prioritas
pembangunan tersebut nantinya akan dirinci lebih lanjut dalam strategi, kebijakan
dan program pembangunan jangka menengah pada masing-masing RPJM. Dengan
demikian, akan dapat dilihat dengan jelas “Road Map” pembangunan Kabupaten
Tanah Datar dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang daerah. Setiap arah
pembangunan masing-masing misi pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan
di dalamnya pentahapan dan skala prioritasnya untuk masing periode RPJM, baik
secara umum maupun sektoral. Prioritas pada masing-masing tahapan dapat
abstraksikan menjadi beberapa prioritas untuk setiap arah pembangunan daerah
utama pembangunan. Skala prioritas pembangunan ini menggambarkan makna
strategis dan urgensi permasalahan pembangunan. Atas dasar pertimbangan
tersebut, pentahapan dan skala prioritas yang diperlukan dalam mewujudkan visi, misi
dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Datar periode 2005-2025
adalah sebagai berikut :

5.2.1 RPJM Ke-1 (2005-2010)

 Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamais dalam RPJM ke-1, perlu
diberikan prioritas pembangunan untuk :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantiítas sarana ibadah
b. Melakukan pencerahan pemahaman kepada tokoh-tokoh dan pemuka

masyarakat.

2. Dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang  beradat dan berbudaya
perlu diberikan perioritas pembangunan untuk :
a.  Menyediakan Lembaga pendidikan dan pewarisan nilai-nilai adat di Tingkat

Kabupaten.
b. Melaksanakan pencerahan pemahaman Adat dan budaya kepada

para tokoh Adat, agama pada tingkat kabupaten.
c. Melaksanakan inventarisasi produk adat dan budaya (benda dan tak

benda) di Kabupaten Tanah Datar.
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d. Membuat buku sejarah dan monografi adat dan budaya setiap nagari.

3. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian
Hukum, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terlaksananya inventarisasi dan konsolidasi pemilik ulayat
b. Terlaksananya pemetaan tanah ulayat berikut pemiliknya

4. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar  Sebagai Pusat Pendidikan
Adat Yang Islami, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terlaksananya revitalisasi terhadap lembaga pendidikan agama, terutama

pasantren yang sudah ada
b.  Terdapatnya landasan  kuat bagi  pendidikan bernuansa agama.

5. Dalam rangka mewujudkan  Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia
pembangunan perlu diarahkan kepada terlaksananya revitalisasi kurikulum
lembaga pendidikan agama yang dapat membentuk Masyarakat berbudi luhur
dan Berakhlak Mulia;

6. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Berkesalehan sosial secara
berkelembagaan, pembangunan perlu diarahkan kepada:
a. Semakin optimalnya  pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak dan

sedekah.
b. Terlaksananya penerapan sistem perbankan syariah.

7. Dalam rangka mewujudkan Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana
Multikultur pembangunan perlu diarahkan kepada :
a.  Terlaksananya pendataan penduduk menurut etnis.
b. Terlaksananya Pengkajian budaya dan tingkah laku etnis penduduk daerah

 Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan
Demokratis, maka arah pembangunan dalam RPJM ke-1 ini diprioritaskan pada
penguatan kapasitas kelembagaan hukum, baik aparat penegak hukum
maupun sarana dan prasarana hukum. Arah pembangunan yang perlu
diwujudkan pada tahap ini adalah :

a. Melakukan pembaruan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang
berkeadilan dan tidak diskriminatif, di samping pembenahan produk-
produk hukum daerah untuk menyesuaikannya dengan pembaruan dan
perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan
pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia (HAM). Dalam rangka ini perlu penyiapan dan penyusunan
perangkat hukum daerah yang mengatur peran serta masyarakat dalam
proses pembuatan kebijakan dan perizinan pemanfaatan sumber daya
alam sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik,
kredibel, transparan dan akuntabel.
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b. Mentransformasikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau ke dalam
produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi
hukum. Upaya ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang
memungkinkan tiap daerah untuk merevitalisasi dan mengaktualisasikan
nilai-nilai dan tradisi masyarakat ke dalam produk-produk hukum daerah
dengan tetap memperhatikan keberagaman dan hak-hak asasi manusia.
Mengingat nilai-nilai atau norma hukum adat pada umumnya tidak tertulis,
perlu diupayakan penyusunan norma-norma hukum tertulis. Dengan
transformasi norma-norma tidak tertulis menjadi tertulis akan dapat
menjamin kepastian hukum dan dipahami secara lebih luas.

c. Membangun kapasitas kelembagaan hukum pemerintahan daerah,
terutama kelembagaan yang berada di bawah kewenangan daerah.
Pembangunan kelembagaan hukum pemerintah daerah pada tahap ini
diarahkan untuk terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang sadar
hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

d. Membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat, khususnya
kelembagaan adat dan pemerintahan nagari dalam pengelolaan dan
penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. Arah pembangunan
hukum ini didasarkan pada kecenderungan selama ini, bahwa kelompok-
kelompok masyarakat lebih sering menggunakan tindak kekerasan dalam
penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, pembangunan bidang hukum perlu
diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran dan kemampuan
kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah
menurut hukum atau secara musyawarah mufakat.

2. Untuk dapat mewujudkan sinergitas antar-pelaku pembangunan di lingkungan
Pemda Tanah Datar, maka prioritas utama pada RPJM Ke-1 diletakkan pada
upaya untuk merumuskan kembali kebijakan dan penguatan kapasitas
koordinasi internal antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di samping
itu, perlu koordinasi eksternal dengan masyarakat, serta dunia usaha serta
kelompok- kelompok kepentingan lainnya. Sejalan dengan upaya pemantapan
koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh
masing-masing SKPD, sangat penting pula dilakukan pembenahan kapasitas
aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan
transparan, prioritas arah pembangunan pada tahapan ini dilakukan melalui
upaya :
a. Mempersiapkan pola rekruitmen dan pengembangan karir pegawai daerah

yang berorientasi sistem mutu (Merit System) agar aparatur pemerintah
yang cakap, bersih dan berwibawa. Aparatur pemerintah yang makin
profesional memungkinkan terbuka akses bagi masyarakat, dalam setiap
tingkat pengambilan keputusan pembangunan.

b. Memantapkan tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan
transparan, melalui  pengembangan kapasitas birokrasi yang menguasai
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dan mengoperasikan dengan teknologi informasi (e-government).
Pengembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan
dapat meningkatkan pelayanan publik.

c. Memantapkan pelaksanaan reorganisasi kelembagaan pemerintahan untuk
mewujudkan birokrasi yang lebih efiesien dan efektif.

4. Dalam rangka mengupayakan terlaksanya pelayanan publik yang prima, setiap
SKPD menyusun stándar pelayanan minimum dan melaksanakannya secara
konsisten dan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik dapat dimaksimalkan.

5. Dalam upaya pemantapan otonomi daerah dan desentralisasi perlu dilakukan
langkah-langkah berikut:
a. Menghindari terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui

penegakan hukum, serta perumusan kebijakan yang berpihak kepada
rakyat.

b. Dalam upaya penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya yang
dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dihindari
timbulnya potensi konflik sosial baik secara horizontal maupun vertikal
dalam penggalian sumber- sumber dimaksud.

c. Perlu diperkuat partisipasi masyarakat, melalui pemberdayaan modal sosial
nagari dalam pembangunan daerah.

 Pembangunan Ekonomi

Arah kebijakan dalam pembangunan jangka menengah, untuk memacu laju
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi.
2. Mewujudkan transformasi struktural dalam perekonomian daerah ke arah

penurunan sektor pertanian dan peningkatan peran sektor-sektor pendukung
pertanian.

3. Meningkatkan peran sektor listrik dan air bersih dalam pembangunan.
4. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian.
5. Meningkatkan daya saing produk-produk industri kecil dan menengah.
6. Mengoptimalkan sistem distribusi dan fungsi pasar-pasar yang ada di

Kabupaten Tanah Datar.
7. Melakukan pemberdayaan pasar serikat A dan B.
8. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam.
9. Mengoptimalkan Investasi Pemda.

10. Mengoptimalkan penggalian/pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah.
11. Meningkatkan kualitas SDM pelaku serta sarana dan prasarana pendukung

Pariwisata.
12. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu.
13. Meningkatkan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja.
14. Meningkatkan sarana penunjang pembangunan untuk meningkatkan

perekonomian rakyat.
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 Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dengan
arah kebijakan dan pentahapan pembangunan daerah kabupaten Tanah Datar,
terutama dalam rangka mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik dan
Lestari dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, dimana arahnya telah
dicantumkan pada Bab 5.1.5.
1. Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam  Terpadu
 Untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan

resources sustainability sehingga lahirnya keterpaduan antar sektor
berdasarkan tata ruang kabupaten dan propinsi dengan wilayah
perencanaan berdasarkan eko-region.

2. Mengembangkan Pencapaian Keseimbangan Ekologis Sebagai Penyangga
Kehidupan Dalam Pengelolaan DAS Terpadu.
 Untuk pencapaian keseimbangan ekologis dalam penyangga kehidupan

dalam pengelolaan DAS Terpadu  harus melibatkan stakeholder, regulator,
development dan user dalam berpartisipasi secara moral membangun
keseimbangan ekologi sumberdaya alam yang berbasiskan ekosistem
sehingga terbangun tanggungjawab bersama dalam mengisi
pembangunan.

3. Peningkatan Penjamin Kuantitas dan Kualitas Hutan, Lahan dan Air
 Dalam rangka untuk dapat menaikkan daya dukung lingkungan

sumberdaya alam berdasarkan perencanaan eco-region dan partisipasi
aktif masayarakat sehingga dapat menjamin keberlanjutan pembangunan
berkelanjutan melalui penetapkan wilayah  pengembangan berdasarkan
fungsi kawasan  yang telah ditetapkan oleh UU Tata Ruang berupa  fungsi
kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya serta fungsi kawasan
pengembangan tertentu.

4. Peningkatan Peran dan Landasan Trimarta Pembangunan Berkelanjutan
 Untuk mencapai keberlajutan pembangunan berbasiskan pertanian,

dimana driving forces pembangunan Kabupaten Tanah Datar didominasi
oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, maka perlu ada pencapaian
keseimbangan aspek-aspek ekonomi-ekologi–sosial dalam rangka
pembangunan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan
kesinambungan pembangunan tanpa menimbulkan dampak lingkungan
yang merugikan pada generasi mendatang.

5. Meningkatkan Tupoksi dan Inovasi Sektor/Dinas Dalam  Pemanfaatan SDA.
 Untuk mengantipasi tuntutan dan kebutuhan stakeholder dan kemajuan

pembangunan ke depan maka diharapkan seluruh  dinas/sektor terkait tidak
hanya lagi terikat dengan tupoksi masing-masing satker, tetapi ke depan
yang lebih penting adalah satker dapat menghasilkan inovasi-inovasi dan
model-model dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  melalui
kerjasama dengan center excellent yang ada dalam mengaplikasikan hasil
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hasil riset dan pengembangan untuk menambah nilai tambah dalam
pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan.

6. Membangun Sistem Informasi Sumberdaya  Alam
 Tujuannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

dan lingkungan harus didasarkan pada database sumberdaya alam yang
dimiliki berdasarkan potensi SDA dan lingkungan.

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Lokal
 Tujuan dari program ini adalah bagaimana tercapai role sharing dalam

pemanfaatan sumberdaya alam antara regulator, developer, user dan
stakeholder/masyarakat dalam membangun kebersamaan dan tanggung
dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan monitoring
evaluasi suatu program/kegiatan pembangunan sehingga terbangunnya
pembangunan partisipatif.

8. Pengembangan Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu
 Pengelolaan DAS Terpadu adalah proses perumusan tujuan bersama

pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam
mencapai tujuan bersama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan
pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan
DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik,  sosial budaya,politik,
ekonomi dan kelembagaan. Pengelolaan DAS Terpadu berdasarkan
kesepakatan bersama melalui mekanisme partisipatif dan adaptif.

 Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Dalam mengupayakan terwujudnya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan
Dilandasi Moral Agama, maka prioritas pada periode RPJM pertama diletakkan
pada selesainya infrastruktur dasar kelembagaan pendidikan yang telah ada di
Tanah Datar, baik jenjang pendidikan rendah, menengah dan tinggi dan
terakreditasi. Internal manajemen institusi pendidikan dan efisiensi organisasi
pendidikan dihasilkan. Program pembangunan pendidikan perlu dituntaskan
pada penyelesaian kebutuhan informasi dan membiasakan perencanaan
berbasiskan analisis evaluasi diri. Pada saat bersamaan institusi pendidikan
diharapkan mulai memilih prioritas peningkatan mutu. Guru dan Dosen selesai
dipetakan dan kelayakannya dalam melaksanakan proses pembelajaran
diharapkan sudah terpenuhi menurut standar pendidikan.

2. Untuk dapat mewujudkan Derajat Kesehatan dan Gizi yang Tinggi, maka
dilakukan upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan
ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi serta peningkatan
kualitas kesehatan lingkungan.

3. Dalam rangka mewujudkan Kemampuan IPTEKS Yang Tinggi dan Tepat
Guna, maka pada periode RPJM ke-1 selesai pemetaan antara ketersediaan
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produk IPTEKS baru dengan kebutuhan masyarakat. Tersedianya suatu sistem
dan tempat sains park, dan berdirinya lembaga-lembaga pengembangan
teknologi dan inovasi guna mewujudkan produk-produk baru sesuai
permintaan pasar.

 Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang handal dan
aman bencana, dalam RPJM ke-1 akan dilakukan peningkatan aksesibilitas
melalui pembukaan jalu-jalur jalan baru serta pembangunan jalan/jembatan
dan peningkatan kualitas jalan/jembatan. Pembangunan dan peningkatan
jalan/jembatan diprioritaskan pada daerah-daerah yang terisolir dan sentra-
sentra produksi.

2. Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keamanan lalu lintas, dalam RPJM
ke 1 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas, meliputi rambu
lalu lintas, marka jalan dan traffic light. Disamping itu juga dilaksanakan
peningkatan kualitas terminal angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

3. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sumberdaya air untuk lahan pertanian,
pada RPJM 1 akan dilakukan kajian terhadap potensi sumberdaya air yang
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi strategis sehingga terjadi
peningkatan luas areal beririgasi. Di samping itu, pemeliharaan/rehabilitasi
saluran irigasi yang ada juga dilakukan.

4. Dalam rangka mewujudkan Koordinasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
sumber daya air, dalam RPJM 1 akan dilakukan penyiapan sistem dan regulasi
tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

5. Dalam rangka merwujudkan kecukupan air bersih bagi masyarakat, pada RPJM
1 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan
perdesaan.

6. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan telekomunakasi, pada RPJM 1 akan
dicapai peningkatan sarana telekomunikasi terutama di daerah yang terisolir.

7. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan energi listrik, pada RPJM 1 akan
dilakukan pemetaan terhadap potensi energi yang ada. Kemudian peningkatan
jumlah energi dilakukan dengan pembangunan sumber energi listrik yang
berasal dari sumber daya air.

8. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sarana pemukiman yang  sehat dan
aman pada RPJM 1  akan dilakukan evaluasi kondisi eksisting rumah yang ada
terhadap aspek kesehatan. Kemudian dilakukan peningkatan terhadap kualitas
rumah. Lingkungan pemukiman yang sehat diperoleh dengan membangun
drainase yang baik serta sistem pembuangan sampah yang  efektif.
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 Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

a. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang harmonis, dalam RPJM ke-1 ini
akan dilakukan kajian terhadap kondisi eksisting tata ruang yang ada termasuk
pembuatan dokumen tata ruang yang belum ada. Dokumen ini akan menjadi
referensi dalam pengelolaan yang dilakukan secara konsisten.

b. Dokumen-dokumen yang ada dilanjutkan dengan penyusunan peraturan
daerah (perda) sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk
diimplementasikan.

c. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang maju dan merata untuk
semua wilayah, dalam RPJM ke-1 ini akan dilakukan  kajian terhadap kondisi
eksisting masing-masing kawasan strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil
kajian dilakukan strategi pengembangannya secara efektif dan efisien.

5.2.2 RPJM Ke-2 (2011-2015)

a. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis dalam RPJM ke-2, perlu
diberikan prioritas pembangunan untuk :
a. Terlaksananya pemantapan agama untuk tokoh agama, tokoh adat,

pemuka masyarakat lainnya serta  pemuda dan Penyelenggara
Pemerintahan

b. Semakin meningkatnya kualitas sarana-prasara peribadatan.

2. Dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang  beradat dan
berbudaya perlu diberikan perioritas pembangunan untuk :
a. Menyediakan lembaga pendidikan dan pewarisan nilai-nilai adat di tingkat

nagari.
b. Terlaksananya pencerahan pemahaman Adat dan budaya kepada para

tokoh Adat, tokoh Agama dan pemuka masyarakat lainnya, serta pemuda
(generasi penerus) termasuk penyelenggara pemerintahan.

c. Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga dan ritual adat, serta
budaya di setiap nagari;

d. Lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Adat dan Budaya di
Kabupaten Tanah Datar.

e. Terlaksananya pelestarian situs budaya dan rumah adat yang memiliki
sejarah budaya.

3. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian
Hukum, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terlaksanannya kesepakatan KAN seluruh Nagari di Kabupaten Tanah

Datar tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat.
b. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat
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4. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar  Sebagai Pusat Pendidikan
Adat Yang Islami, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Meningkatnya fasilitas dan Kualitas lembaga pendidikan Agama.
b.Terdapatnya manajemen sekolah bernuansa Islam dan budaya Minangkabau

5. Dalam rangka mewujudkan  Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia
pembangunan perlu diarahkan kepada  Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan membentuk karakter berbudi  dan akhlak Mulia

6. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Berkesalehan sosial secara
berkelembagaan, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Meningkatnya pemahaman masyarakat   tentang kesalehan sosial
b. Semakin mantapnya penerapan sistem perbankan syariah.

7. Dalam rangka mewujudkan Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Suasana
Multikultur pembangunan perlu diarahkan kepada terlaksananya penyuluhan
budaya multikultur.

b. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan (sinergitas) antara pemerintah,
masyarakat dan pelaku usaha, upaya yang perlu dilakukan dalam RPJM ke-2
ini adalah melanjutkan pengembangan kelembagaan pemerintahan yang ada
sekarang di daerah sehingga memungkinkan terwujudnya sinergitas. Sejalan
dengan hal tersebut pada tahap ini perlu diwujudkan tata-kelola dan pola
kerjasama yang baik guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah.

2. Guna dapat mewujudkan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
maka arah pembangunan pada periode ini prioritas diletakkan pada
pemantapan sistem pembinaan karir yang  diikuti dengan peningkatan kualitas
aparatur daerah agar menjadi lebih professional dalam pelaksanaan tugasnya.
Di samping itu, pembinaan karier aparatur berdasarkan Merit System juga
terus dilanjutkan dan ditingkatkan secara menyeluruh untuk semua organisasi
perangkat daerah.

3. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan
Demokratis, maka arah pembangunan dalam tahap ini diprioritaskan pada
pembaruan materi hukum daerah tetap dilanjutkan, tetapi prioritas diarahkan
pada pembangunan struktur atau kelembagaan hukum. Pembangunan
struktur atau kelembagaan hukum difokuskan pada melanjutkan
pembangunan atau penguatan kelembagaan-kelembagaan hukum di daerah.
Melaksanakan pendidikan hukum dasar bagi para fungsionaris adat guna
memperkuat kapasitas pembuatan peraturan nagari dan penyelesaian
sengketa-sengketa adat maupun sengketa-sengketa perebutan sumber daya
alam. Kemudian secara bertahap diteruskan pula berbagai upaya untuk
melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan sistem pemantauan dan
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pengelolaan kerawanan dan konflik sosial yang telah dimulai sejak RPJM ke-1.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada periode
RPJM ke-2 ini upaya yang telah dirintis pada RPJM ke-1 melalui peningkatan
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pada umumnya dan generasi
muda pada khususnya melalui pendidikan formal maupun informal, sehingga
terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.

4. Guna dapat  dapat mewujudkan Pelayanan Publik Prima, pada periode RPJM
ke-2 ini upaya Pemerintah Daerah perlu diprioritaskan untuk meningkatkan
penyediaan dan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk meningkatkan
pelayanan pada masyarakat. Termasuk di dalamnya pengembangan data-base
di setiap organisasi perangkat daerah. Melalui penggunaan teknologi informasi
tersebut akan dapat diberikan pelayanan secara lebih cepat dan murah tanpa
terikat pada jarak dan rentang kendali pelayanan.

5. Dalam upaya pemantapan proses otonomi daerah dan desentralisasi pada
periode ini  diprioritaskan pada upaya melanjutkan program pada RPJM ke-1.
Dalam hal ini diarahkan pada upaya penguatan kelembagaan dan kapasitas
pemerintahan daerah, di samping pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini
termasuk penguatan daya saing usaha lokal dan perluasan partisipasi
masyarakat warga dalam mengontrol pembangunan, korupsi, serta
meminimalisasi konflik sosial, dan efektifitas pendayagunaan modal sosial
daerah.

c. Pembangunan Ekonomi

Berlandaskan pada pelaksanaan dan hasil  pencapaian dari RPJM ke 1 maka
penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM ke 2 ini secara umum
ditujukan untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan
kerja serta revitalisasi sektor unggulan ádalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis yang Maju.

Pembangunan pertanian dengan melakukan revitalisasi pertanian dalam
bentuk pengembangan kawasan sentra pertanian modern dan agrobisnis maju
yang meliputi kegiatan pra panen dan pasca panen, termasuk pengolahan
hasil (agro-industri) dan pemasaran melalui koperasi dan/atau wadah
kelembagaan lainnya, baik dalam maupun luar negeri, sehingga diperoleh nilai
tambah yang tinggi secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian ini juga
diarahkan untuk pemantapan pelaksanaan regulasi dan deregulasi dalam
rangka mendorong investasi.

2. Terwujudnya Sektor Industri berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)
Pembangunan di sektor industri dilakukan melalui menumbuhkan Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang terkait antara hulu dan hilir untuk meningkatkan daya
saing produk utama UKM.
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3. Terwujudnya kehutanan yang bernilai ekonomi dan lestari
Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada pengambilan hasil non kayu
(lebah madu, sarang walet, Rotan dan lainnya). Menyelamatkan sumberdaya
hutan, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan hutan,
mempertahankan tata air dan meningkatkan fungsi hutan Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur lingkungan hidup, sumber pendapatan, dan penyangga
air dari danau dan beberapa sungai yang mengalir di kawasan Daerah ini.

4. Terwujudnya kegiatan jasa (service Industries) yang efisien

 Mewujudkan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Yang Mampu Bersaing,
melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi yang merupakan embrio dan cikal bakal dari wirausaha yang
tangguh dan berdaya saing tinggi

 Mengembangkan kegiatan jasa dan memberikan dampak yang sangat besar
bagi penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan. Kegiatan
jasa ini meliputi: usaha perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan,
transportasi dan komunikasi dan jasa-jasa umum lainnya.

5. Terwujudnya Koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan

a. Mengembangkan koperasi yang sehat, efisien, dan mandiri dengan
cakupan usaha yang luas dan tata kelola yang baik. Melalui
pengembangan sumberdaya manusia diarahkan agar mampu membangun
citra koperasi yang positif, efektif, dan profesional sebagai wadah
penggalangan kekuatan ekonomi rakyat.

b. Mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang terbuka dan menarik
bagi anggota dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berinvestasi.

6. Terwujudnya Tanah Datar sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional.
 Mengembangan objek-objek wisata yang telah ada melalui kegiatan

renovasi dan pemugaran kembali. Melalui peningkatan mutu prasarana
jalan dan sarana perhubungan menuju objek-objek wisata tersebut. Serta
peningkatan kualitas sarana listrik dan telekomunikasi yang dapat
digunakan publik untuk mengunjungi objek-objek wisata tersebut.
Meningkatkan program sadar wisata agar masyarakat dapat mendukung
dan berpartisipasi penuh terhadap pengembangan Tanah Datar sebagai
daerah tujuan wisata nasional dan internasional.

 Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk mendukung
pariwisata, serta melengkapi sarana dan prasarana wisata yang memadai,
sehingga menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih
lama di Tanah Datar.

 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan pariwisata melalui
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan potensi wisata



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

108

yang ada di Tanah Datar melalui revisi Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

7. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan dan Energi
a. Pembangunan energi listrik terbarukan yang diarahkan untuk menjangkau

ke seluruh jorong/masyarakat di Tanah Datar dan mencukupi untuk
melayani kegiatan industri.

b. Pengembangan usaha pertambangan rakyat (pasir urug, batu, tanah liat,
batubara, dll) di arahkan supaya memiliki izin, serta tidak merusak
lingkungan dan membahayakan masyarakat.

d. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Terciptanya kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai penghasil
produk/barang dan jasa melalui pengembangan sentra-sentra KIMBUN,
KASO, Perikanan, Peternakan dan SRI berdasarkan arahan dari tata ruang
kabupaten dan propinsi yang telah ditetapkan.

2. Terciptanya keseimbangan ekologis dalam sistem penyangga kehidupan
melalui manajemen sumberdaya alam dan lingkungan yang baik,
berdasarkan pada arahan klasifikasi kawasan dalam suatu DAS, melalui
penataan ruang yang berbasiskan one river, one plan and one management
approach.

3. Terwujudnya pemahaman secara holistik dari masyarakat, user, developer
dan pemerintah/eksekutif tentang regulasi-regulasi yang terkait dengan
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan terciptanya bentuk-
bentuk insentif dan desinsentif terhadap user dalam pemanfaatannya.

4. Terbangunnya kesadaran dan perilaku yang ekologis dari masyarakat dalam
rangka menuju pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan sumberdaya
alam dan lingkungan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Meningkatnya produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan melalui
peningkatan knowledge based organization dan kerjasama  dengan centre
excellent (Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian) serta terbangunnya SIM-
SDA dan lingkungan sehingga terwujudnya wilayah perencanaan yang
berbasiskan ekoregion dan nilai-nilai budaya lokal.

e. Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Dalam rangka mewujudkan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan dilandasi Moral
Agama, maka upaya pada periode RPJM ke 2 ini tekanan diberikan untuk
menghasilkan akreditasi institusi pendidikan. Kebijakan menghasilkan
infrastruktur dan pendukung kualitas, mulai dari profesional ketenagaan,
laboratorium, dan perpustakaan. Saat bersamaan kurikulum agama terintegrasi
ke dalam pembelajaran seluruh mata ajar. Semua pendidik telah memenuhi
syarat keprofesionalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
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2. Dalam rangka mewujudkan Derajat Kesehatan dan Gizi yang Tinggi, maka pada
tahap RPJM ke-2 ini masing-masing pihak terkait sudah mulai membangun
kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang
prima. Pada  tahap RPJM ke-2 ini, rumah sakit sudah memastikan arah
penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya. Dalam
meningkatnya Derajat Kesehatan dengan Meningkatkan pemantauan status gizi
masyarakat, Melakukan penanganan kasus gizi buruk, Pemberian PMT bagi bayi
balita gizi buruk, Terkendalinya Penyakit menular terutama Tuberkulosa paru,
HIV AIDS dan malaria.

3. Dalam rangka mewujudkan Kemampuan IPTEKS Yang Tinggi dan Tepat  Guna,
maka prioritas pada periode RPJM ke-2 ini adalah pada upaya untuk memulai
mendesain pilihan IPTEKS yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendorong
proses pembangunan daerah. Pada proses ini baik ketenagaan maupun
laboratorium perlu mengupayakan sedemikian rupa sehingga keperluan IPTEKS
dapat dihasilkan. Pada tahap ini di Propinsi sudah tersedia Sains-Parks yang
merupakan salah satu tempat yang perlu dijadikan sebagai pembuktian dan
pengembangan hasil karya IPTEKS yang telah berhasil dilaksanakan di Tanah
Datar.

4. Meningkatkan kualitas hidup, peran perempuan, perlindungan anak dan
kesejahteraan keluarga diberbagai bidang pembangunan dengan Pencegahan
atas tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan
anak serta Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

5. Mengembangkan budaya olah raga bagi masyarakat untuk mewujudkan
kehidupan yang sehat serta mengembangkan secara simultan olah raga prestasi
melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

6. Meningkatkan kwalitas dan produktifitas pemuda untuk menghadapi dinamika
persaingan global dengan pengembangan sikap pemuda yang beriman,
bertaqwa, berbudaya, mandiri, inovatif dan kreatif serta meningkatkan
partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai
subjek pembangunan, melalui kelembagaan pemuda yang berwawasan
kebangsaan.

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang handal dan
aman bencana, dalam RPJM ke-2 akan tetap dilakukan peningkatan aksesibilitas
melalui pembangunan jalan/jembatan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan.
Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan diprioritaskan pada
daerah-daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi, kawasan pendidikan dan
pariwisata.

2. Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keamanan lalu lintas, dalam RPJM ke
2 masih dilakukan peningkatan kulaitas dan kuantitas sarana dan prasarana lalu
lintas, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan dan traffic light. Disamping itu



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2005-2025

110

juga dilaksanakan peningkatan kualitas terminal angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi (AKDP) serta revitalisasi angkutan kota yang ada.

3. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya air untuk lahan
pertanian, pada RPJM 2 akan dilakukan pembangunan irigasi strategis dan
peningkatan kualitas irigasi yang sudah ada.

4. Dalam rangka mewujudkan koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber
daya air dan irigasi, dalam RPJM 2 akan dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan
sumber daya air dan irigasi, serta pemberdayan kelembagaan pengelola sumber
daya air dan irigasi.

5. Dalam rangka merwujudkan kecukupan air bersih bagi masyarakat, pada RPJM 2
dilakukan peningkatan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan.

6. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan telekomunikasi, pada RPJM 2 masih akan
dilakukan peningkatan sarana telekomunikasi terutama di daerah yang belum ada
jaringan.

7. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan energi listrik, pada RPJM 2 akan dilakukan
pembangunan sumber energi listrik dari sumber daya air dan panas bumi.

8. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sarana pemukiman yang  sehat dan aman
pada RPJM 2 akan dilakukan peningkatan kualitas rumah yang sehat, aman
bencana serta peningkatan kualitas lingkungan (drainase, persampahan dan
limbah).

g. Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

1. Melanjutkan penyusunan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan strategis
sekaligus menjadikan peraturan daerah.

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengatur serta mengendalikan
pemanfaatan ruang sesuai dengan regulasi yang ada. Pada RPJM ke-2
diutamakan pada kawasan-kawasan strategis.

3. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang maju dan merata untuk semua
wilayah, dalam RPJM ke 2 ini akan dilakukan peningkatan pembangunan
kawasan-kawasan strategis.

4. Merancang langkah-langkah strategis yang mengarah kepada peningkatan hirarki
Kota Batusangkar menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

5.2.3 RPJM Ke-3 (2015-2020)

a. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis dalam RPJM ke-3, perlu
diberikan prioritas pembangunan untuk :
a. Peningkatan pemantapan pelaksanaan ajaran agama untuk tokoh agama,

tokoh adat, pemuka masyarakat lainnya, pemuda (generasi penerus) dan
Penyelenggara Pemerintahan serta masyarakat umum
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b. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan

2. Dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang  beradat dan berbudaya
perlu diberikan perioritas pembangunan untuk :
a. Terlaksananya pemantapan pelaksanaan Adat dan budaya kepada

masyarakat umum  termasuk penyelenggara pemerintahan.
b. Terlaksananaya peningkatan kualitas pengamalan nilai-nilai adat dan

budaya, dan terwujudnya ”Babaliak ka nagari” di Kabupaten Tanah Datar.
c. Terwujudnya pemeliharaan situs budaya yang ada di Kabupaten Tanah

Datar

3. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan tanah ulayat dengan Kepastian
Hukum, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur

dalam Perda Tanah Ulayat.
b. Terlaksananya Pengamanan atas pemanfaatan tanah ulayat.

4. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar Sebagai Pusat Pendidikan
Adat Yang Islami, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terbangunnya sejumlah Sekolah Agama berasrama (Boarding School)
b. Terwujudnya kualitas  manajemen sekolah bernuansa Islam

5. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia
pembangunan perlu diarahkan kepada  terlaksananya pendidikan dan
pelatihan membentuk karakter berbudi dan akhlak Mulia

6. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Berkesalehan sosial secara
berkelembagaan, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terbangunnya wadah tunggal pengelolaan zakat, wakaf dan infak
b. Terlaksananya  penerapan Sistem Ekonomi Islam.

7. Dalam rangka mewujudkan Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana
Multikultur pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terdapatnya sistem pengendalian dampak  gejolak sosial
b. Terwujudnya  komunikasi intensif antar etnis

b. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar pelaku pembangunan, baik
pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, maka khusus pada kelembagaan
pemerintah dalam RPJM ke 3 perlu dilakukan peningkatan keterpaduan
kegiatan antar organisasi perangkat daerah. Dengan cara demikian,
diharapkan akan dapat diwujudkan pola pembangunan daerah yang terpadu
dan efisien sehingga proses pembangunan secara keseluruhan dapat
dilaksanakan secara lebih cepat.
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2. Untuk dapat mewujudkan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
maka arah pembangunan pada periode ini diprioritas dalam bentuk tetap
melanjutkan kebijakan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu :

a. Membangun aparatur yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, dan peningkatan profesionalisme aparatur dengan mengkaji
ulang berbagai indikator kecakapan dan kriteria penilaian penerimaan,
mutasi dan promosi pegawai untuk menyesuaikan dengan perkembangan
hukum, sosial, ekonomi dan politik.

b. Memantapkan pembangunan birokrasi yang memanfaatkan teknologi
informasi untuk meningkatkan koordinasi, sinergi antar unit, satuan-satuan
perangkat kerja, atau koordinasi dan sinergi secara vertikal antara  nagari
dengan kabupaten sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang
prima.

c. Memantapkan pelaksanaan peranserta masyarakat dalam proses
pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

d. Mengevaluasi kebijakan reorganisasi satuan kerja untuk mengetahui
dampak dari reorganisasi satuan-satuan kerja dan melakukan
penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan atau kebijakan di tingkat
propinsi dan nasional.

3. Untuk dapat mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan
Demokratis maka arah pembangunan pada RPJM ke 3 diprioritas pada:  (a)
Pemantapan sistem pemantauan dan pengelolaan terjadinya kerawanan dan
konflik-konflik social, (b) Melanjutkan pembangunan kapasitas kelembagaan
Pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa, (c) Melanjutkan
penyuluhan kesadaran dan kepatuhan hukum  masyarakat dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia.

4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima maka pada periode
ini, perlu diarahkan pada peningkatan metode dan teknik yang digunakan oleh
aparatur daerah dalam melakukan pelayan publik dengan menggunakan
standar pelayanan publik yang ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut upaya
untuk lebih memantapkan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas teknologi
infromasi terus dilanjutkan dan dikembangkan e-government.

5. Dalam upaya pemantapan otonomi daerah dan desentralisasi yang makin
efisien dan efektif, maka pada periode ini diprioritaskan pada upaya menjamin
agar tetap terlaksananya proses desentralisasi yang makin demokratis dan
partisipatif, sehingga bangunan tata-pemerintahan yang baik semakin tampak
berpihak kepada upaya penyejahteraan rakyat di daerah. Untuk itu, perlu pula
diupayakan mengembangkan prakarsa-prakrsa inovatif dalam rangka
pencapaian visi dan misi Tanah Datar.
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c. Pembangunan Ekonomi

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian  dalam periode RPJM ke 2 maka pada
periode RPJM ke-3, arah pembangunan dan skala perioritas pembangunan
ditujukan pada pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan
penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional ádalah
sebagai berikut.

1. Terwujudnya Usaha Pertanian Modern dan Agrobisnis yang Maju

Mengupayakan pertumbuhan kegiatan pertanian terpadu, Melalui
pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Kawasan Industri Masyarakat
Perkebunan (KIMBUN) serta pengembangan berbagai Agrocity/Agropolitan
secara tersebar pada setiap kawasan. Pembangunan pertanian ini juga
diarahkan untuk pemantapan pelaksanaan regulasi dan deregulasi dalam
rangka mendorong investasi.

2. Terwujudnya Sektor Industri berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pembangunan di sektor industri dilakukan melalui menumbuhkan Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang terkait antara hulu dan hilir dan meningkatkan daya
saing produk utama UKM.

3. Terwujudnya kehutanan yang bernilai ekonomi dan lestari

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada pengambilan hasil non kayu
(lebah madu, sarang walet, Rotan dan lainnya). Menyelamatkan sumberdaya
hutan, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan hutan,
mempertahankan tata air dan meningkatkan fungsi hutan Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur lingkungan hidup, sumber pendapatan, dan penyangga
air dari danau dan beberapa sungai yang mengalir di kawasan Daerah ini.

4. Terwujudnya kegiatan jasa (service Industries) yang efisien

Mewujudkan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Yang Mampu Bersaing, melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang
merupakan embrio dan cikal bakal dari wirausaha yang tangguh dan berdaya
saing tinggi

5. Terwujudnya Koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan

a. Mengembangkan koperasi yang sehat, efisien, dan mandiri dengan
cakupan usaha yang luas dan tata kelola yang baik. Melalui
pengembangan sumberdaya manusia diarahkan agar mampu
membangun citra koperasi yang positif, efektif, dan profesional sebagai
wadah penggalangan kekuatan ekonomi rakyat.

b. Mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang terbuka dan
menarik bagi anggota dan masyarakat, sehingga meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam berinvestasi.
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6. Terwujudnya Tanah Datar sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional.

 Mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada melalui kegiatan
renovasi dan pemugaran kembali. Melalui peningkatan mutu prasarana
jalan dan sarana perhubungan menuju objek-objek wisata tersebut. Serta
peningkatan kualitas sarana listrik dan telekomunikasi yang dapat
digunakan publik untuk mengunjungi objek-objek wisata tersebut.
Meningkatkan program sadar wisata agar masyarakat dapat mendukung
dan berpartisipasi penuh terhadap pengembangan Tanah Datar sebagai
daerah tujuan wisata nasional dan internasional.

 Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan pariwisata memelalui
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan potensi wisata
yang ada di Tanah Datar

7. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan dan Energi

a. Pembangunan energi listrik terbarukan yang diarahkan untuk menjangkau
ke seluruh Jorong/masyarakat di Tanah Datar dan mencukupi untuk
melayani kegiatan industri.

b. Pengembangan usaha pertambangan rakyat (pasir urug, batu, tanah liat,
batubara, dll) di arahkan supaya memiliki izin, serta tidak merusak
lingkungan dan membahayakan masyarakat.

d. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Terciptanya kawasan strategis dalam pembangunan berdasarkan pada potensi
SDA dan ekosistem wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
sehingga terciptanya kawasan-kawasan agropolitan berdasarkan arahan tata
ruang kabupaten dan propinsi.

2. Terciptanya integrasi pembangunan antara kawasan konservasi dengan
kawasan budidaya dalam kebutuhan pembangunan seluruh aspek ekonomi,
sosial-budaya dan lingkungan.

3. Terwujudnya fungsi-fungsi kawasan lindung/konservasi dan kawasan budidaya
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

4. Tercapainya fungsi wilayah preservasi dan konservasi serta budidaya yang
berbasiskan agroekologi dalam suatu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
terpadu.

5. Terbangunnya jasa lingkungan dan barang produksi dalam menjamin
kepentingan publik baik lokal, regional dan mengurangi dampak isu global
warning.

e. Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Guna dapat mewujudkan Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral
Agama, maka pada periode RPJM ke-3 ini prioritas pembangunan diletakkan
pada penyelesaian kompetensi masing-masing Kecamatan sudah
menyelenggarakan sistem pendidikan  yang memenuhi standar nasional
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pendidikan. Sejumlah institusi pendidikan sudah menyelenggarakan pendidikan
yang berstandar internasional.

2. Untuk dapat mewujudkan Derajat Kesehatan dan Gizi yang Tinggi, maka pada
periode RPJM ke-3 ini, tekanan upaya pembangunan diletakkan pada kelanjutan
penyelesaian pembangunan kesehatan dasar, yakni dimana jenis penyakit
utama sudah selesai diatasi. Pada saat bersamaan, kebijakan kelembagaan
kesehatan ditujukan untuk memperkuat pelayanan rumah sakit dan unit
kesehatan lainnya. Pada periode ini juga dilakukan persiapan yang menyeluruh
untuk mempersiapkan Tanah Datar memasuki era pelayanan kesehatan telah
mengarah kepada pelayanan prima. Meningkatnya Derajat Kesehatan yang
ditandai dengan meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan dan meningkatkan cakupan pemberian MP ASI 6 – 24 bulan

3. Dalam rangka mewujudkan Kemampuan IPTEKS Yang Maju dan Tepat Guna,
maka fokus upaya pembangunan pada periode RPJM ke-3 ini diletakkan pada
lanjutan pengembangan Sains-Park dengan melakukan identifikasi pekerjaan
dan produk final dari IPTEKS yang seharusnya sudah mulai tersedia pada tahap
ini di Tanah Datar. Pada saat bersamaan, manajemen implementasi IPTEKS
dalam kerangka kerja Sains-park dilanjutkan dengan proses pembuatan
prototype yang selaras dengan keperluan industri unggulan daerah. Dengan
demikian, pada periode RPJM ke 3 ini, Sumatera Barat umummya dan Tanah
Datar khususnya sudah mengimplementasikan hasil temuan IPTEKSnya untuk
kepentingan masyarakat banyak.

4. Terlaksananya peningkatkan kualitas hidup, peran perempuan, perlindungan
anak dan kesejahteraan keluarga diberbagai bidang pembangunan dengan
Pencegahan atas tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap
perempuan dan anak serta Penguatan kelembagaan dan jaringan
pengarusutamaan gender.

5. Terlaksananya pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat untuk
mewujudkan kehidupan yang sehat serta mengembangkan secara simultan olah
raga prestasi melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

6. Terlaksananya peningkatan kwalitas dan produktifitas pemuda untuk
menghadapi dinamika persaingan global dengan pengembangan sikap pemuda
yang beriman, bertaqwa, berbudaya, mandiri, inovatif dan kreatif serta
meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan
pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui kelembagaan pemuda yang
berwawasan kebangsaan.

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang handal dan
aman bencana, dalam RPJM ke-3 akan tetap dilakukan peningkatan aksesibilitas
melalui pembangunan jalan/jembatan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan.
Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan prioritaskan pada daerah sentra-
sentra produksi, pariwisata dan kawasan pendidikan.

2. Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keamanan lalu lintas, dalam RPJM
ke 3 masih dilakukan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas, yang
meliputi rambu lalu lintas, marka jalan dan traffic light. Disamping itu juga
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dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan serta revitalisasi angkutan kota
untuk mendukung berkembangnya pariwisata dan perdagangan.

3. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya air untuk lahan
pertanian, pada RPJM 3 tetap akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas
saluran irigasi.

4. Dalam rangka mewujudkan koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
sumber daya air, dalam RPJM 3 masih dilakukan pengembangan kelembagaan
pengelola sumber daya air dan irigasi.

5. Dalam rangka mewujudkan kecukupan air bersih bagi masyarakat, pada RPJM 3
dilakukan peningkatan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan dan juga
perkotaan.

6. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan telekomunikasi, pada RPJM 3 masih akan
dilakukan peningkatan sarana telekomunikasi terutama di daerah yang belum
ada jaringan.

7. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan energi listrik, pada RPJM 2 akan
dilakukan pembangunan sumber energi listrik dari sumber daya air dan panas
bumi.

8. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sarana pemukiman yang  sehat dan
aman pada RPJM 3 masih akan dilakukan peningkatan kualitas rumah yang
sehat dan rumah yang aman bencana serta peningkatan kualitas lingkungan
(drainase, persampahan dan limbah).

g. Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

1. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang harmonis, dalam RPJM ke 3 ini
akan dilakukan peningkatan kualitas terhadap tata ruang dengan mengevaluasi
pemanfaatan ruang dan mengambil langkah-langkah penerapan Perda RTRW.

2. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang maju dan merata untuk semua
wilayah, dalam RPJM ke 3 masih akan dilakukan peningkatan pembangunan
pada kawasan-kawasan strategis.

3. Penyusunan rencana umum dan rencana tindak yang mengarah kepada
peningkatan Kota Batusangkar menjadi PKW.

5.2.4 RPJM Ke-4 (2020-2025)

a. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis dalam RPJM ke-4, perlu
diberikan prioritas pembangunan untuk :
a. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamis.
b. Terwujudnya pemanfaatan meningkatnya kualitas  sarana peribadatan yang

berkualitas
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2. Dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang  beradat dan berbudaya
perlu diberikan perioritas pembangunan untuk :
a. Kembali Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang beradat dan

berbudaya .
b. Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar sebagai Luak Tan Tuo sebagai “pusek

jalo pumpunan ikan” (centre of exelance)  tentang adat dan budaya
Minangkabau di Sumatera Barat.

c. Terwujudnya situs budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebagai
salah satu icon wisata daerah

3. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan tanah ulayat dengan Kepastian
Hukum, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terlaksananya advokasi hukum atas persengketaan tanah ulayat jika tidak

ditemukan kompromi secara kekeluargaan.
b. Terwujudnya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum.

4. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Pusat Pendidikan
Adat Yang Islami, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terwujudnya pola pendidikan dengan pengemblengan agama dan adat

secara intensif dan menyeluruh
b. Terwujudnya kualitas  manajemen sekolah bernuansa Islam dan

berbudaya.

5. Dalam rangka mewujudkan  Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia
pembangunan perlu diarahkan kepada Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur
dan Berakhlak Mulia.

6. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Berkesalehan sosial secara
berkelembagaan, pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional
b. Semakin mantapnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam.

7. Dalam rangka mewujudkan Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana
Multikultur pembangunan perlu diarahkan kepada :
a. Terwujudnya kerukunan sosial multukultur
b. Terwujudnya  komunikasi intensif antar etnis

b. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

Pada periode RPJM ke-4 ini, upaya pembangunan tata-pemerintahan dan hukum
pada dasarnya melanjutkan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan
pada periode-periode sebelumnya dengan memberikan prioritas pada pemantapan
sinkronisasi dan penguatan ketiga unsur pelaku pembangunan (Pemerintah
Daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam rangka pencapaian visi dan misi
Tanah Datar 2025. Dalam periode RPJM ke-4 ini, perlu dilakukan:
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1. Unsur pemerintahan harus didorong untuk memperkuat basis pengetahuan
dan kinerja aparatur yang makin profesional dengan pemanfaatan lebih lanjut
teknologi informasi dalam jaringan birokrasi, di samping pembinaan kesadaran
moral dan loyalitas aparatur pemerintah/ pegawai negeri yang amanah (bersih
dan berwibawa) di mata masyarakat. Pada tahap ini sudah harus terbangun
kebijakan dan pemantapan koordinasi jejaring dan kerja sama pemerintahan,
baik kabupaten kota lainnya pada tingkat provinsi dan luar propinsi, serta
dengan dunia usaha dan masyarakat.

2. Unsur dunia usaha swasta terus menerus diarahkan untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing dalam skala lokal, daerah dan nasional guna
memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan tata-pemerintahan
yang baik pada umumnya dan penguatan basis ekonomi rakyat khususnya.

3. Unsur masyarakat warga makin didorong untuk makin pro-aktif berpartisipasi
dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan atas kesadaran hak dan kewajibannya sebagai
warga negara. Juga pada tahap ini, diupayakan agar keterlibatan yang makin
luas dari anggota masyarakat dalam mendorong penegakan hukum yang
berkeadilan dan demokratis sebagai cerminan kesadaran hukum masyarakat,
di samping peningkatan rasa tanggung jawab bersama sebagai warga negara
yang baik dan sejahtera.

c. Pembangunan Ekonomi

Berlandaskan kemajuan pelaksanaan dan pencapaian dari RPJM ke 3 maka pada
periode RPJM ke 4 ditekankan pada :

1. Terwujudnya Usaha Pertanian Modern dan Agrobisnis yang Maju

 Peningkatan pembangunan lebih banyak diprioritaskan pada lanjutan
pembangunan kawasan sentra produksi dan agroindustri dengan penerapan
teknologi pertanian dan pengolahan hasil yang lebih maju. Pembangunan
pertanian terpadu  dengan pendekatan wilayah melalui pengembangan
KSP, KIMBUN dan KAPET diharapkan sudah dapat berjalan dengan baik
sehingga pengelolaan kegiatan pertanian dan agribisnis sudah menjadi
sangat produktif dan efisien sehingga pendapatan petani sudah semakin
tinggi. Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan sebagian besar hasil
pertanian, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor sudah dalam
bentuk produk hasil olahan atau penangan pasca panen yang diperlukan
sebelum dipasarkan.

 Terlaksananya regulasi dan deregulasi investasi

2. Terwujudnya Sektor Industri berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)

Terbangunnya industri rumah tangga yang memiliki diversifikasi dan
keterkaitan dengan kelompok buah-buahan ataupun sayuran. Dan
terbangunnya usaha kerakyatan skala kecil dan menengah, terutama yang
terkena dampak krisis ekonomi.
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3. Terwujudnya kehutanan yang bernilai ekonomi dan lestari

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada pengambilan hasil non kayu
(lebah madu, sarang walet, Rotan dan lainnya). Menyelamatkan sumberdaya
hutan, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan hutan,
mempertahankan tata air dan meningkatkan fungsi hutan Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur lingkungan hidup, sumber pendapatan, dan penyangga
air dari danau dan beberapa sungai yang mengalir di kawasan Daerah ini.

4. Terwujudnya kegiatan jasa (service Industries) yang efisien

Terbangunnya penggunaan teknologi tinggi dan modern dalam kegiatan
perdagangan dan jasa, termasuk jasa transportasi, pendidikan dan pelayanan
kesehatan. Berbasis komputer dan teknologi informasi dalam kegiatan
perdagangan dan jasa, diharapkan sudah akan semakin maju dan digunakan
secara menyeluruh dikalangan pengusaha. Dengan demikian, diharapkan
kegiatan jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan
dan jasa lainnya sudah menjadi semakin produktif, efisiensi dan mempunyai
daya saing tinggi di dunia global.

5. Terwujudnya Koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan

Mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang terbuka dan menarik
bagi anggota dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam berinvestasi. Dan mengembangkan usaha kecil menengah dalam
meningkatkan daya saingnya.

6. Terwujudnya Tanah Datar sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional.

 Prioritas pembangunan lanjutan penggunaan teknologi yang lebih maju
dan tepat untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha pariwisata.
Pada tahap ini penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pariwisata
sudah akan semakin maju dan diterapkan secara menyeluruh. Sejalan
dengan hal tersebut kemampuan teknis  tenaga pengelola pariwisata juga
perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan guna dapat mewujudkan
tenaga yang profesional dan berkualitas sesuai dengan standard
internasional. Dengan demikian, diharapkan pada RPJM ke-4 ini
Kabupaten Tanah Datar benar-benar sudah menjadi daerah tujuan wisata
nasional dan internasional yang terlihat dari jumlah wisatawan yang cukup
tinggi dengan lama tinggal berkisar antara 4-6 hari.

 Berkembangnya pembangunan dan pengelolaan pariwisata memelalui
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan potensi
wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar

7. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan dan Energi

Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan diversifikasi bahan bakar dalam
masyarakat Tanah Datar, sehingga dapat mencukupi bagi perkembangan
penduduk selama 20 tahun ke depan. Serta pemanfaatan Sumber daya
tambang sebagai sumber pendapatan daerah.
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d. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Terciptanya kawasan strategis dalam pembangunan berdasarkan potensi
sumberdaya alam dan ekosistem wilayah yang Aman (masyarakat dapat
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai
ancaman), Nyaman (memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat
untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai
manusia dalam suasana yang tenang dan damai), Produktif (proses produksi
dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan
daya saingnya), Berkelanjutan (kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan
bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini
namun juga generasi yang akan datang).

2. Terbangunnya kawasan agroekoteknologi yang berbasiskan pada potensi
sumberdaya alam dan lingkungan dalam pencapaian pembangunan pertanian
berkelanjutan.

3. Meningkatnya peran dan fungsi serta tanggungjawab bersama dari setiap
anggota masyarakat dan lahirnya inovasi-inovasi kreatif dari sektor/dinas
terkait dalam pengelolaan SDA dan lingkungan.

4. Terwujudnya jasa lingkungan yang berkualitas untuk kepentingan publik dan
mengurangi dampak negatif dari isu global warning/emisi carbon menuju
kehidupan dan lingkungan yang sehat.

5. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi/nilai sosial-
budaya, ekonomi dan ekologis dalam pengelolaan SDA dan lingkungan.

e. Pembangunan Sumberdaya Manusia

1. Pada periode RPJM ke-4 ini segala institusi penyelenggara pendidikan sudah
terakreditasi,  dan masing-masing daerah memiliki penyelenggara pendidikan
ranking nasional. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Tanah Datar menjadi
salah satu daerah pendidikan yang terkenal di Sumatera Barat dimana
kegiatan jasa pendidikan telah dikelola secara profesional.

2. Pembangunan bidang kesehatan mengarah kepada terwujudnya pelayanan
kesehatan yang prima, kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan,
kecukupan tenaga dari segi kuantitas dan kualitas, serta tingginya tingkat
kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Semua masyarakat
mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (Total Coverage)

3. Tahap ini Sains-Park yang ada di propinsi diharapkan sudah akan dapat
menerapkan IPTEKS yang menghasilkan perbaikan teknologi terhadap
kegiatan yang telah ada di Tanah Datar serta menghasilkan produk-produk
baru yang dapat mendorong kegiatan produksi  secara produktif dan efisien
dan dapat bersaing di dunia global.

4. Terwujudnya kualitas hidup, peran perempuan, perlindungan anak dan
kesejahteraan keluarga diberbagai bidang pembangunan dengan Pencegahan
atas tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan
anak serta Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
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5. Terwujudnya budaya olah raga bagi masyarakat untuk mewujudkan
kehidupan yang sehat serta mengembangkan secara simultan olah raga
prestasi melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

6. Terwujudnya kwalitas dan produktifitas pemuda untuk menghadapi dinamika
persaingan global dengan pengembangan sikap pemuda yang beriman,
bertaqwa, berbudaya, mandiri, inovatif dan kreatif serta meningkatkan
partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai
subjek pembangunan, melalui kelembagaan pemuda yang berwawasan
kebangsaan.

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang handal
dan aman bencana, dalam RPJM ke-4 akan tetap dilakukan peningkatan
aksesibilitas melalui pembangunan jalan/jembatan dan peningkatan kualitas
jalan/jembatan. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan masih
diprioritaskan pada sentra-sentra produksi, pariwisata dan kawasan
pendidikan. Diharapkan sarana dan prasarana transportasi yang handal dan
aman bencana dapat terwujud pada akhir RPJM ini.

2. Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keamanan lalu lintas, dalam RPJM
ke 4 masih tetap dilakukan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas, yang
meliputi rambu lalu lintas, marka jalan dan traffic light. Disamping itu juga
dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan serta revitalisasi angkutan kota
untuk mendudkung berkembangnya pariwisata dan perdagangan. Diharapkan
kualitas sarana dan prasarana transportasi dalam melancarkan lalu lintas pada
akhir RPJM ini dapat terwujud.

3. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sumberdaya air untuk lahan pertanian,
pada RPJM 4 masih akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas saluran
irigasi. Diharapkan kebutuhan sumberdaya air untuk lahan pertanian dapat
terwujud pada akhir RPJM ini.

4. Dalam rangka mewujudkan koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
sumber daya air, dalam RPJM 4 masih akan dilakukan pemberdayaan
kelembagaan pengelola sumber daya air. Diharapkan koordinasi kelembagaan
dan ketatalaksanaan sumber daya air dapat terwujud pada akhir RPJM ini.

5. Dalam rangka merwujudkan kecukupan air bersih bagi masyarakat, pada RPJM
4 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan dan juga
perkotaan. Diharapkan kecukupan air bersih bagi masyarakat dapat terwujud
pada akhir RPJM ini.

6. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan telekomunikasi, pada RPJM 4 masih
akan dilakukan peningkatan sarana telekomunikasi terutama di daerah yang
belum ada jaringan. Diharapkan kebutuhan telekomunakasi dapat terwujud
pada akhir RPJM ini.

7. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan energi listrik, pada RPJM 2 akan
dilakukan pembangunan sumber energi listrik dari sumber daya air dan panas
bumi. Diharapkan kebutuhan energi listrik dapat terwujud pada akhir RPJM ini.
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8. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan sarana pemukiman yang  sehat dan
aman pada RPJM 4  masih akan dilakukan peningkatan kualitas rumah yang
sehat dan rumah aman bencana serta peningkatan kualitas lingkungan.
Diharapkan  kebutuhan sarana pemukiman yang  sehat dan aman dapat
terwujud pada akhir RPJM ini.

g. Pembangunan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

1. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang harmonis, dalam RPJM ke-4 ini
masih akan dilakukan peningkatan kualitas terhadap tata ruang. Diharapkan
tata ruang yang harmonis dapat terwujud pada akhir RPJM ini.

2. Menciptakan keterkaitan antara kawasan-kawasan strategis dan kawasan
sekitarnya sehingga mampu menunjang pembangunan wilayah Kabupaten
Tanah Datar. Diharapkan pembangunan yang maju dan merata untuk semua
wilayah, dapat terwujud pada akhir RPJM ini.

3. Pada pertengahan RPJM ke-4 ini diharapkan  telah tersusun perencanaan
peningkatan Kota Batusangkar menjadi PKW serta memulai implementasinya.

5.2.5 Matrik RPJM ke-1 sampai dengan RPJM ke-4 (2005-2025)

Untuk dapat memberikan gambaran lebih rinci, sistematis tapi ringkas bagi para pelaku
pembangunan daerah dan unsur lain yang berkepentingan, maka Tabel 5.1 berikut ini
digambarkan Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2005-2025. Melalui matriks ini dapat dilihat uraian konkrit dan rinci tentang
pentahapan pembangunan untuk masing-masing periode pembangunan lima tahunan (RPJM)
dari setiap arah pembangunan jangka panjang daerah.
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BAB VI
PENUTUP

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun
2005-2025 yang berisikan pendahuluan,  kondisi umum daerah, prediksi pembangunan
daerah, visi dan misi serta arah kebijakan dan pentahapan pembangunan daerah,
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. RPJPD
ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Sumatera Barat
dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. RPJPD ini
selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (RENSTRA)
untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di samping itu, RPJPD ini
juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi
dan program pembangunan daerahnya.

2. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi ” Tanah
Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan
berkeadilan.” pada tahun 2025 sebagai tertera dalam RPJPD ini perlu dilakukan
secara sungguh-sungguh, terpadu dan konsisten. Di samping itu, upaya untuk
mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan jangka panjang daerah ini perlu pula
didukung oleh hal-hal berikut ini: (a) Komitmen dari jajaran kepemimpinan daerah dan
pihak legIslatif secara bersama-sama dan saling mendukung, (b) Konsistensi
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah baik lintas sektoral maupun lintas wilayah,
(c) Keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan rakyat banyak, dan (d) Peran
serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan konstruktif. Semoga Allah SWT
memberkahi upaya yang sedang kita lakukan bersama, Amin.

BUPATI TANAH DATAR

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH, MM
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Tabel 4.1 Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2005-2025

No. Arah Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

RPJM Ke-1
(2005-2010)

RPJM Ke-2
(2010-2015)

RPJM Ke-3
(2015-2020)

RPJM Ke-4
(2020-2025)

A. Pembangunan Agama,
Adat dan Budaya

1. Terlaksananya  Tata
kehidupan Masyarakat
Yang Agamis

Terlaksananya
pencerahan pemahaman
agama  kepada para
tokoh dan pemuka
masyarakat.

Terlaksananya
pemantapan agama
untuk tokoh agama,
tokoh adat, pemuka
masyarakat lainnya serta
pemuda  dan
Penyelenggara
Pemerintahan

Peningkatan
pemantapan
pelaksanaan  ajaran
agama untuk tokoh
agama, tokoh adat,
pemuka masyarakat
lainnya, pemuda dan
Penyelenggara
Pemerintahan serta
masyarakat umum

Terwujudnya tata
kehidupan masyarakat
yang agamis.

Semakin lengkapnya
jumlah sarana
peribadatan.

Meningkatkan kualitas
sarana-prasara
peribadatan.

Semakin
meningkatnya
kualitas  sarana
peribadatan

Terwujudnya
pemanfaatan  sarana
peribadatan yang
berkualitas

2. Terlaksananya  Tata
kehidupan Masyarakat
Yang beradat dan
berbudaya

Tersedianya Lembaga
pendidikan dan
pewarisan nilai-nilai adat
di Tingkat Kabupaten.
Terlaksananya
pencerahan pemahaman
Adat dan budaya kepada

Tersedianya Lembaga
pendidikan dan
pewarisan nilai-nilai adat
di Tingkat nagari.
Terlaksananya
Pemantapan
pemahaman Adat dan

Terlaksananya)
pemantapan
pelaksanaan Adat
dan budaya kepada
masyarakat umum
termasuk
penyelenggara

Terwujudnya tata
kehidupan masyarakat
yang beradat dan
berbudaya
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para tokoh Adat, agama
pada tingkat kabupaten.

budaya kepada para
tokoh Adat, tokoh Agama
dan pemuka masyarakat
lainnya, serta pemuda
(generasi penerus)
termasuk penyelenggara
pemerintahan

pemerintahan

Terlaksananaya
inventarisasi produk adat
dan budaya (benda dan
tak benda) di Kabupaten
Tanah Datar, serta
lahirnya buku sejarah dan
monografi adat dan
budaya setiap nagari.

Terlaksananya:
peningkatan kualitas
lembaga dan ritual adat,
serta budaya di setiap
nagari; dan lahirnya
Peraturan Daerah
tentang Perlindungan
Adat dan Budaya di
Kabupaten Tanah Datar.

Terlaksananaya
peningkatan kualitas
pengamalan nilai-nilai
adat dan budaya, dan
terwujudnya
”Babaliak ba nagari”
di Kabupaten Tanah
Datar.

Terwujudnya
Kabupaten Tanah
Datar sebagai Luak
Tan Tuo sebagai
“pusek jalo pumpunan
ikan” (centre of
exelance) tentang
adat dan budaya
Minangkabau di
Sumatera Barat.

Terlaksananya
pelestarian situs budaya
dan rumah adat yang
memiliki sejarah budaya.

terwujudnya
pemeliharaan situs
budaya yang ada di
Kabupaten Tanah
Datar

Terwujudnya situs
budaya yang ada di
Kabupaten Tanah
Datar sebagai salah
satu icon wisata
daerah.

3. Terwujudnya sistem
pengelolaan tanah ulayat
Dengan Kepastian
Hukum

Terlaksananya
inventarisasi dan
konsolidasi pemilik ulayat

Terlaksananya
kesepakatan KAN
seluruh Nagari di
kabupaten Tanah Datar
tentang sistem peman-

Terlaksananya
pemanfaatan yang
berlandaskan sistem
yang telah diatur
dalam Perda Tanah

Terlaksananya
advokasi hukum atas
persengketaan tanah
ulayat jika tidak
ditemukan kompromi
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faatan tanah ulayat. Ulayat secara kekeluargaan.

Terlaksananya pemetaan
tanah ulayat berikut
pemiliknya

Tersusunnya Peraturan
Daerah tentang Tanah
Ulayat

Terlaksananya
Pengamanan atas
pemanfaatan tanah
ulatat.

Terwujudnya
pengelolaan tanah
ulayat dengan
kepastian hukum.

4. Berkembangnya
Kabupaten Tanah Datar
Sebagai Pusat
Pendidikan Yang Islami

Terlaksananya
revitalisasi terhadap
lembaga pendidikan
agama, terutama surau
dan pasantren yang
sudah ada

Meningkatnya  Fasilitas
dan Kualitas lembaga
pendidikan Agama.

Terbangunnya
sejumlah Sekolah
Agama berasrama
(Boarding School)

Terwujudnya pola
pendidikan dengan
pengemblengan
agama dan budaya
intensif secara
menyeluruh

Terdapatnya landasan
kuat bagi  pendidikan
bernuasa agama.

Terdapatnya manajemen
sekolah bernuansa Islam
dan budaya minang
kabau

Terwujudnya kualitas
manajemen sekolah
bernuansa Islam  dan
budaya minang
kabau

berkembangnya
kualitas  manajemen
sekolah   bernuansa
Islam  dan berbudaya

5. Terwujudnya Masyarakat
Berbudi Luhur dan
Berakhlak Mulia

Terlaksananya
revitalisasi kurikulum
lembaga pendidikan
agama yang dapat
membentuk Masyarakat
berbudi luhur dan
Berakhlak Mulia

Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
membentuk karakter
berbudi  dan akhlak Mulia

Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan membentuk
karakter berbudi  dan
akhlak Mulia

Terwujudnya
Masyarakat Berbudi
Luhur dan Berakhlak
Mulia

6. Terwujudnya Kesalehan
Sosial Berserta
Kelembagaannya

Semakin optimalnya
pengumpulan dan
pemanfaatan zakat, infak
dan sadakah.

Meningkatnya
pemahaman masyarakat
tentang kesalehan sosial

Terbangunnya wadah
tunggal pengelolaan
zakat, wakaf dan
infak

Terwujudnya
pengelolaan dana
zakat, infak dan wakaf
secara profesional
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Terlaksananya
penerapan sistem
perbankan syariah

Semakin mantapnya
penerapan sistem
perbankan syariah.

Terlaksananya
penerapan Sistem
Ekonomi Islam

Semakin mantapnya
pelaksanaan Sistem
Ekonomi Islam.

7. Terciptanya Kehidupan
Sosial yang Harmonis
dalam Susana
Multikultur.

Terlaksananya
pendataan penduduk
menurut etnis

Terlaksananya
Penyuluhan budaya
multikultur

Terdapatnya sistem
dampak  gejolak
sosial

Terwujudnya
kerukunan sosial
multukultur

Terlaksananya
Pengkajian budaya dan
tingkah laku etnis
penduduk daerah

Terlaksananya
Kampanye dan
pelaksanaan kerukunan
sosial

Terwujudnya
komunikasi intensif
antar etnis

Terwujudnya
komunikasi intensif
antar etnis

B. Pembangunan Hukum
dan Pemerintahan

1. Terlaksananya
penegakan hukum
berkeadilan dan
demokratis

Terlaksananya
pembaharuan produk-
produk hukum guna
menyesuaikan dengan
kondisi masyarakat dan
pembangunan

Melakukan
pembangunan struktur
dan kelembagaan hukum
daerah

Memantapkan sistem
dalam proses
penegakan hukum
dan meminimalisasi
terjadi konflik hukum

Terwujudnya
penegakan hukum
yang berkeadilan dan
demokratis

Terdapatnya transformasi
budaya Minangkabau ke
dalam produk hukum
daerah

Melakukan pendidikan
dasar hukum bagi
fungsionaris adat

Meningkatakan
kapasitas lembaga
adat dalam
penyelesaian
sengketa adat

Pemantapan
penguatan kapasitas
lembaga penyelesaian
sengketa adat
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Terbangunnya kapasitas
kelembagaan hukum
Pemerintah Daerah

Pemantapan sistem
sosial kemasyarakatan
dan mencegah terjadinya
kerawanan sosial dan
politik

Melaksanakan
penyuluhan hukum
dan penegakan hak
azasi manusia

Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat

Terbangunnya kapasitas
kelembagaan sosial dan
adat.

Melanjutkan penyuluhan
sadar hukum

Penguatan
kelembagaan sosial
dan adat

Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat

Terlaksananya sistem
dalam pencegahan
konflik sosial

Pemantapan
pelaksanaan sistem
sosial dan mencegah
terjadinya konflik

Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat

Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat

2. Terbangunnya
sinergisitas antar pelaku
pembangunan

Terlaksananya
keterpaduan  program
dan kegiatan antara
SKPD yang telah ada.

Meningkatnya koordinasi
pengelolaan program
antar SKPD

Mantapnya
koordinasi
pelaksanaan program
SKPD

Terwujudnya sinergitas
antara pelaku
pembangunan daerah

Terbangunnya pola
kerjasama yang baik
antar tingkatan
pemerintahan.

Terwujudnya tata-kelola
pemerintahan yang baik

Terwujudnya sinergi
pembangunan antar
SKPD

Terwujudnya sinergi
pembangunan antar
SKPD

3. Terwujudnya tata
pemerintahan yang
partisipatif, akuntabel dan
transparan

Terlaksananya
pengembangan karir
aparatur daerah dengan
sistem merit

Mantapnya sistem
pengem bangan karir
aparatur dengan sistem
merit

Terbangunnya
aparatur yang bersih
dan bebas KKN

Terwujudnya tata
pemerintahan yang
partisipatif, transparan
dan akuntabel

Terlaksananya
reorganisasi birokrasi
daerah.

Terwujudnya kualitas
aparatur yang lebih
profesional

Memantapkan
penerapan Teknologi
Informasi dalam

Memantapkan
penerapan Teknologi
Informasi dalam sistem
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sistem birokrasi birokrasi

Terlaksananya
keterpaduan antara
perancanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan

Terwujudnya sistem
perencanaan dan
penganggaran partisipatif

Memantapkan peran
serta masyarakat
dalam perumusan
kebijakan

Memantapkan peran
serta masyarakat
dalam perumusan
kebijakan

4. Terwujudnya aparatur
pemerintah yang bersih
dan beribawa

Terlaksananya perbaikan
manajemen kepegawaian
terutama rekruitmen,
promosi, mutasi lewat
sistem karier

Penataan komptensi
SDM aparatur sesuai
dengan kebutuhan

Melanjutkan
pembenahan
manajemen
kepegawaian

Tertatanya manajemen
kepegawaian yang
profesional

Meningkatnya kualitas
dan standar
penyelenggaraan diklat
pegawai

Meningkatkan
kesejahteraan aparatur
melalui sistem
penggajian pegawai

Pendayagunaan
aparatur yang makin
efesien dan efektif

Terdapatnya aparatur
yang handal dan
bertanggung jawab

Terlaksananya penataan
struktur organisasi tata
kerja pemerintahan
daerah.

Penyempurnaan  SOTK
yang efektif, ramping dan
berorientasi pada
kebutuhan pelayanan

Pemantapan kinerja
SOTK dalam setiap
lini birokrasi Pemda

Terlaksananya suatu
sistem birokrasi yang
berorientasi prestasi
dan bebas KKN

Penataan dan
pengelolaan
dokumen/arsip daerah.

Terbangunnya suatu
sistem data-base yang
lengkap dan mudah
diakses

Pemanfaatan sistem
data base untuk
tujuan internal dan
eksternal birokrasi

Akuntabilitas dan
kredibilitas data untuk
internal dan penelitian
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5. Terwujudnya fungsi
pelayanan publik yang
prima

Terlaksananya perbaikan
pelayanan publik, dalam
pencapaian sasaran
pembangunan

Terbangunnya sistem
pelayanan publik, sesuai
dengan standar
pelayanan yang
ditetapkan

Pemanfaatan sistem
pelayanan publik,
dalam
penyelenggaraan
pembangunan

Tertatanya sistem
pelayanan publik
dengan standar baku
sebagai wujud e-
government

C. Pembangunan Ekonomi
1. Terwujudnya usaha

pertanian modern dan
agribisnis maju

Revitalisasi kegiatan
pertanian, khususnya
pertanian rakyat melalui
meningkatkan
penyuluhan dan
bimbingan teknis kepada
para petani.  Melakukan
alih teknologi secara
bertahap kepada petani
tradisional dalam rangka
mewujudkan kegiatan
pertanian modern dan
melakukan
pemberdayaan terhadap
usaha bisnis pertanian
yang telah ada melalui
pengembangan
manajemen dan
kewirausahaan dengan
pendekatan kawasan

Pembangunan pertanian
dengan melakukan
revitalisasi pertanian
dalam bentuk
pengembangan kawasan
sentra pertanian modern
dan agrobisnis maju yang
meliputi kegiatan pra
panen dan pasca panen,
termasuk pengolahan
hasil (agro-industri) dan
pemasaran melalui
koperasi dan/atau wadah
kelembagaan lainnya,
baik dalam maupun luar
negeri, sehingga
diperoleh nilai tambah
yang tinggi secara
berkelanjutan.
Pembangunan pertanian

Melanjutkan
pembangunan
pertanian terpadu
dengan pendekatan
wilayah melalui
pengembangan KSP,
KIMBUN dan KAPET.
Sejalan dengan
kegiatan tersebut,
dilanjutkan pula pula
secara intensif
penerapan teknologi
tepat guna yang lebih
maju dalam bidang
budidaya dan
pengolahan hasil
guna meningkatan
produktifitas petani.
Penerapan teknologi
tepat guna tersebut

Pada tahap RPJM ke-4
ini Peningkatan
pembangunan lebih
banyak diprioritaskan
pada lanjutan
pembangunan
kawasan sentra
produksi dan
agroindustri dengan
penerapan teknologi
pertanian dan
pengolahan hasil yang
lebih maju.
Pembangunan
pertanian terpadu
dengan pendekatan
wilayah melalui
pengembangan KSP,
KIMBUN dan KAPET
diharapkan sudah
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sentra produksi. ini juga diarahkan untuk
pemantapan
pelaksanaan regulasi dan
deregulasi dalam rangka
mendorong investasi.

terutama diarahkan
pada pengembangan
komoditi unggulan
masing-masing
kabupaten. Untuk
menopang perluasan
kemapuan produksi
tersebut maka upaya
perluasan pasar
dilakukan dengan
sistematis.
Pembangunan
pertanian ini juga
diarahkan untuk
pemantapan
pelaksanaan regulasi
dan deregulasi dalam
rangka mendorong
investasi.

dapat berjalan dengan
baik sehingga
pengelolaan kegiatan
pertanian dan
agribisnis sudah
menjadi sangat
produktif dan efisien
sehingga pendapatan
petani sudah semakin
tinggi. Pada periode
RPJM ke-4 ini
diharapkan sebagian
besar hasil pertanian,
baik untuk konsumsi
dalam negeri maupun
ekspor sudah dalam
bentuk produk hasil
olahan atau penangan
pasca panen yang
diperlukan sebelum
dipasarkan.

Terlaksananya regulasi
dan deregulasi
investasi

2. Terwujudnya Sektor
Industri berbasis Usaha
Kecil Menengah (UKM)

Meningkatkan daya saing
produk-produk industri
kecil dan menengah

Pembangunan di sektor
industri dilakukan melalui
menumbuhkan Usaha
Kecil Menengah (UKM)

Pembangunan di
sektor industri
dilakukan melalui
menumbuhkan

Terbangunnya industri
rumah tangga yang
memiliki diversifikasi
dan keterkaitan
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yang terkait antara hulu
dan hilir dan
meningkatkan daya
saing produk utama
UKM.

Usaha Kecil
Menengah (UKM)
yang terkait antara
hulu dan hilir dan
meningkatkan daya
saing produk utama
UKM.

dengan kelompok
buah-buahan ataupun
sayuran. Dan
terbangunnya usaha
kerakyatan skala kecil
dan menengah,
terutama yang terkena
dampak krisis
ekonomi.

3. Terwujudnya kehutanan
yang bernilai ekonomi
dan lestari

Meningkatkan
pengelolaan sumberdaya
Hutan

Pembangunan sektor
kehutanan diarahkan
pada pengambilan hasil
non kayu (lebah madu,
sarang walet, Rotan dan
lainnya). Menyelamatan
sumberdaya hutan, untuk
peningkatan
kesejahteraan rakyat di
sekitar kawasan hutan,
mempertahankan tata air
dan meningkatkan fungsi
hutan Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur
lingkungan hidup, sumber
pendapatan, dan
penyangga air dari danau
dan beberapa sungai
yang mengalir di

Pembangunan sektor
kehutanan diarahkan
pada pengambilan
hasil non kayu (lebah
madu, sarang walet,
Rotan dan lainnya).
Menyelamatan
sumberdaya hutan,
untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat
di sekitar kawasan
hutan,
mempertahankan tata
air dan meningkatkan
fungsi hutan
Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur
lingkungan hidup,
sumber pendapatan,

Pembangunan sektor
kehutanan diarahkan
pada pengambilan
hasil non kayu (lebah
madu, sarang walet,
Rotan dan lainnya).
Menyelamatan
sumberdaya hutan,
untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat di
sekitar kawasan hutan,
mempertahankan tata
air dan meningkatkan
fungsi hutan
Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur
lingkungan hidup,
sumber pendapatan,
dan penyangga air dari
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kawasan Daerah ini. dan penyangga air
dari danau dan
beberapa sungai
yang mengalir di
kawasan Daerah ini.

danau dan beberapa
sungai yang mengalir
di kawasan Daerah ini.

4. Terwujudnya Kegiatan
Jasa (Service Industries)
yang Efisien

Mengembangkan
kegiatan jasa yang dapat
memberikan dampak
yang sangat besar bagi
penciptaan lapangan
kerja dan
penanggulangan
kemiskinan. Seperti:
usaha perdagangan,
pendidikan, pelayanan
kesehatan, transportasi
dan komunikasi dan jasa-
jasa umum lainnya.
Untuk mewujudkan
pengembangan kegiatan
jasa yang efisien
tersebut, perlu terus
diupayakan penataan
fasilitas pasar yang telah
ada, pengembangan
pertokoan dan
pergudangan agar lebih
mendukung kegiatan jasa

Mewujudkan Kegiatan
Perdagangan dan Jasa
Yang Mampu Bersaing,
melalui pengembangan
usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dan
koperasi yang
merupakan embrio dan
cikal bakal dari wirausaha
yang tangguh dan
berdaya saing tinggi
Mengembangkan
kegiatan jasa dan
memberikan dampak
yang sangat besar bagi
penciptaan lapangan
kerja serta
penanggulangan
kemiskinan. Kegiatan
jasa ini meliputi : usaha
perdagangan,
pendidikan, pelayanan
kesehatan, transportasi

Pengembangan
penggunaan
teknologi yang maju
dan modern dalam
kegiatan jasa, baik
perdagangan,
transportasi,
pendidikan,
kesehatan, dan jasa
lainnya, Berbasis
komputer dan
teknologi informasi.

Pada tahap RPJM ke-4
ini diharapkan sudah
akan dapat diwujudkan
penggunaan teknologi
tinggi dan modern
dalam kegiatan
perdagangan dan jasa,
termasuk jasa
transportasi,
pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
Berbasis komputer dan
teknologi informasi
dalam kegiatan
perdagangan dan jasa,
diharapkan sudah
akan semakin maju
dan digunakan secara
menyeluruh dikalangan
pengusaha. Dengan
demikian, diharapkan
kegiatan jasa yang
meliputi perdagangan,
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dan menyenangkan bagi
pelanggan. Sejalan
dengan kegiatan
tersebut, dilakukan pula
peningkatan kemampuan
kewirausahaan, kualitas
tenaga teknis dan
terampil, peningkatan
jumlah dan kualitas
fasilitas perhubungan dan
telekomunikasi serta
pembinaan manajemen
usaha secara terus
menerus

dan komunikasi dan jasa-
jasa umum lainnya.

transportasi,
pendidikan, kesehatan
dan jasa lainnya sudah
menjadi semakin
produktif, efisiensi dan
mempunyai daya saing
tinggi di dunia global.

5. Terwujudnya Koperasi
sebagai wadah
pengembangan ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan sarana
penunjang pembangunan
untuk meningkatkan
perekonomian rakyat

a. Mengembangkan
koperasi yang sehat,
efisien, dan mandiri
dengan cakupan usaha
yang luas dan tata
kelola yang baik.
Melalui pengembangan
sumberdaya manusia
diarahkan agar mampu
membangun citra
koperasi yang positif,
efektif, dan
professional sebagai
wadah penggalangan
kekuatan ekonomi

a. Mengembangk
an koperasi yang
sehat, efisien, dan
mandiri dengan
cakupan usaha
yang luas dan tata
kelola yang baik.
Melalui
pengembangan
sumberdaya
manusia diarahkan
agar mampu
membangun citra
koperasi yang
positif, efektif, dan

Mengembangkan
koperasi sebagai
badan usaha yang
terbuka dan menarik
bagi anggota dan
masyarakat, sehingga
meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam berinvestasi.
Dan mengembangkan
usaha kecil menengah
dalam meningkatkan
daya saingnya
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rakyat.
b. Mengembangkan

koperasi sebagai
badan usaha yang
terbuka dan menarik
bagi anggota dan
masyarakat, sehingga
meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam berinvestasi.

professional
sebagai wadah
penggalangan
kekuatan ekonomi
rakyat.

b. Mengembangk
an koperasi
sebagai badan
usaha yang
terbuka dan
menarik bagi
anggota dan
masyarakat,
sehingga
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
berinvestasi.

6. Terwujudnya Tanah
Datar sebagai Daerah
Tujuan Wisata Nasional
dan Internasional

Mewujudkan masyarakat
yang sadar wisata
sebagai landasan utama
pengembangan
pariwisata melalui
kegiatan konsolidasi
masyarakat agar terdapat
pemahaman yang sama
tentang pentingnya
pariwisata bagi

Mengembangan objek-
objek wisata yang telah
ada melalui kegiatan
renovasi dan pemugaran
kembali. Melalui
peningkatan mutu
prasarana jalan dan
sarana perhubungan
menuju objek-objek
wisata tersebut. Serta

Upaya penggunaan
teknologi yang lebih
maju dan tepat guna
untuk peningkatan
produktifitas dan
efisiensi usaha
pariwisata. Serta
terwujudnya
penggunaan
teknologi informasi

Prioritas pembangunan
periode RPJM ke-4 ini
diletakkan pada
lanjutan penggunaan
teknologi yang lebih
maju dan tepat untuk
peningkatan
produktifitas dan
efisiensi usaha
pariwisata. Pada tahap
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pembangunan daerah.
Dan mengupayakan
terwujudnya pusat-pusat
informasi wisata yang
dilengkapi dengan
fasilitas teknologi
informasi yang memadai

peningkatan kualitas
sarana listrik dan
telekomunikasi yang
dapat digunakan publik
untuk mengunjungi objek-
objek wisata tersebut.
Meningkatkan program
sadar wisata agar
masyarakat dapat
mendukung dan
berpartisipasi penuh
terhadap pengembangan
Tanah Datar sebagai
daerah tujuan wisata
nasional dan
internasional.

Meningkatkan kesadaran
dan peran masyarakat
untuk mendukung
pariwisata, serta
melengkapi sarana dan
prasarana wisata yang
memadai, sehingga
menarik bagi para
wisatawan untuk
berkunjung dan tinggal
lebih lama di Tanah

dengan lebih baik
agar Kabupaten
Tanah Datar sebagai
daerah tujuan wisata
domestik dan
internasional menjadi
lebih dikenal dan
populer. melalui
peningkatan
kemampuan teknis
tenaga pengelola
pariwisata perlu juga
sudah harus dapat
diwujudkan pada
periode ini guna
dapat mewujudkan
pengeolaan usaha
pariwisata secara
lebih profesional dan
memenuhi standard
internasional.

ini penggunaan
teknologi informasi
dalam kegiatan
pariwisata sudah akan
semakin maju dan
diterapkan secara
menyeluruh. Sejalan
dengan hal tersebut
kemampuan teknis
tenaga pengelola
pariwisata juga perlu
terus dikembangkan
dan ditingkatkan guna
dapat mewujudkan
tenaga yang
profesional dan
berkualitas sesuai
dengan standard
internasional. Dengan
demikian, diharapkan
pada RPJM ke-4 ini
Kabupaten Tanah
Datar benar-benar
sudah menjadi daerah
tujuan wisata nasional
dan internasional yang
terlihat dari jumlah
wisatawan yang cukup
tinggi dengan lama
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Datar. tinggal berkisar antara
4-6 hari.

Meningkatkan
pembangunan dan
pengelolaan pariwisata
memelalui kerjasama
dengan pihak ketiga
dalam rangka
pemberdayaan potensi
wisata yang ada di Tanah
Datar melalui revisi
Dokumen Rencana Induk
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPDA).

terwujudnya
pembangunan dan
pengelolaan
pariwisata memelalui
kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
rangka
pemberdayaan
potensi wisata yang
ada di Tanah Datar

berkembangnya
pembangunan dan
pengelolaan pariwisata
memelalui kerjasama
dengan pihak ketiga
dalam rangka
pemberdayaan potensi
wisata yang ada di
Tanah Datar

7. Meningkatkan
Pemanfaatan Potensi
Pertambangan dan
Energi

Mengoptimalkan
penggalian/pengembang
an potensi Pendapatan
Asli Daerah

Pembangunan energi
listrik terbarukan yang
diarahkan untuk
menjangkau ke seluruh
Jorong/masyarakat di
Tanah Datar dan
mencukupi untuk
melayani kegiatan
industri.
Pengembangan usaha
pertambangan rakyat
(pasir urug, batu, tanah

Pembangunan
Sumber daya
tambang diarahkan
untuk mengetahui
besar depositnya

Pembangunan
diarahkan untuk
mewujudkan
diversifikasi bahan
bakar dalam
masyarakat Tanah
Datar, sehingga dapat
mencukupi bagi
perkembangan
penduduk selama 20
tahun ke depan. Serta
pemamfaatan Sumber
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liat, batubara, dll) di
arahkan supaya memiliki
izin, serta tidak merusak
lingkungan dan
membahayakan
masyarakat.

daya tambang sebagai
sumber pendapatan
daerah.

D. Pembangunan Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1. Terwujudnya Tata Ruang
yang Baik dan
Dilaksanakan  Secara
Konsisten

Terwujudnya kawasan
hutan lindung dan
kawasan budidaya
dengan memperhatikan
kaidah konservasi serta
proteksi kawasan kritis
dan kawasan longsor
berdasarkan potensi SDA

Terciptanya kawasan
lindung, kawasan
budidaya sebagai
penghasil barang dan
jasa melalui model
pengembangan sentra
Kimbun, KASO,
Perikanan dan
peternakan dan SRI

Terbangunnya
kawasan strategis
berdasarkan potensi
SDA dan ekosistem
wilayah yang aman,
nyaman, produktif
dan berkelanjutan
berdasarkan UU
Nomor 26 Tahun
2007 tentang Tata
Ruang

Terciptanya kawasan
strategis berdasarkan
berdasarkan potensi
SDA dan ekosistem
wilayah yang aman,
nyaman, produktif dan
berkelanjutan.

2. Terpeliharanya Kawasan
Konservasi Alam,
Lingkungan Hijau, Asri
dan Lestari

Terwujudnya kawasan
konservasi yang asri dan
lestari dengan
menerapkan kaidah-
kaidah konservasi dan
pelestarian sumberdaya
alam melalui pendekatan
strategis dalam
manajemen sumberdaya

Tercapainya
keseimbangan ekologis
dalam sistem penyangga
kehidupan melalui
manajemen sumberdaya
alam dan lingkungan
berdasarkan arahan
klasifikasi fungsi kawasan
dalam suatu DAS,

Terbangunnya
integrasi kawasan
konservasi dengan
kawasan budidaya
dalam pembangunan
dari seluruh aspek
kebutuhan terhadap
pembangunan.

Terbangunnya
kawasan
agroekoteknologi yang
berbasiskan SDA dan
lingkungan   dalam
pembangunan
pertanian yang
berkelanjutan.
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dan lingkungan. melalui pendekatan
penataan tata ruang yang
yang berbasiskan one
river, one plan and one
management approach.

3. Terwujudnya tata kelola
lingkungan yang baik

Terwujudnya regulasi
sebagai bentuk
pelaksanaan UU yang
terkait dengan
pengelolaan SDA dan
lingkungan yang lebih
operasional.

Terwujudnya
pemahaman secara
holistik dari masyarakat,
user, developer dan
eksekutif terhadap
regulasi yang terkait
dengan pengelolaan SDA
dan lingkungan dan
adanya insentif dan
desinsentif dalam
pemanfaatan SDA dan
lingkungan.

Terwujudnya fungsi-
fungsi kawasan
dalam pembangunan
SDA dan lingkungan
melalui knowledge
based organization.

Meningkatnya peran
dan fungsi serta
tanggungjawab
bersama dan lahirnya
inovasi-inovasi kreatif
dari sektor/dinas terkait
dengan pengelolaan
SDA dan lingkungan

4. Terbinanya prilaku
masyarakat sadar
lingkungan

Terwujudnya tanggung
jawab bersama dalam
pemanfaatan dan
perencanaan
sumberdaya alam dan
lingkungan.

Terbangunnya kesadaran
dan prilaku masyarakat
dalam menuju
pembangunan
berkelanjutan
berbasiskan SDA dan
lingkungan  untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat .

Tercapainya fungsi
wilayah preservasi
dan konservasi yang
berbasiskan agro
ekologi dalam suatu
pengelolaan wilayah
DAS terpadu.

Terwujudnya jasa
lingkungan yang
berkualitas baik untuk
kepentingan publik dan
isu global warning
menuju kehidupan
yang sehat dan
lingkungan yang aman.

5. Terwujudnya pengelolaan Terwujudnya revitalisasi Meningkatnya Terbangunnya jasa Terwujudnya
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sumberdaya alam secara
berkesinambungan

dan peningkatan
produktivitas sumberdaya
alam dan lingkungan
berlandaskan pada
agroekologi berdasarkan
pada nilai-nilai budaya
lokal yang arif dan
bijaksana.

produktivitas sumberdaya
alam dan lingkungan
melalui knowledge based
organization dan
kerjasama dengan center
excellent (PT/Lembaga
Penelitian) serta
terbangunnya SIM-SDA
dan lingkungan sebagai
basis perencanaan SDA
dan lingkungan.

lingkungan dan
barang produksi
dalam menjamin
kepentingan publik
dan dapat menekan
dampak negatif  isu
global warning.

pembangunan
berkelanjutan
berdasarkan
dimensi/nilai sosial
budaya ekonomi dan
ekologi,
pengembangan
sumberdaya alam dan
lingkungan dalam
rangka mencapai
kehidupan yang sehat
dan lingkungan yang
aman.

E. Pembangunan Sumber
Daya Manusia

1. Tercapainya Kualitas
Pendidikan Yang Tinggi
dan Dilandasi Moral
Agama

90 % guru kompeten
seluruh jenjang
pendidikan dan seluruh
sekolah  terakreditasi.

Penyelesaian
manajemen eksternal

Tercapainya target MDG
pemerataan SMP 99%

Mengupayakan
pencapaian mutu
sekolah bertaraf
internasional

Terlaksananya
pendidikan
berakreditasi
Internasional

Pengakuan Asia
Tersedia Lab ilmu dasar:
matematika, fisika, kimia
dan biologi Dan Guru
Tersedia

Selesainya Fokus
Sekolah kejuruan

Kurikulum agama
terintegrasi ke dalam
semua mata pelajaran

Terwujudnya Sekolah
Kejuruan standar
nasional

Menyiapkan
masyarakat untuk
sistem pendidikan
internasional

Sekolah Kejuruan
menghasilkan tenaga
terampil yang siap

8 SMA Standar
Nasional

30% Akses PT
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bersaing di dunia
usaha dan industri
internasional

2. Terdapatnya Derajat
Kesehatan dan Gizi Yang
Tinggi

Meningkatnya Derajat
Kesehatan

Konsololidasi manajemen
pelayanan kesehatan
Dasar

Penuntasan sebagian
Penyakit utama

- Meningkatkan
pemantauan status
gizi masyarakat

- Melakukan
penanganan kasus gizi
buruk

- Pemberian PMT bagi
bayi balita gizi buruk

- Terkendalinya Penyakit
menular terutama
Tuberkulosa paru, HIV
AIDS dan malaria.

Konsolilidasi
manajemen
pelayanan kesehatan
Dasar

- Meningkatnya
cakupan balita gizi
buruk yang
mendapatkan
perawatan

- Meningkatkan
cakupan
pemberian MP
ASI 6 – 24 bulan

Penuntasan sebagian
Penyakit utama

Semua masyarakat
mempunyai jaminan
pelayanan kesehatan
(Total Coverage)

Konsolidasi dan
persiapan fokus Rumah
sakit siap serta informasi
dan pemetaan keperluan
tenaga medis dan
manajemen kesehatan

Rumah Sakit Umum
menjadi rujukan untuk
wilayah Tanah Datar dan
sekitarnya

Konsolidasi dan
persiapan fokus
Rumah sakit siap
serta informasi dan
pemetaan keperluan
tenaga medis dan
manajemen
kesehatan

Rumah Sakit Umum
menjadi pelayanan
kesehatan yang prima

3. Terwujudnya ketahanan Konsolidasi Pemenuhan Pengembangan sentra- Peningkatan produksi Terpenuhinya produksi
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pangan dan gizi konsumsi pangan dan
gizi

sentra produksi pangan
dan gizi

dan kualitas produksi
pangan dan gizi

secara kualitas dan
kuantitas dan
pemenuhan Gizi dalam
dan orientasi ekspor

4. Tercapainya Kemampuan
IPTEKS Yang Maju dan
Tepat Guna

Pemetaan produk-produk
baru dan perkembangan
kebutuhan masyarakat

Memilih dan mendesign
pilihan teknologi tepat
untuk mendorong
pembangunan

Melanjutkan
pembangunan Sains-
Park

Implementasi IPTEKs

Tercapainya
kemampuan IPTEK
yang tinggi dan tepat
guna
Hasil Implementasi
Iptek

Pendirian lembaga dan
sistem pengembangan
teknologi dan inovasi

Mendorong
Pembangunan Sains
Park untuk
pengembangan IPTEKS
di Tanah Datar

Ikut Membantu
Peningkatan
manajemen
pengelolaan Sains
Park di Tanah Datar

Sains Park
Internasional

Meningkatkan kualitas
hidup, peran perempuan,
perlindungan anak dan
kesejahteraan keluarga
diberbagai bidang
pembangunan dengan
Pencegahan atas tindak
kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi terhadap
perempuan dan anak
serta Penguatan
kelembagaan dan
jaringan pengarustamaan

Terlaksananya
peningkatkan kualitas
hidup, peran
perempuan,
perlindungan anak
dan kesejahteraan
keluarga diberbagai
bidang pembangunan
dengan Pencegahan
atas tindak
kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi terhadap

Terwujudnya  kualitas
hidup, peran
perempuan,
perlindungan anak dan
kesejahteraan
keluarga diberbagai
bidang pembangunan
dengan Pencegahan
atas tindak kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi terhadap
perempuan dan anak
serta Penguatan



144

jender. perempuan dan anak
serta Penguatan
kelembagaan dan
jaringan
pengarustamaan
jender.

kelembagaan dan
jaringan
pengarustamaan
jender.

Mengembangkan budaya
olah raga bagi
masyarakat untuk
mewujudkan kehidupan
yang sehat serta
mengembangkan secara
simultan olah raga
prestasi melalui
pengembangan sarana
dan prasarana yang
memadai

Terlaksananya
pengembangan
budaya olah raga
bagi masyarakat
untuk mewujudkan
kehidupan yang
sehat serta
mengembangkan
secara simultan olah
raga prestasi melalui
pengembangan
sarana dan
prasarana yang
memadai.

Terwujudnya  budaya
olah raga bagi
masyarakat untuk
mewujudkan
kehidupan yang sehat
serta mengembangkan
secara simultan olah
raga prestasi melalui
pengembangan sarana
dan prasarana yang
memadai.

Meningkatkan kwalitas
dan produktifitas pemuda
untuk menghadapi
dinamika persaingan
global dengan
pengembangan sikap
pemuda yang beriman,

Terlaksananya
peningkatan kwalitas
dan produktifitas
pemuda untuk
menghadapi
dinamika persaingan
global dengan

Terwujudnya  kwalitas
dan produktifitas
pemuda untuk
menghadapi dinamika
persaingan global
dengan
pengembangan sikap
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bertaqwa, berbudaya,
mandiri, inovatif dan
kreatif serta
meningkatkan partisipasi
pemuda dalam
pembangunan dan
pemberdayaan pemuda
sebagai subjek
pembangunan, melalui
kelembagaan pemuda
yang berwawasan
kebangsaan.

pengembangan sikap
pemuda yang
beriman, bertaqwa,
berbudaya, mandiri,
inovatif dan kreatif
serta meningkatkan
partisipasi pemuda
dalam pembangunan
dan pemberdayaan
pemuda sebagai
subjek
pembangunan,
melalui kelembagaan
pemuda yang
berwawasan
kebangsaan.

pemuda yang beriman,
bertaqwa, berbudaya,
mandiri, inovatif dan
kreatif serta
meningkatkan
partisipasi pemuda
dalam pembangunan
dan pemberdayaan
pemuda sebagai
subjek pembangunan,
melalui kelembagaan
pemuda yang
berwawasan
kebangsaan.

F. Pembangunan Sarana
dan Prasarana

1. Terwujudnya sarana dan
prasarana transportasi
yang handal yang
mampu memenuhi
kebutuhan aksesibilitas
masyarakat

Pengembangan sarana
dan prasarana
transportasi untuk
meningkatkan akses dari
wilayah yang terisolasi
dan sentra-sentra
produksi

Pengembangan sarana
dan prasarana
transportasi untuk
meningkatkan akses dari
wilayah yang terisolasi,
sentra-sentra produksi,
pariwisata dan kawasan
pendidikan

Pengembangan
sarana dan
prasarana
transportasi untuk
meningkatkan akses
dan kualitas dari
seluruh wilayah

Terwujudnya sarana
dan prasarana
transportasi yang
handal yang mampu
memenuhi kebutuhan
aksesibilitas
masyarakat

2. Terwujudnya kebutuhan Kajian terhadap potensi Peningkatan sarana Peningkatan sarana Terwujudnya
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sumber daya air untuk
lahan pertanian

sumberdaya air untuk
pemenuhan lahan
pertanian

sumber daya air untuk
pemenuhan lahan
pertanian

sumber daya air
untuk pemenuhan
lahan pertanian

kebutuhan sumber
daya air untuk lahan
pertanian

3. Terwujudnya Koordinasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan sumber
daya air.

Penyiapan sistem ,
kelembagaan dan
regulasi tentang kordinasi
kelembagaan
sumberdaya air

Sosialisasi  sistem,
kelembgaan dan regulasi
tentang kordinasi
kelembagaan
sumberdaya air

Evaluasi sistem,
kelembagaan dan
regulasi tentang
koordinasi
kelembagaan
sumberdaya air

Terwujudnya
Koordinasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
sumber daya air.

4. Terwujudnya kecukupan
air bersih bagi
masyarakat

Peningkatan sarana dan
prasarana air bersih di
perkotaan dan perdesaan

Peningkatan sarana dan
prasarana air bersih di
pedesaan

Peningkatan sarana
dan prasarana air
bersih di perkotaan
dan pedesaan

Terwujudnya
kecukupan air bersih
bagi masyarakat

5. Terwujudnya kebutuhan
sarana informasi dan
komunikasi yang
diperlukan masyarakat

Peningkatan sarana
informasi dan komunikasi
di daerah yang belum
memiliki jaringan

Peningkatan sarana
informasi dan komunikasi
di daerah yang belum
memiliki jaringan

Peningkatan sarana
informasi dan
komunikasi di daerah
yang belum memiliki
jaringan

Terwujudnya
kebutuhan sarana
informasi dan
komunikasi yang
diperlukan masyarakat

6. Terwujudnya kebutuhan
energi yang diperlukan
masyarakat

Pemetaan potensi energi
yang bisa dimanfaatkan
dan pembangunan energi
listrik dari sumberdaya air

Pembangunan sumber
energi listrik dari sumber
lain: batu bara baru,
panas bumi, dll.

Pembangunan
sumber energi baru

Terwujudnya
kebutuhan energi yang
diperlukan masyarakat

7. Terwujudnya perumahan Evaluasi kondisi eksisting Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas Terwujudnya
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yang sehat dan aman
bencana

rumah yang ada terhadap
aspek kesehatan dan
aman bencana serta
peningkatan kualitas
lingkungan

kuantitas perumahan
yang sehat dan aman
bencana serta
peningkatan kualitas
lingkungan

dan kuantitas
perumahan yang
sehat dan aman
bencana serta
peningkatan kualitas
lingkungan

perumahan yang sehat
dan aman bencana
serta peningkatan
kualitas lingkungan

G. Pembangunan Tata
Ruang dan
Pembangunan Wilayah

1. Terwujudnya tata ruang
yang harmonis untuk
semua sektor kehidupan

Penyusunan RTRW dan
sekaligus menjadikan
peraturan daerah

Meningkatkan
pemahaman masyarakat
terhadap pentingnya
penataan ruang dan
implementasi pada
kawasan-kawasan
strategis

Peningkatan kualitas
tata ruang dengan
menerapkan perda
RTRW

Terwujudnya tata
ruang yang sesuai
dengan regulasi yang
ada.

2. Terwujudnya
pembangunan yang maju
dan merata untuk semua
wilayah

Kajian terhadap kondisi
eksisting masing-masing
kawasan strategis dan
penyusunan dokumen
rencananya

Peningkatan
pembangunan kawasan-
kawasan strategis

Peningkatan
pembangunan
kawasan-kawasan
strategis

Terwujudnya
pembangunan yang
maju dan merata untuk
semua wilayah

3. Meningkatnya Kota
Batusangkar menjadi
PKW

Merancang langkah-
langkah strategis menjadi
PKW

Penyusunan rencana
peningkatan menjadi
PKW

Pelaksanaan rencana
peningkatan menjadi
PKW



LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR      TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005-2025


